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ABSTRAK 

 
Penanggulangan tindak pidana pencurian adalah sebuah upaya yang 

dilakukan oleh para penegak hukum terutama oleh aparat kepolisian dalam 
mencegah terjadinya tindak kejahatan di suatu daerah terutama di Daerah 
Gunungkidul yang merupakan banyak terjadinya tindak kejahatannya masih 
begitu tinggi, terutama tindak kejahatan pencurian. Namun, penanggulangan dan 
pencegahan ini tidak hanya dilakukan oleh para penegak hukum namun juga oleh 
warga masyarakat sekitarnya. 

 
Tindak pidana pencurian ini juga sudah diatur di dalam KUHPidana Pasal 

362, 363, 364, 365, dan 367. Pasal-pasal tersebut telah mengatur dan 
mengelompokkan tindak pidana pencurian yang ringan sampai yang dianggap 
berat dengan hukuman beberapa tahun penjara.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan para aparat 
penegak hukum terutama aparat kepolisian dalam melakukan penanggulangan dan 
pencegahan masalah tindak kejahatan pencurian di Wilayah Kabupaten 
Gunungkidul pada Tahun 2010-2013 selama ini. Sebab banyak kasus tindak 
kejahatan pencurian yang tidak hanya dilakukan oleh para orang-orang yang 
sudah dewasa, namun juga oleh generasi muda bangsa ini. Terkait dengan hal itu 
apakah kebijakan-kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan aplikasinya di luar 
atau tidak. Maka penelitian yang dilakukan adalah dalam bentuk  field 
researchdengan pedekatan penelitian yuridis empiris yaitu mengambil data-data 
langsung dari lapangan dengan cara interview, observasi, atau dengan 
dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi lapangan, yaitu dengan 
cara interview, observasi, dokumentasi, dan lainnya. 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa kabijakan-kebijakan yang selama ini dibuat oleh aparat 
kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan pencurian yang banyak terjadi 
di Gunungkidul yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan terkaid dengan sadar 
hukum, melakukan patroli-patroli, sambang kamling, dan lainnya. Akan tetapi itu 
semua teryata dalam aplikasinya masih sangat jauh dari harapan, karena masih 
banyak desa-desa yang belum tersambangi oleh kegiatan kepolisian tersebut dan 
itu kurang mendapatkan perhatian yang serius dari kepolisian maupun pemerintah 
Kabupaten Gunungkidul selama ini. Banyaknya masyarakat di Gunungkidul yang 
memang belum paham atau masih awam terhadap hukum, tingkat pendidikan 
yang masih rendah, jumlah pengangguran yang cukup tinggi dengan lapangan 
pekerjaan sangat sedikit,dan kurangannya perhatian pemerintah Kabupaten 
Gunungkidul terhadap masalah tersebut. Untuk dapat mewujudkan daerah yang 
bersih dari kejahatan atau setidaknya tidak banyak terjadi tindak kejahatan 
terutama pencurian ada beberapa cara yang diantaranya, pertama; penyuluhan-
penyuluhan yang selama ini kepolisian lakukan harus dapat menjangkau semua 
warga, kedua; harus lebih jeli lagi dalam melakukan penanggulangan maupun 
pencegahan dengan melihat faktor-faktor yang menyebabkan para pelaku 
melakukan tindak kejahatan tersebut, ketiga; tidak hanya melakukan patroli 
didaerah perkotaan pada siang hari, namun juga di pelosok-pelosok desa terutama 
pada malam hari, keempat; dalam melakukan penanggulangan ataupun 
pencegahan harus adanya saling  kerjasama antara kepolisian dengan warga 
masyarakat, kelima; adanya perhatian yang sangat serius dari pemerintah 
Kabupaten Gunungkidul terkait lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga 
masyarakat Kabupaten Gunungkidul, sehingga tidak banyak lagi pengangguran-
pengangguran di Gunungkidul, keenam; peningkatan pendidikan jasmani maupun 
rohani. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat kepolisian. 

Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 13 tentang tugas dari kepolisian.
1
 

“Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. 

 

Namun, dalam kenyataannya masih banyak ditemui aparat kepolisian  

belum melaksanakan apa yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, terutama penanggulangan kejahatan atau biasa 

disebut dengan kriminalitas. Sedangkan dalam hukum kriminal, pencurian 

adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin 

pemilik,
2
 tetapi pencurian pada dasarnya telah diatur di dalam KUHP Pasal 

362 yang berbunyi: 

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, 

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 

denda paling banyak enam puluh rupiah”. 

 

Jika dilihat dari definisi pencurian di atas, maka terdapat beberapa 

unsur-unsur pencurian di antaranya;  

1. mengambil barang, 

2. barang harus kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian, 

                                                 
1
  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.  

 
2
 “pencurian,” http://id.wikipedia.org/wiki/, akses tanggal 16 November 2013. Pukul 

07.30. WIB. 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_kriminal&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Properti
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konsen&action=edit&redlink=1


2 

3. pengambilan barang yang demikian itu harus dengan maksud memiliki 

dengan cara melawan hukum.
3
 

Moeljatno juga berpendapat masalah pencurian yang terdapat di dalam 

Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pencurian, pengambilan 

barang orang lain. Akan tetapi, maksud untuk memiliki barang dengan cara 

melawan hukum. Namun, jika dilihat pada sifat melawan hukum di dalam 

Pasal 362, perbuatan tidak dari hal-hal yang lahir, tetapi tergantung pada niat 

orang yang mengambil barang.
4
 Pencurian juga meliputi benda yang bergerak 

atau pun benda yang tidak dapat bergerak. Pada mulanya benda-benda yang 

menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van 

Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas 

pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak baru 

dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan 

menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud 

dan bergerak, ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang 

kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap 

benda yang bergerak serta berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda 

yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan.
5
 

Jenis pencurian dan definisi pencurian tidak hanya diatur dalam Pasal 

362. Akan tetapi, di dalam Pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan 

                                                 
3
  Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 

hlm. 376. 

 
4
  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hlm.62. 

 
5
  KUHPerdata Pasal. 509. 
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pencurian dengan pemberatan,
6
 Pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan,

7
 

Pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 mengatur 

tentang pencurian dalam keluarga. Sejauh ini untuk landasan teoritis kita 

sudah mengetahui batasan-batasan pembahasan makna pencurian.  

Tindak pidana pencurian dapat dikatakan sebagai perbuatan yang 

sudah banyak terjadi, dari zaman dulu sampai sekarang. Namun, setiap 

perbuatan yang terjadi di suatu wilayah pasti terdapat unsur sebab akibatnya 

dan hal tersebut juga tidak sama dengan daerah satu dengan yang lain. Tindak 

pidana pencurian juga mempunyai efek yang negatif bagi masyarakat, 

terutama masyarakat Gunungkidul yang dalam beberapa tahun terakhir ini 

banyak terjadi pencurian yang tidak terkontrol serta membuat resah warga. 

Salah satunya kasus pencurian arsip pemerintahan Gunungkidul yang 

menambah keresahan warga, dan pencurian yang dilakukan oleh aparat 

kepolisian terhadap warga Pager RT 04/RW 01, Logandeng, Playen.
8
 Tindak 

pidana pencurian yang terjadi di Gunungkidul memang perlu dilakukan 

sebuah penelitian. Semakin banyaknya tindak kejahatan yang terjadi tidak di 

                                                 
6
  Yang dimaksud dengan pencurian berat ialah pencurian biasa di dalam KUHPidana 

Pasal 362, yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: 1. Jika barang yang dicuri itu 

adalah hewan, 2. Jika pencurian dilakukan pada saat terjadi bencana, 3. Jika pencurian itu 

dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada sebuah 

rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau seizin orang yang berhak, 4. 

Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-bersama, 5. Jika pencurian 

itu dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu. 

 
7
  Maksudnya pencurian itu tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan 

yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu, tidak lebih dari dua ratus 

lima puluh rupiah, dipidana karena pencurian ringan. 

 
8
 “korban curanmor oknum polisi pelaku-dihukum-setimpal,” 

http://sorotgunungkidul.com/berita-gunungkidul, akses yanggal 21 November 2013, pukul 20.50 

WIB. 

 

http://sorotgunungkidul.com/berita-gunungkidul,%20akses%20yanggal%2021%20November%202013


4 

imbangi dengan peningkatan keamanannya, padahal setiap daerah terdapat 

kantor kepolisian yang bertugas dan berkewajiban menjaga keamanan dan 

ketertiban daerah tersebut, justru seorang aparat kepolisian menjadi tersangka 

kasus pencurian, hal itu sangat bertentangan dengan isi dari Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tersebut serta semakin membuat resah masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia di dalam Pasal 1 ayat (4 dan 5)
9
 dengan pasal tersebut seharusnya 

keberadaan aparat kepolisian dapat menciptakan keamanan di dalam 

masyarakat, tetapi sebaliknya peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana 

pencurian di Gunungkidul sangat belum optimal sebagaimana fungsi dan 

kewajiban kepolisian di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tersebut. Seharusnya langkah-langkah dalam penanggulangan tindak pidana 

tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian dengan sebaik mungkin, sehingga 

dapat mengurangi serta mencegah lebih banyak lagi terjadi kejahatan 

pencurian terutama di Kabupaten Gunungkidul. Peran polisi di sini memang 

sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat, dan juga fungsi aparat kepolisian 

yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Republik Indonesia tersebut. 

                                                 
9
  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 

ayat (4) Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Ayat( 5) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah 

suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses 

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya 

keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung 

kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, 

mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan 

lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Repoblik 

Indonesia Pasal 2
10

 juga disebutkan bahwa fungsi kepolisian sebagai 

pengayom masyarakat dan memberikan keamanan terhadap masyarakat dari 

perbuatan tindak pidana dan lain sebagainya. Tugas kepolisian sebagai 

pengayom masyarakat, apakah semua itu memang sudah optimal seperti yang 

ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Repoblik Indonesia. Akan tetapi, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan 

karena dengan semakin banyak kasus kejahatan yang terjadi di Daerah 

Kabupaten Gunungkidul dan dibutuhkan kerjasama antara aparat kepolisian 

dengan warga masyarakat dalam menanggulanginya. Tindak kejahatan 

memang tidak mengenal tempat dan korban, sebagaimana tindak kejahatan 

yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, di bawah ini tabel tindak kejahatan 

yang terjadi selama Tahun 2010-2013:  

Tabel. 1 

KASUS TINDAK PIDANA DI GUNUNGKIDUL 

NO JENIS TINDAK PIDANA 
TAHUN 

JUMLAH 
JML 

TP.PEN 2010 2011 2012 2013 
1 Kebakaran/Pembakaran 2 - 56 18 76   
2 Pemerasan 4 2 1 1 8   
3 Pembunuhan 4 - 7 - 11   
4 Anirat - - 4 1 5 

 
5 

Pencurian dengan 
pemberatan 

82 76 109 111 378 

714 
6 Pencurian dengan kekerasan 8 4 9 2 23 
7 Curanmor 23 31 23 19 96 
8 pencurian Biasa 68 41 54 27 190 
9 Curi Kayu /ilegal loging 4 15 3 5 27 
10 Perkosaan 11 - 3 - 14 

 

                                                 
10

 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
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NO JENIS TINDAK PIDANA 
TAHUN 

JUMLAH 
JML 

TP.PEN 2010 2011 2012 2013 
11 Perjudian 28 66 72 42 208 

 
12 Uang Palsu - 1 2 4 7 

 
13 Penipuan  81 69 78 48 276 

 
14 Penggelapan 32 28 36 34 130 

 
15 Aniaya  39 22 40 27 128 

 
16 Penghinaan 11 7 12 5 35 

 
17 Percobaan pencurian - 2 3 2 7 

 
18 Jaminan Fidusia - - 1 - 1 

 
19 Pengrusakan  12 3 8 1 24 

 
20 Laporan Palsu 2 2 - 1 5 

 
21 Prbtn tdk menyenangkan - 9 8 5 22 

 
22 Pencabulan  27 50 16 35 128 

 
23 Perzinahan 6 2 21 10 39 

 
24 Pertolongan jahat - - - 2 2 

 
25 Melarikan Perempuan/Anak 4 4 5 9 22 

 
26 Pengeroyokan  - 16 17 8 41 

 
27 Pencemarn nama baik 3 2 - 1 6 

 
28 Jaminan Pidusia - - - 1 1 

 
29 UU KSDA - 4 - 1 5 

 
30 PKDRT/UUPA 16 22 16 22 76 

 
31 Kekerasan thdp anak 4 - - - 4 

 
32 Tp Korupsi / Perbankan 1 2 2 3 8 

 
33 Penyerobotan tanah - 2 2 4 8 

 
34 Pembocoran soal - - - 2 2 

 
35 Pemalsuan Surat - 2 3 4 9 

 
36 Pelanggaran Perda - - - 1 1 

 
37 

Menahan kemerdekaan org 
lain 

- - 1 - 1 
 

38 Membawa Sajam - - - 2 2 
 

39 Penadahan - 2 2 - 4 
 

40 Lain-lain - - 5 6 11 
 

41 Kenakalan remaja - - - - - 
 

42 Poeple smungglling - 2 - - 2 
 

43 Keterangan Palsu - 1 - - 1 
 

44 Merusak kesopanan 2 - - - 2 
 

45 Kej keselamatan umum - 1 - - 1 
 

46 Pertambangan - 5 - - 5 
 

47 Pembuangan Bayi - - 2 - 2 
 

48 Peredaran Miras - - 6 - 6 
 

49 UU PRES 5 - - - 5 
 

50 TP HAKI - - - - - 
 

51 Pelanggaran Kesehatan - - - - - 
 

52 Pelanggaran Pemilu 2 - - - 2 
 

 
Jumlah TP. Keseluruhan th 

2010-2013      
2.067 
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Dari beberapa kasus tindak pidana yang terdapat dalam daftar tersebut 

masih di dominasi kasus pencurian yang begitu memprihatinkan. Maka 

sangatlah perlu adanya peningkatan pengamanan oleh aparat penegak hukum 

terutama kepolisian dan warga masyarakat itu sendiri terhadap tindak 

kejahatan yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul selama ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana penanggulangan terhadap tindak kejahatan pencurian yang 

dilakukan oleh Polres Gunungkidul? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dengan memperhatikan dari pokok masalah di atas, penyusun skripsi 

menyimpulkan beberapa tujuan yang di antaranya: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh 

polres Gunungkidul dalam menanggulangi tindak pidana pencurian 

yang banyak terjadi di Kabupaten Gunungkidul. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis/akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi khozanah 

keilmuan dalam hukum pidana, dan penelitian ini juga diharapakan 

dapat memberi arah dan masukan yang berguna bagi peneliti 

selanjutnya. 
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b. Praktis/fragmatis 

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang suatu gejala kejahatan 

khususnya masalah pencurian yang terjadi di Gunungkidul dan tata 

cara penanggulangan serta pencegahanya. 

 

D. Telaah Pustaka 

Dalam penelitian sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting 

sebelum penulis melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk 

memastikan keaslian bahwa judul skripsi ini tidak hasil dari plagiat/copyan 

terhadap skripsi yang telah ada sebelumnya. Karena setiap orang pasti 

mempunyai cara berfikir dan sudut pandang yang berbeda, sehingga telaah 

pustaka memang sangat diperlukan untuk menghindari plagiat atau copyan isi 

dari apa yang akan dibahas nanti. Sekaligus berguna untuk memberikan 

batasan dan kejelasan pemahaman yang telah diperoleh dari hasil penelitian 

tentang kasus pencurian yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul tersebut. 

Peneliti telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa karya ilmiah 

yang berupa skripsi. Peneliti menemukan beberapa skripsi  yang mempunyai 

kolerasi dan tema yang mirip dengan topik skripsi ini. Akan Tetapi, dari 

beberapa judul skripsi tersebut penyusun menemukan perbedaan  pembahasan 

antara penyusun skripsi yang sebelumnya dengan skripsi sekarang. 

Skripsi yang ditulis oleh Isna Wiqoya yang berjudul tentang “Sanksi 

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Persepektif Hukum Islam,”
11

 

                                                 
11

  Isna Wiqoya “Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Persepektif Hukum 

Islam”. Skripsi  Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008. 
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membahas tentang kriteria dan sanksi tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan dalam hukum pidana positif dan juga tinjauan hukum pidana islam 

terhadap kriteria dan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. 

Perbedaan skripsi ini menggunakan jenis penelitian library research sehingga 

hanya menggunakan data-data berupa putusan hakim, karya ilmiah, buku, dan 

lain sebagainya. Sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan jenis 

penelitian file research yaitu mencari atau menggunakan data yang di dapat 

langsung dari lapangan. Hal tersebut menjadi pembeda dengan penelitian 

yang dilakukan saudara Isna Wiqoya dengan peneliti sekarang. Akan tetapi, 

penelitian yang sekarang lebih khusus membahas tentang penanggulangan 

yang dilakukan oleh aparat kepolisan, sehingga sangatlah berbeda dengan 

peneliti yang dilakukan oleh Isna Wiqoya. 

Skripsi yang ditulis oleh Adi Nugrahanto yang berjudul tentang 

“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan 

Pemberatan Di wilayah Surabaya” Putusan No. 1836 / pid. B/ 2010 / Pn. 

SBY,” membahas mengenai implementasi penegakan hukum pidana terhadap 

pelaku pencurian dengan kekerasan dan pemberatan di Pengadilan Negeri 

Surabaya dan Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan pemberatan.
12

Perbedaan 

skripsi yang di tulis oleh saudara Adi Nugrahanto dengan skripsi yang 

sekarang adalah skripsi yang ditulis oleh Adi Nugrahanto hanya sebatas 

                                                 
12

  Adi Nugrahanto “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan 

Kekerasan Dan Pemberatan Diwilayah Surabaya Putusan No. 1836 / pid. B/ 2010 / Pn. SBY. 

Skripsi Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional 

”Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya. 2011. 
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mengkaji putusan yang sudah ingkrah dari penggadilan tanpa mencari data 

dari lapangan dan menggunakan metode yuridis normarif, sedangkan untuk 

peneliti yang sekarang menggunakan data dari lapangan secara langsung 

mengenai penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian serta 

menggunakan pendekatan yuridis empiris sehingga sangatlah berbeda kajian 

yang dilakukan oleh saudara Adi Nugrahanto dengan peneliti sekarang. 

Skripsi yang ditulis oleh Yulianti yang berjudul tentang “Tinjauan 

Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang 

Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1561/Pid.B/2010/Pn.Mks),” 

membahas tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian 

dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus Putusan 

Nomor 1561/Pid.B/2010/PN.Mks. dan pertimbangan hukum hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian 

dengan pemberatan dalam studi kasus Putusan Nomor 

1561/Pid.B/2010/PN.Mks.
13

 Perbedaan skripsi yang ditulis oleh  saudara 

Yulianti menggunakan metode kepustakaan dan hanya membahas tentang 

tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. 

Namun, untuk skripsi yang sekarang menggunakan metode file research, 

menggumpulkan data langsung dari lapangan serta hanya membahas 

mengenai penanggulangan yang dilakukan oleh polres tentang tindak pidana 

pencurian, inilah yang membedakan sripsi keduanya. 

                                                 
13

  Yulianti “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 

Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1561/Pid.B/2010/Pn.Mks). Skripsi  Bagian 

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2012. 
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Jadi judul-judul skripsi di atas yang menjadi pembanding dengan 

skripsi yang akan diteliti sekarang supaya tidak terjadi plagiat dari hasil 

penelitian nanti. Skripsi-skripsi di atas lebih condong ke dalam sanksi yang 

diberikan oleh hakim dan putusan Pengadilan yang sudah ingkrah dan lebih 

ke pustaka, menggunakan sumber yang diperoleh dari buku, jurnal, tesis, dan 

lain sebagainya, sedangkan untuk skripsi yang sekarang tentang 

penanggulangan yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian, jadi terdapat 

perbedaan untuk penelitian yang sebelumnya. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Di dalam kerangka teoretik ini menggunakan beberapa teori  untuk 

menjelaskan sebab-sebab terjadinya pencurian yang di antaranya, sebagai 

berikut; 

1. Teori Tentang Kepatuhan/Penegakan Hukum/Ketaatan Hukum  

Hukum adalah suatu motor pengerak dan menata prilaku manusia 

atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa 

dibilang sebagai penggontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa 

selalu tertinggal dari obyek yang diaturnya.
14

 Akan tetapi, manusia itu 

sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum di manapun mereka 

berada, pasti ada hukum yang berlaku di tempat itu. Di manapun dan 

kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga 

ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. 

                                                 
14

  Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat (Semarang: Angkasa Bandung, 1980), 

hlm. 99. 



12 

Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori 

tersebut, yang di antaranya sebagai berikut: 

a. Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum mengacu kecara-cara di mana 

orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu 

pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada 

pengalaman dan tindakan orang-orang.
15

 

b. Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan 

dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara 

empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum 

sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau 

asas,”
16

 

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran 

hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh 

beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran 

hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu : 

a. Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai 

ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum 

yang disadari atau dipahami; 

b. Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud 

menentang hukum atau melanggar hukum.
17

 

                                                 
15

  Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (Bandung: Kencana, 2009), hlm. 510. 

 
16

  Ibid., hlm. 511. 

 
17

  Ibid., 
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Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, merupakan 

salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial 

terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi 

dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 

Akan tetapi, kebijakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan 

sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat.
18

 

Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan 

masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang di antaranya:  

a. berlakunya hukum secara yuridis; artinya apabila penentuanya 

didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatnya; 

b. berlakunya secara sosiologis; apabila kaedah tersebut efektif. Artinya 

kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun 

keputusan tersebut tidak diterima masyarakat; 

c. berlakunya secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum 

sebagai nilai positif yang tinggi.
19

 Ketiga unsur inilah yang seharusnya 

dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya 

suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat 

maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkahlaku masyarakat. 

Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan 

hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa 

                                                 
18

  Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan 

Pidana Penjara, cet. ke-4 (Semarang: Genta Publising, 2009), hlm. 17. 

 
19

  Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, cet. ke-3 (Jakarta: Rajawali, 

1987), hlm. 13. 
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kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya di antaranya: Kaedah 

hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, 

masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam 

masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan 

Proposionil) antara keempat faktor di atas.
20

 Dengan begitu dalam 

penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. 

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana 

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk 

bidang kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal juga 

tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social 

policy), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan 

sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat 

(sosial defency policy).
21

 Dari itu semua dalam pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan (goal), 

kesejahteraan masyarakat atau social welfare (SW) dan perlindungan 

masyarakat atau social defence (SD). Akan Tetapi, juga terdapat aspek 

yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kesejahteraan/perlindungan 

masyarakat yang bersifat Immateriil, terutama nilai kepercayaan, 

kebenaran/kejujuran/keadilan.
22

 Dengan begitu, dalam menanggulangi 

suatu perbuatan yang melawan hukum dapat sesuai dengan harapan dan 

                                                 
20

  Ibid., hlm. 14. 

 
21

  Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana 

dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 76. 

 
22

  Ibid., hlm. 78. 
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dapat mengurangi suatu tindak kejahatan yang terjadi, terutama masalah 

kejahatan pencurian yang ada di Gunungkidul. 

Perbuatan melawan hukum itu sendiri atau biasa disebut dengan 

tindak pidana atau kejahatan sering kali diucapkan oleh para penegak 

hukum bahkan masyarakat. Berkembangnya zaman mempengaruhi 

perbuatan kejahatan justru semakin merajalela, bahkan yang menjadi 

korbanya tidak hanya orang-orang kaya, tetapi masyarakat miskin juga 

ikut menjadi korban kejahatan tersebut. Banyak juga jenis kejahatan yang 

sudah ada berabad-abad yang lalu, tetapi sampai sekarang juga tetap 

masih, bahkan tindak kejahatan sekarang juga tidak memandang usia tua, 

muda, bahkan masih anak-anak melakukan tindak kejahatan. Salah 

satunya mangenai pencurian yang sering terjadi di Kabupaten 

Gunungkidul. Pencurian itu sendiri di dalam KUHP telah dibagi menjadi 

beberapa macam, di dalam Pasal 362 pencurian biasa, Pasal 363 mengatur 

tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 

mengatur tentang pencurian ringan, Pasal 365 mengatur tentang pencurian 

dengan kekerasan, Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga.  

Banyaknya tindak pidana pencurian yang ada di Gunungkidul 

seharusnya mendapat perhatian yang serius dari aparat kepolisian, tetapi 

semua itu tidak seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seharusnya 

upaya-upaya dalam melakukan penanggulangan tindak pidana harus 

dilakukan dengan hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, jangan 

sampai menerapkan sebuah hukum atau sanksi sebagai suatu pembalasan 

tetapi harus sebagai suatu pembinaan terhadap terdakwa, dengan cara 
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pendekatan intregral/sistematik dalam upaya pencegahan kejahatan yang 

sering kali di ungkapkan di dalam kongres PBB; 

a. Pencegahan kejahatan serta peradilan pidana janganlah diperlakukan 

atau dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan 

metode simplistik serta fragmatair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai 

masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan atau 

tindakan lebih luas atau menyeluruh; 

b. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-

sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. 

Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian 

harus merupakan stretegi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan 

kejahatan (the basic crime prevention stretegy); 

c. Penyebab utama kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, 

diskriminasi rasial dan diskriminasi nosional, standar hidup yang 

rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara 

golongan besar penduduk; 

d. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya 

dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, 

sistem politik, nilai-nilai sosial kulturan dan perubahan masyarakat, 

juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia atau internasional 

baru.
23

 

Dari urian di atas tentang kebijakan dalam penanggulangan atau 

pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan/kebijakan 

                                                 
23

  Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 

Hukum Pidana, cet. ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 79. 
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intregral baik dengan mengunakan sarana (panel) maupun dengan sarana 

non (panel), hal tersebut juga dapat dilakukan dengan cara pembinaan atau 

penyembuhan terpidana/pelanggar hukum (treatment of offenders) maupun 

dengan “pembinaan/penyembuhan masyarakat (treatment of socety)”.
24

 

Begitu pula dengan kasus-kasus tindak pidana pencurian seharusnya pihak 

kepolisian juga menggunakan tindakan-tindakan penanggulangan kejahatan 

seperti yang dipaparkan dalam kongres PPB terutama di Kabupaten 

Gunungkidul begitu banyak terjadi kejahatan pencurian. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan 

dari sebuah penelitian itu sendiri. Di dalam melakukan sebuah penelitian 

untuk mencapai hasil yang diharapakan dari pokok masalah sebagaimana 

telah diuraikan penyusun proposal di atas, maka sangat dibutuhkan langkah-

langkah kerja dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

metode penelitian untuk mendapatkan data langsung dari Polres 

Gunungkidul atau dari lapangan tempat dilakukannya penelitian, 

melukiskan secara sistematik atau karaktristik populasi atau bidang 

tertentu secara aktual dan cermat terkait masalah yang diteliti tersebut.
25

 

                                                 
24

  Ibid., 

 
25

  M.Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2002), hlm. 22. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris karena mencari 

data langsung dari lapangan atau data-data yang masih mentah terutama di 

Polres Gunungkidul.
26

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah Polres Kabupaten 

Gunungkidul, sebagaimana judul dan latar belakang masalah yang 

dibahas. 

4. Tekhnik pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan untuk 

mendapatkan data secara langsung dan didukung dengan teori-teori serta 

cara yang digunakan yaitu; 

a. Dokumentasi,
27

 yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah 

dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-

dokumen, arsip-arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, 

serta bahan lain yang terkait dengan masalah yang dikaji.  

b. Interview (wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan 

menggunakan pendoman tanya jawab.
28

 Ada juga pengertian interview 

yang lain adalah percakapan metode dengan bertatap muka dengan 

                                                                                                                                      
 
26

  http://haryantokusumo.wordpress.com/”perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-

sosiologis”/, akses tanggal 16 November 2013. Pukul 07.30. WIB. 

 
27

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

1998), hlm. 202. 

 
28

  Winarno Surahmat, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 17. 

http://haryantokusumo.wordpress.com/
http://haryantokusumo.wordpress.com/
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tujuan memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai 

kepribadian individu, atau untuk tujuan-tujuan konseling/penyuluhan 

dan lain sebagainya.
29

 Interview ini mempunyai ciri utama adalah 

kontak langsung terhadap sipencari informasi dengan sumber 

informasi.
30

. Adapun menurut Sutrisni Hadi (1986) yang harus 

diperhatikan dalam metode ini yaitu bahwa subjek (responden) adalah 

orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, bahwa apa yang 

ditanyakan oleh pihak responden kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya. Sedangkan untuk pihak yang diwawancarai yaitu 

Kepala Polres Gunungkidul atau anggota polres Gunungkidul terutama 

yang masih berada di Wilayah Kabupaten Gunungkidul dan lain 

sebagainya. 

c. Observasi, adalah pengalaman dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
31

 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, di mana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat 

dari dekat kegiatan yang dilakukan. Metode observasi sering kali diartikan 

sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada subjek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik hendaknya dilakukan pada subyek yang 

                                                 
29

  Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, cet. ke-6 (Bandung: Mandar 

Maju, 1990), hlm. 187. 

 
30

  Tatang Arifin, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 133. 

 
31

  Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1993), hlm.100. 
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secara aktif mereaksi terhadap objek. Adapun kriteria yang hendak 

diperhatikan oleh observeser antara lain: 

a. Memliki pengetahuan yang cukup terhadap objek yang hendak diteliti; 

b. Penentuan cara dan alat yang dipergunakan dalam mencatat data; 

c. Penentuan kategori pendapatan gejala yang diamati; 

d. Pengamatan dan pencatatan harus dilaksanakan secara cermat dan 

kritis; 

e. Pencatatan setiap gejala harus dilaksanakan secara terpisah agar tidak 

saling mempengaruhi; 

f. Pemilikan pengetahuan dan keterampilan terhadap alat dan cara 

mencatat hasil observasi. 
32

 

5. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer atau data dasar dalam penelitian adalah data yang 

diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan,
33

 di Polres 

Gunungkidul. Bahan hukum primer ini juga mempunyai sifat 

autoratatif artinya mempunyai otoritas bisa menjelaskan bahwa suatu 

kejadian di lapangan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau 

hukum yang berlaku tidak sesuai dengan keadaan sosial.
34

 

 

                                                 
32

  “pengertian metode observasi definisi,” http://shilomediaart-toili.blogspot.com, akses 

tanggal 16 November 2013. Pukul. 07.30 WIB. 

 
34

  Pater Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. ke-3 (Jakarta: Prenada Media Group, 

2005), hlm. 141. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah tersedia berupa hasil-

hasil penelitian dipublikasikan, penelitian-penelitian yang sebelumnya, 

buku-buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan data-data 

lainya.
35

 Data sekunder ini juga nantinya akan menjadi sumber 

pendukung dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan 

yang terjadi di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, 

mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat 

diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti 

dan dibahas.
36

 

Metode analisis data ini dengan proses mencari data menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dari bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami. 

Analisis data ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

kedalam pola, memilih mana yang paling penting, dan yang akan 

dijadikan sebuah objek penelitian tersebut. 

 

                                                 
35

  Amirudin dan zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004 ), hlm. 30. 

 
36

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Perencanaan: Suatu Pendekatan Praktek, hlm.171. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Di dalam sistematika pembahasan penyusun skripsi akan menguraikan 

lima pokok pembahasan yang akan menjadi obyek dan batasan-batasan 

pembahasan. Di dalam bab ini akan memuat seputar latar belakang masalah 

yang akan menjadi dan proses-proses penyusun menguraikan alasan-alasan 

mengambil pokok pembahasan penanggulangan tindak pidana pencurian di 

Gunungkidul. 

Bab pertama yang di antaranya berisikan sebagai berikut; Latar 

belakang masalah, Rumusan masalah, Tinjauan dan Kegunaan penelitian, 

Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan. Dengan adanya tatacara perumusan masalah atau cara-cara 

pengumpulan data ini dapat memberikan gambaran seputar apa yang akan 

menjadi pokok pembahasan pada penyusun skripsi kali ini. 

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tindak pidana pencurian, 

pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur pencurian, dan jenis-jenis 

pencurian, penanggulagan tindak pidana.  

Bab ketiga ini akan mendiskripsikan gambaran tata letak geografis 

polres Gunungkidul, sejarah polres Gunungkidul, visi misi Polres 

Gunungkidul, dan lain sebagainya. 

Bab ke Empat, berisi tentang hasil analisis masalah penanggulangan 

yang dilakukan oleh Polres Gunungkidul terhadap tindak pidana pencurian. 

Bab Kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran 

penelitian yang mungkin belum tercantum atau terlewatkan di dalam 

penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pada bab sebelumnya telah dibahas menegenai penanggulangan tndak 

kejahatan yang dilakukan oleh polres selama ini, dalam mengurangi tindak 

kejahatan yang banyak terjadi di Kabupaten Gunungkidul, di antaranya; 

penanggulang yang sudah dilakukan selama ini. Dalam melakukan 

penanggulangan tindak kejahatan di Kabupaten Gunungkidul Polisi melakukan, 

Reprensive (Penindakan), Prevention (Pencegahan), memberikan penyuluhan 

hukum terhadap masyarakat, mengadakan sambang desa dan safari kantib 

masyarakat, melakukan sambang kamling atau mengajak warga masyarakat untuk 

giat ronda malam, melakukan bimbingan-bimbingan mengenai hukum, 

meningkatkan kewaspadaan dan patroli-patroli, melakukan penyelidikan terhadap 

pelaku tindak pidana pencurian, mengadakan pembinaan, penyuluhan dari tokoh 

masyarakat, pendidikan, guru-guru, lingkunggan dan dari kepolisian sendiri 

memberikan pembinaan bersama-sama, adanya pembinaan remaja, pemuda  dan 

wanita, peningkatan ronda kamling untuk mengantisipasi pencurian di malam hari 

dan membudayakan masyarakat mempunyai daya cegah. Akan tetapi masih 

banyak warga yang memang belum mendapatkan penyuluhan-penyuluhan atau 

pun sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan oleh aparat kepolosian tersebut. 

Sebab, yang dilakukan oleh kepolisian terkait dengan penanggulangan di atas 

memang belum dapat merata kesemua desa yang ada di Gunungkidul. Oleh 

karena itu masih banyak kasus-kasus tindak kejahatan terjadi sampai saat ini.  
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B. Saran-Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan setelah meneliti 

tentang hal yang terkait di atas antara lain: 

1. Bagi para penegak hukum terutama aparat kepolisan agar dapat lebih 

maksimal lagi dalam melakukan penanggulangan terhadap banyaknya 

tindak kejahatan pencurian yang terjadi di Gunungkidul. Kegiatan patroli 

juga jangan hanya dilakukan ditempat-tempat yang ramai atau dikota-kota, 

namun di dusun-dusun juga, karena sangat jarang patroli yang dilakukan di 

dusun-dusun oleh kepolisian. Kalaupun ada patroli di dusun itu kalau 

sudah terjadi kasus-kasus tindak kejahatan pencurian atau kejahatan yang 

lain. Namun, selain itu begitu jarang aparat kepolisian mau menyambangi 

dusun-dusun. Begitu juga dalam melakukan sambang kamling jangan 

hanya di dusun-dusun yang mudah, bagus jalannya, dan mudah dilewati 

kendaraan. Akan tetapi di dusun-dusun yang pelosok-pelosok karena 

masih banyak dusun di Gunungkidul terbilang pelosok dan kurang 

mendapat perhatian. Namun, juga dalam sambang kamling tidak hanya 

dilakukan satu minggu sekali itupun kalau mau dan kalau ada keinginan 

saja. 

2. Tindak kejahatan melibatkan aparat kepolisian seharusnya tidak terjadi 

lagi, karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian RI sudah dijelaskan tentang tugas dan fungsi dari kepolisian 

itu, apa mungkin juga masih banyak anggota-anggota kepolisian yang 
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memang belum memahami isi dari Undang-Undang tersebut. Lebih 

terbuka lagi kepolisian terhadap masyarakat dalam mengakses informasi. 

3. Perlu ditingkatkan lagi kerjasama antara masyarakat dan kepolisian dalam 

hal menanggulangi dan mencegah tindak pidana yang banyak terjadi 

selama ini. Tanpa adanya kerjasama di antara kedua belah pihak tidak 

akan dapat menanggulangi dan mencegah kejahatan terutama masalah 

pencurian yang masih mendominasi kasus-kasus kejahatan di Wilayah 

Kabupaten Gunungkidul. 

4. Penyuluhan-penyuluhan yang selama ini sudah menjadi program Polres 

yang belum menjangkau semua warga harus dapat menjadi masukan dan 

perbaikan sistem tersebut, mengapa belum dapat menjangkau semua warga 

apa yang masih kurang tepat sistem yang dipakai atau memang masih 

kurang perhatian terhadap warga yang berada dipelosok-pelosok. 

5. Kepada masyarakat juga harus lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan 

ronda kamling agar dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan yang 

banyak terjadi di malam hari. Selalu menjaga dan memperhatikan harta 

bendanya tidak menaruh atau ditinggalkan dengan sembarangan, sehingga 

sangat memudahkan para pelaku pencurian melakukan aksinya tersebut. 

Masyarakat juga harus selalu berusaha dalam mentaati hukum-hukum 

yang berlaku dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum maupun 

merugikan orang lain. 
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DAFTAR INTERVIEW POLRES GUNUNGKIDUL 

 

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan polres 

Gunungkidul? 

2. Apa yang menjadi kendala dalam melakukan penanggulan tindak pidana 

pencurian tersebut? 

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penanggulangan yang polres 

lakukan? 

4. Apa penanggulangan tersebut sudah bisa mengurangi tindak pidana di 

Gunungkidul terutama pencurian yang banyak terjadi, karena kalau dilihat dari 

data kasus pencurian terutama dari tahun 2010 sampai 2013 ini begitu tinggi? 

5. Bagaimana pencegahan yang polres lakukan terhadap banyaknya pencurian 

yang marak terjadi di Gunungkidul, karena kasus pencurian ini bisa dibilang 

kasus yang sering terjadi? 

6. Apa yang menjadi kendala saat melakukan pencegahan tersebut? 

7. Apakah pencegahan yang dilakukan sudah dapat mengurangi banyaknya 

terjadi pencurian? 

8. Apakah penanggulangan dan pencegahan yang polres lakukan tersebut sudah 

efektif kalau untuk masalah tindak pidana pencurian, kalau memang sudah 

efektif mengapa tetap masih banyak kasus pencurianyang terjadi? 

9. Apa yang menjadi faktor utama banyak terjadinya tindak pidana di 

Gunungkidul terutama tindak pidana pencurian? 

10. Untuk kedepanya, apa yang akan polres lakukan terkait penanggulangan dan 

pencegahan tindak kejahatan terutama masalah pencurian supaya tiap tahunya 

tidak mengalami peningkatan? 

11. Apa masyarakat sendiri juga berperan penting dalam masalah penanggulangan 

dan pencegahan tindak pidana pencurian dan apa yang harus dilakukan oleh 

masyarakat? 

12. Bagaimana kalau aparat kepolisian juga terlibat kasus pencurian, tindakan apa 

yang diambil oleh polres dan bagaimana tanggapan dari masyarakat sendiri 

dengan hal itu? 



13. Apakah seorang aparat kepolisian yang terlibat kasus pencurian itu dapat 

menjadi salah satu faktor banyaknya kasus pencurian, karena aparat kepolisian 

saja tidak takut hukum bagaimana dengan rakyat biasa? 

14. Menurut polres sanksi apa yang tepat untuk pelaku tindak pidana pencurian 

yang begitu membuat resah warga? 

15. Apa dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan itu dari tahun ketahun 

terutama dari tahun 2010 sampai tahun 2013 itu sama, sehingga walaupun 

sudah berkurang tindak kejahatan pencurian, namun tetap masih banyak 

terjadi?  

16. Sejak kapan pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh polres 

Gunungkidul ini? 

17. Bagaimana dengan masyarakat yang belum paham hukum? 

 

  



DAFTAR PERTANYAAN WARGA MASYARAKAT 

 

Tindak kejahatan yang terjadi di Gunungkidul memang begitu banyak, 

dari kekerasan seksual, pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Akan tetapi 

semua itu kurang mendpatkan perhatian dari pemerintah Gunungkidul maupun 

dari para penegak hukum, terutama aparat kepolisian yang masih kurang 

maksimal dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap tindak 

kejahatan tersebut. Akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya 

tindak kejahatan atau para pelaku tersebut orang asli dari Gunungkidul sendiri, 

sehingga harus adanya terobosan-terobosan terkait dengan permasalahan tersebut, 

entah diadakan penyuluhan mengenai hukum atau lauin sebagainya untuk 

megurangi tindak kejahatan dan menambah wawasan warga terkait dengan hukum 

supaya menjadi warga masyarakat yang taat dengan hukum sehingga tidak lagi 

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau Undang-Undang. 

 

1. Penanggulangan-penanggulangan apa saja yang sudah dilakukan oleh 

kepolisian di desa ini, supaya tidak terjadi tindak kejahatan pencurian? 

2. Pencegahan apa saja yang telah dilakukan oleh kepolisian terkait banyaknya 

kasus pencurian? 

3. Apakah kepolisian rutin dalam melakukan sambang kamling atau pos ronda 

kedesa-desa sampai saat ini? 

4. Bagaimana tanggapan warga sendiri terkait kinerja kepolisian selama ini 

dalam menanggulangi dan mencegah tindak kejahatan di Gunungkidul? 

5. Apakah  kepolisian juga sering melakukan patroli di desa ini? 

6. Menurut warga sendiri apa yang seharusya kepolisian lakukan dalam 

mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan pencurian yang banyak dan 

sudah meresahkan warga Gunungkidul ini? 

7. Menurut warga sendiri apa sih yang menyebabkan banyaknya pencurian di 

Gunungkidul ini? 

8. Apakah  ada dari kepolisian yang memberikan penyuluhan  hukum terhadap 

warga disini? 



9. Apa yang di dapatkan warga dari penyuluhan hukum yang telah dilakukan 

oleh kepolisian tersebut? 

10. Bagaimana kepolisian mengajak warga masyarakat untuk kerjasama dalam  

menanggulangi tindak kejahatan? 

11. Apakah warga sudah puas dengan kinerja kepolisian dalam  memberantas 

tindak kejahatan yang terjadi di gunungkidul ini? 

12.  



 
 
 

 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 8 TAHUN 1981 

TENTANG 
HUKUM ACARA PIDANA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang: a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya; 

b. bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 
(Ketetapan Majelis Permusyawaratan.Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan 
usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan 
kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara; 

c. bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar 
masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana 
penegak hukum sesuai dengan fungai dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan 
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi 
terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945; 

d. bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad 
Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran 
Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan 
pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai 
hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional; 

e. bahwa - oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan 
peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak 
serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara 
hukum dapat ditegakkan. 
 

Mengingat:     1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978; 
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 

(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); 
 

Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Dengan Mencabut: 

1. Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan Dan Undang-
undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 81) beserta semua peraturan pelaksanaannya; 
2. Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain; 
dengan ketentuan bahwa yang tersebut dalam angka 1 dan angka 2, sepanjang hal itu mengenai Hukum 



Acara Pidana; 
 
Menetapkan:  UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan: 
1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang 
tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. 

4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 
untuk melakukan penyelidikan. 

5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang 
diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini. 

6. a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum 
serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan 
dan melaksanakan penetapan hakim. 

7. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang 
berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya 
diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 

8. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. 
9. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana 

berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini. 

10. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini, tentang: 

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau 
pihak lain atas kuasa tersangka; 

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya 
hukum dan keadilan; 

c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya 
yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 

11. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 
berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini. 

12. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang 
berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan 
kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini. 

13. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang 
untuk memberi bantuan hukum. 

14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut 
diduga sebagai pelaku tindak pidana. 

15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. 
16. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah 

penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan 
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. 

17. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup 
lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

18. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian 
tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita. 

19. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan 
segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak 
ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang 



diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah 
pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. 

20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka 
atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan 
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

21. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut 
umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang 
ini. 

22. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan 
sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-
undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini. 

23. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan 
harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena 
ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena 
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 
ini. 

24. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan 
undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya 
peristiwa pidana. 

25. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang 
berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang 
merugikannya. 

26. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 
peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 

27. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi 
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut 
alasan dari pengetahuannya itu. 

28. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal 
yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 

29. Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk 
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini. 

30. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan 
perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini. 

31. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari. 
32. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. 
 

BAB II 
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG 

 
Pasal 2 

Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada 
semua tingkat peradilan. 

BAB III 
DASAR PERADILAN 

 
Pasal 3 

Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

BAB IV 
PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM 

 
Bagian Kesatu 

Penyelidik dan Penyidik 
 

Pasal 4 
Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. 

Pasal 5 



(1)Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: 
a. karena kewajibannya mempunyai wewenang: 
1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 
2. mencari keterangan dan barang bukti; 

3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. 
b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; 
2. pemeriksaan dan penyitaan surat; 
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. 

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 
(1) huruf a dan huruf b kepada penyidik. 
 

Pasal 6 
(1) Penyidik adalah: 
a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; 

b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 
(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan 

pemerintah. 
 

Pasal 7 
(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: 

a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
i. mengadakan penghentian penyidikan; 
j. mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan 
undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di 
bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. 

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung 
tinggi hukum yang berlaku. 
 

Pasal 8 
(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan 

tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. 
(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 
(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: 
a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; 

b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan 
barang bukti kepada penuntut umum. 
 

Pasal 9 
Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang 
melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum 
masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

Bagian Kedua 
Penyidik Pembantu 

 
Pasal 10 

(1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala 
Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini. 

(2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 
 

Pasal 11 



Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai 
penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. 

Pasal 12 
Penyidik pembantu membuat berita acara dan, menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali 
perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum. 

Bagian Ketiga 
Penuntut Umum 

 
Pasal 13 

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan 
dan melaksanakan penetapan hakim. 

Pasal 14 
Penuntut umum mempunyai wewenang: 

a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; 
b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan 

Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari 
penyidik; 

c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah 
status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 
d. membuat surat dakwaan; 
e. melimpahkan perkara ke pengadilan; 

f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang 
disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah 
ditentukan; 
g. melakukan penuntutan; 
h. menutup perkara demi kepentingan hukum; 

i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut 
ketentuan undang-undang ini; 
j. melaksanakan penetapan hakim. 

Pasal 15 
Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan 
undang-undang. 

BAB V 
PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKAN RUMAH, 

PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT 
 

Bagian Kesatu 
Penangkapan 

 
Pasal 16 

(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. 
(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. 

 
Pasal 17 

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan 
bukti permulaan yang cukup. 

Pasal 18 
(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan 

memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang 
mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara 
kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. 

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa 
penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau 
penyidik pembantu yang terdekat. 

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada 
keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. 
 



Pasal 19 
(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. 
(2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil 

secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. 
 

Bagian Kedua 
Penahanan 

 
Pasal 20 

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. 

(2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. 
(3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan 

penahanan. 
 

Pasal 21 
(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang 

diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang 
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau 
menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. 

(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau 
terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas 
tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang 
dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. 

(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya. 

(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana 
dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: 
a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; 

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 
ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459 
Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie 
(pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 
471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. 
Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 
47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086). 
 

Pasal 22 
(1) Jenis penahanan dapat berupa: 
a. penahanan rumah tahanan negara; 
b. penahanan rumah; 
c. penahanan kota. 

(2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa 
dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat 
menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. 

(3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan 
kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. 

(4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
(5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan 

untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan. 
 

Pasal 23 
(1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk meng alihkan jenis penahanan yang satu kepada 

jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. 
(2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut 

umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta 
keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan. 
 

Pasal 24 
(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku 

paling lama dua puluh hari. 



(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang 
belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari. 

(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya 
tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah 
terpenuhi. 

(4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi 
hukum. 
 

Pasal 25 
(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya 

berlaku paling lama dua puluh hari. 
(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang 

belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga 
puluh hari. 

(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya 
tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah 
terpenuhi. 

(4) Setelah waktu hma puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan 
demi hukum. 
 

Pasal 26 
(1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan 

pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari. 
(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang 

belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam 
puluh hari. 

(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya 
terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah 
terpenuhi, 

(4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah 
dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 
 

Pasal 27 
(1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan 

pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari. 
(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang 

belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam 
puluh hari. 

(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya 
terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah 
terpenuhi. 

(4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah 
dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 
 

Pasal 28 
(1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan 

pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama puluh hari. 
(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang 

belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari. 
(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya 

terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah 
terpenuhi. 

(4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah 
dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 
 

Pasal 29 
(1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 

27 dan Pasal 28 guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat 
diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena: 

a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dokter, atau 

b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. 



(2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan 
tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari. 

(3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat: 
a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri; 
b. pemeriksaan di pengadilan negari diberikan oleh ketua pengadilan tinggi; 
c. pemeriksaan bandingdiberikan oleh Mahkamah Agung; 
d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung. 

(4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara 
bertahap dan dengan penuh tanggung jawab. 

(5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau 
terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah 
dipenuhi. 

(6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, 
tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 

(7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan 
keberatan dalam tingkat: 
a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi; 

b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung. 
 

Pasal 30 
Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan 
Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka 
atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan 
Pasal 96. 

Pasal 31 
(1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan 

kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang 
atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. 

(2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan 
penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
 

Bagian Ketiga 
Penggeledahan 

 
Pasal 32 

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan 
pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. 

Pasal 33 
(1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat 

mengadakan penggeledahan yang diperlukan. 
(2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia 

dapat memasuki rumah. 
(3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni 

menyetujuinya. 
(4) Setiap kali memasuki nunah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang 

saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. 
(5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau -menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan 

turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. 
 

Pasal 34 
(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak 

mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) 
penyidik dapat melakukan penggeledahan: 

a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya; 
b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; 
c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; 
d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. 

(2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan 
memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan 
tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang 



bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu 
wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. 
 

Pasal 35 
Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki: 

a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan; 
c. ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan. 

Pasal 36 
Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak 
mengurangi ketentuan tersebut dalarn Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua 
pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan. 

Pasal 37 
(1) Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang 

dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut 
terdapat benda yang dapat disita. 

(2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa 
kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka. 
 

Bagian Keempat 
Penyitaan 

 
Pasal 38 

(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. 
(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak 

mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat 
melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua 
pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. 
 

Pasal 39 
(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: 

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan 
pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; 

b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk 
mempersiapkannya; 
c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; 
d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; 

e. benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana yang dilakukan. 
(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk 

kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). 
 

Pasal 40 
Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga 
telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. 

Pasal 41 
Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang 
pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau 
perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi 
tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor 
pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus 
diberikan surat tanda penerimaan. 

Pasal 42 
(1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan 

benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus 
diberikan surat tanda penerimaan. 

(2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu 
berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan 
baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. 



 
Pasal 43 

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk 
merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan 
mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain. 

Pasal 44 
(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. 

(2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada 
pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di 
larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga. 
 

Pasal 45 
(1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak 

mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh 
kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh 
mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut: 

a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau 
dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya; 

b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang 
oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau 
kuasanya. 

(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. 
(3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1). 
(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. 
 

Pasal 46 
(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, 

atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: 
a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; 

b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; 
c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali 

apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak 
pidana. 

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau 
kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas 
untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika 
benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. 
 

Bagian Kelima 
Pemeriksaan Surat 

 
Pasal 47 

(1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan. 
telekemunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai 
dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin 
khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri. 

(2) Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala 
jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang 
dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan. 

(3) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat 
pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut. 
 

Pasal 48 
(1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang 

sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara. 
(2) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup 

rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan 
komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan 
dibubuhi tanggal, tandatangan beserta identitas penyidik. 



(3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan 
dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu. 
 

Pasal 49 
(1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 75. 
(2) Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala 

jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan. 
 

BAB VI 
TERSANGKA DAN TERDAKWA 

 
Pasal 50 

(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada 
penuntut umum. 

(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. 
(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. 

Pasal 51 
Untuk mempersiapkan pembelaan: 

a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang 
disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; 

b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang 
didakwakan kepadanya. 
 

Pasal 52 
Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan 
keterangan secara bebas keapada penyidik atau hakim. 

Pasal 53 
(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap 

waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. 
(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 178. 
 

Pasal 54 
Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau 
lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang 
ditentukan dalam undang-undang ini. 

Pasal 55 
Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih 
sendiri penasihat hukumnya. 

Pasal 56 
(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang 
diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang 
bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum 
bagi mereka. 

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan 
bantuannya dengan cuma-cuma. 
 

Pasal 57 
(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai 

dengan ketentuan undang-undang ini. 
(2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan 

berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. 
 

Pasal 58 
Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter 
pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. 

Pasal 59 



Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya 
oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya 
atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya 
dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi 
penangguhannya. 

Pasal 60 
Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai 
hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi 
penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. 

Pasal 61 
Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya 
menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan 
perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. 

Pasal 62 
(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari 

penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi 
tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. 

(2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak 
diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat 
cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. 

(3) Dalam hal surat untuk tersangka atau tedakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim 
atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut 
dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik". 
 

Pasal 63 
Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan. 

Pasal 64 
Terdakwa berhak untuk diadi!i di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. 

Pasal 65 
Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang 
memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. 

Pasal 66 
Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. 

Pasal 67 
Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama 
kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang 
tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. 

Pasal 68 
Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 
95 dan selanjutnya. 

BAB VII 
BANTUAN HUKUM 

 
Pasal 69 

Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat 
pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. 

Pasal 70 
(1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan 

tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. 
(2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan 

tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga 
pemasyarakatan membeii peringatan kepada penasihat hukum. 



(3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut 
pada ayat (2). 

(4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat 
tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang. 
 

Pasal 71 
(1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh 

penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. 
(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi 

pembicaraan. 
 

Pasal 72 
Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita 
acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. 

Pasal 73 
Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. 

Pasal 74 
Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada 
Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum 
kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau 
penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses. 

BAB VIII 
BERITA ACARA 

 
Pasal 75 

(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: 
a. pemeriksaan tersangka; 
b. penangkapan; 
c. penahanan; 
d. penggeledahan; 
e. pemasukan rumah; 
f. penyitaan benda; 
g. pemeriksaan surat; 
h. pemeriksaan saksi; 
i. pemeriksaan di tempat kejadian; 
j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; 
k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. 

(2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan 
dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. 

(3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh 
semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1). 
 

BAB IX 
SUMPAH ATAU JANJI 

 
Pasal 76 

(1) Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah 
atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji 
yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tatacaranya. 

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut 
batal menurut hukum. 
 

BAB X 
WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI 

 
Bagian Kesatu 
Praperadilan 

 
Pasal 77 



Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
undang-undang ini tentang: 

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; 
b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan 

atau penuntutan. 
 

Pasal 78 
(1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah 

praperadilan. 
(2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh 

seorang panitera. 
 

Pasal 79 
Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh 
tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. 

Pasal 80 
Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat 
diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan 
negeri dengan menyebutkan alasannya. 

Pasal 81 
Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau 
akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang 
berkepentingan kepada ketua penpdilan negeri dengan menyebut alasannya. 

Pasal 82 
(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 

ditentukan sebagai berikut: 
a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang; 
b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya 

penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya 
penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang 
disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon 
maupun dari pejabat yang berwenang; 

c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah 
menjatuhkan putusannya; 

d. dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai 
permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur; 

e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, 
praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru. 

(2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, 
Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. 

(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut: 
a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau 

jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka; 
b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau pentuntutan tidak sah, 

penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan; 
c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan 

dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu 
penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan 
dican tumkan rehabilitasinya; 

d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka 
dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari 
siapa benda itu disita. 

(4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95. 
 

Pasal 83 
(1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 

tidak dapat dimintakan banding. 
(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian 

penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam 
daerah hukum yang bersangkutan. 



 
Bagian Kedua 

Pengadilan Negeri 
 

Pasal 84 
(1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah 

hukumnya. 
(2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia 

diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman 
sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat 
kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. 

(3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan 
negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu. 

(4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang 
dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan 
ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. 
 

Pasal 85 
Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka 
atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala` kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung 
mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada 
yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud. 

Pasal 86 
Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik 
Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya. 

Bagian Ketiga 
Pengadilan Tinggi 

 
Pasal 87 

Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah 
hukumnya yang dimintakan banding. 

Bagian Keempat 
Mahkamah Agung 

 
Pasal 88 

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi. 

BAB XI 
KONEKSITAS 

 
Pasal 89 

(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan 
lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali 
jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara 
itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 

(2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang 
terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing 
menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan 
dan Keamanan dan Menteri Kehakiman. 
 

Pasal 90 
(1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan 

peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), 
diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar 
hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2). 

(2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 



(3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang 
mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan 
oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 
 

Pasal 91 
(1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan 

oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili 
oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat 
keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada 
penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang 
berwenang. 

(2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada 
kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan 
militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, 
agar dengan persetujuan Menteri Kehakimaan dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan 
yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 

(3) Surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa 
tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi. 
 

Pasal 92 
(1) Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka 

berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhi 
catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih 
olehnya. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi 
apabila perkara tersebut akan diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 
 

Pasal 93 
(1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (l) terdapat perbedaan pendapat antara 

penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang 
perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa 
tinggi, kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 

(2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil 
keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan. 
 

Pasal 94 
(1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam 

lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis 
hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim. 

(2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan 
hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang. 

(3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut pada Pasal 
89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari, hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara 
berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat 
militer tituler. 

(4) Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding. 
(5) Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan 

hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) 
 

BAB XII 
GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI 

 
Bagian Kesatu 
Ganti Kerugian 

 
Pasal 95 



(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan 
diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. 

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan 
lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum 
yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, 
diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. 

(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana 
atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. 

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan 
sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. 

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan. 
 

Pasal 96 
(1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan 
sebagai alasan bagi putusan tersebut. 
 

Bagian Kedua 
Rehabilitasi 

 
Pasal 97 

(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala 
tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat.(1). 

(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan 
undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang 
dimaksud dalam Pasal 77. 
 

BAB XIII 
PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN 

 
Pasal 98 

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh 
pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu 
dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. 

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum 
penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan 
selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. 
 

Pasal 99 
(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaiamana 

dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili 
gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah 
dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. 

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang 
penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. 

(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya 
juga mendapat kekuatan hukum tetap. 
 

Pasal 100 
(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan 

sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. 
(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding 

mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. 
 

Pasal 101 
Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-
undang ini tidak diatur lain. 



BAB XIV 
PENYIDIKAN 

 
Bagian Kesatu 
Penyelidikan 

 
Pasal 102 

(1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang 'patut 
diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. 

(2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan 
yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b. 

(3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara 
dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. 
 

Pasal 103 
(1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu. 
(2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh 

pelapor atau pengadu dan penyelidik. 
(3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan 

atau pengaduan tersebut. 
 

Pasal 104 
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik, wajib menunjukkan tanda pengenalnya. 

Pasal 105 
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik 
tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. 

Bagian Kedua 
Penyidikan 

 
Pasal 106 

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut 
diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. 

Pasal 107 
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada 

penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. 
(2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik 

tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada 
penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut 
pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. 

(3) Dalam hal tindak pidana telah selesal disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera 
menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umtim melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) 
huruf a. 
 

Pasal 108 
(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan 

tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik 
lisan maupun tertulis. 

(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman 
dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal 
tersebut kepada penyelidik atau penyidik. 

(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa 
yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. 

(4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu. 
(5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh 

pelapor atau pengadu dan penyidik. 
(6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda 

penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. 
 

Pasal 109 



(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik 
memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. 

(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 
ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik 
memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. 

(3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. 
 

Pasal 110 
(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara 

itu kepada penuntut umum. 
(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, 

penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk 
dilengkapi. 

(3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera 
melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. 

(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak 
mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada 
pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. 
 

Pasal 111 
(1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang 

dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan 
berserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik. 

(2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik atau penyidik 
wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. 

(3) Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat 
melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai. 

(4) Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai. 
 

Pasal 112 
(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang 

memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah 
dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu 
diharuskan memenuhi panggilan tersebut. 

(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, 
dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. 
 

Pasal 113 
Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat 
datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. 

Pasal 114 
Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, 
penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa 
ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. 

Pasal 115 
(1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti 

jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta-mendengar pemeriksaan. 
(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi 

tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka. 
 

Pasal 116 
(1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan 

dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. 
(2) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib 

memberikan keterangan yang sebenarnya. 
(3) Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan 

baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. 
(4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. 

 
Pasal 117 



(1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalmn 
bentuk apapun. 

(2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan 
tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai 
dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri. 
 

Pasal 118 
(1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh 

yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. 
(2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda-tangannya, penyidik mencatat hal itu 

dalam berita acara dengan menyebut alasannya. 
 

Pasal 119 
Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di 
luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi 
dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi 
tersebut. 

Pasal 120 
(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian 

khusus. 
(2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi 

keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta 
martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk 
memberikan keterangan yang diminta. 
 

Pasal 121 
Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat 
tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana 
dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai. 
akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara. 

Pasal 122 
Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai 
diperiksa oleh penyidik. 

Pasal 123 
(1) Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis 

penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu. 
(2) Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau 

tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu. 
(3) Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau 

penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik. 
(4) Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu 

atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis tahanan tertentu. 
(5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut di atas dapat mengabulkan 

pennintaan dengan atau tanpa syarat. 
 

Pasal 124 
Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau 
penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan 
guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut 
undang-undang ini. 

Pasal 125 
Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya 
kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
dan Pasal 34. 

Pasal 126 
(1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 ayat (5). 



(2) Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, 
kemudian diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau 
kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. 

(3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda-tangannya, hal itu dicatat dalam berita 
acara dengan menyebut alasannya. 
 

Pasal 127 
(1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau 

penutupan tempat yang bersangkutan. 
(2) Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat 

tersebut selama penggeledahan berlangsung. 
 

Pasal 128 
Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang 
dari mana benda itu disita. 

Pasal 129 
(1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada 

keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala 
desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. 

(2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu 
disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau 
keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. 

(3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu 
dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. 

(4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita 
atau keluarganya dan kepala desa. 
 

Pasal 130 
(1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan.atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun 

sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya 
yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. 

(2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut. 
 

Pasal 131 
(1) Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh 

keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang 
dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu 
menyitanya. 

(2) Penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 129 undang-undang ini. 
 

Pasal 132 
(1) Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh 

penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu 
dari orang ahli. 

(2) Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua 
pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib 
dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan sebagai 
bahan perbandingan. 

(3) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan 
dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, penyidik dapat minta supaya daftar itu seluruhnya 
selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan 
menyerahkan tanda penerimaan. 

(4) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan 
membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali yang di bagian bawah dari 
salinan itu penyimpan mencatat apa sebab salinan itu dibuat. 

(5) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan, tanpa 
alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya. 

(6) Semua pengeluaran untuk penyelesaian hal tersebut dalam pasal ini dibebankan pada dan sebagai biaya 
perkara. 
 

Pasal 133 



(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun 
mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan 
keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. 

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat 
itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah 
mayat. 

(3) Mayat yang dikiriin kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan 
secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas 
mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat. 
 

Pasal 134 
(1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, 

penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. 
(2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan 

tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut. 
(3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak 

diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) 
undang-undang ini. 
 

Pasal 135 
Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini. 

Pasal 136 
Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua 
Bab XIV ditanggung oleh negara. 

BAB XV 
PENUNTUTAN 

 
Pasal 137 

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak 
pidana dalam daerah hukumnya dengan' melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. 

Pasal 138 
(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan 

dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap 
atau belum. 

(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada 
penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas 
hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu 
kepada penuntut umum. 
 

Pasal 139 
Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia 
segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak 
dilimpahkan ke pengadilan. 

Pasal 140 
(1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam 

waktu secepatnya membuat surat dakwaan. 
(2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti 

atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut 
umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. 

b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. 
c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, 

pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. 
d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap 

tersangka. 
 

Pasal 141 
Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, 
apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal: 



a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak 
menjadikan halangan terhadap penggabungannya; 
b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain; 

c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan 
yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan 
pemeriksaan. 
 

Pasal 142 
Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang 
dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalm ketentuan Pasal 141, penuntut umum 
dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. 

Pasal 143 
(1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar. segera mengadili 

perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. 
(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: 
a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan 

pekerjaan tersangka; 
b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan 

waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 
(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi 

hukum. 
(4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau 

penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan 
perkara tersebut ke pengadilan negeri. 
 

Pasal 144 
(1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan 

tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. 
(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum 

sidang dimulai. 
(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampai kan turunannya kepada tersangka atau 

penasihat hukum dan penyidik. 
 

BAB XVI 
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN 

 
Bagian Kesatu 

Panggilan dan Dakwaan 
 

Pasal 145 
(1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat 

panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, 
disampaikan di tempat kediaman terakhir. 

(2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan 
disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman 
terakhir. 

(3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah 
tahanan negara. 

(4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan 
dengan tanda penerimaan. 

(5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada 
tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. 
 

Pasal 146 
(1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam 

sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-
lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. 

(2) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan 
untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga 
hari sebelum sidang dimulai. 
 



Bagian Kedua 
Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili 

 
Pasal 147 

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari 
apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. 

Pasal 148 
(1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang 

pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat 
pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan 
surat penetapan yang memuat alasannya. 

(2) Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri 
yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum 
dalam surat penetapan. 

(3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada terdakwa atau 
penasihat hukum dan penyidik. 
 

Pasal 149 
(1) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 148, maka: 
a. Ia mengajukan perlawanan kepada Pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah 

penetapan tersebut diterima; 
b. tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut di atas mengakibatkan batalnya perlawanan; 
c. perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 

dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera; 
d. dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi 

yang bersangkutan. 
(2) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat 

menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan. 
(3) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, maka dengan surat penetapan 

diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut. 
(4) Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas 

perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan. 
(5) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) 

disampaikan kepada penuntut umum. 
 

Pasal 150 
Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi: 

a. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama; 
b. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama. 

 
Pasal 151 

(1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang 
berkedudukan dalam daerah hukumnya. 

(2) Mahkarnah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir-semua sengketa tentang wewenang mengadili: 
a. antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain; 
b. antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan; 

c. antara dua pengadilan tinggi atau lebih. 
 

Bagian Ketiga 
Acara Pemeriksaan Biasa 

 
Pasal 152 

(1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara ita 
termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan 
hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. 

(2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada 
penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan. 
 

Pasal 153 
(1) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang. 



(2) a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa 
Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. 

b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau 
saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. 

(3) Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum 
kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. 

(4) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. 
(5) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak 

diperkenankan menghadiri sidang. 
 

Pasal 154 
(1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia 

dihadapkan dalam keadaan bebas. 
(2) Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah 

ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. 
(3) Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan 

supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya. 
(4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, 

pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar 
terdakwa dipanggil sekali lagi. 

(5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, 
pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsunkan. 

(6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil 
secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya. 

(7) Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang. 
 

Pasal 155 
(1) Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat 

lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta 
mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. 

(2) a. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan; 
b. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, 

apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi 
penjelasan yang diperlukan. 
 

Pasal 156 
(1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang 

mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah 
diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan 
keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. 

(2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya 
dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai 
pemeriksaan, maka sidang dilakukan. 

(3) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan 
kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. 

(4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima olah pengadilan tinggi, 
maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan 
pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu. 

(5) a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat 
hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan 
membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan 
pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang. 

b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan 
kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara 
untuk diteruskan kepada kajaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu. 

(6) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum 
pengadilan tinggi lain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam 
daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu. 

(7) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat 
penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan 
pengadilan tidak berwenang. 
 



Pasal 157 
(1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga 

sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan 
hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera. 

(2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mangundurkan diri dari menangani 
perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan 
suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum. 

(3) Jika dipanuhi katentuan ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkin diri harus diganti dan apabila tidak 
dipanuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan 
susunan yang lain. 
 

Pasal 158 
Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan penyataan di sidang tentang keyakinan mengenai 
salah atau tidaknya terdakwa. 

Pasal 159 
(1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah samua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah 

untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di 
sidang. 

(2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup 
alasan untuk manyangka bahwa saksi itu tidak.akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat 
memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. 
 

Pasal 160 
(1) a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya 

oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum; 
b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi; 

c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam 
surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum 
selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar 
keterangan saksi tersebut. 

(2) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau 
tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal 
terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga 
sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri 
terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya. 

(3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-
masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. 

(4) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau 
ahli itu selesai memberi keterangan. 
 

Pasal 161 
(1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia 
dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara 
paling lama empat belas hari. 

(2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah 
atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat 
menguatkan keyakinan hakim. 
 

Pasal 162 
(1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah 

tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau 
karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya 
itu dibacakan. 

(2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya 
dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. 
 

Pasal 163 
Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim 
ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan 
dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. 



Pasal 164 
(1) Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa 

bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. 
(2) Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk 

mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. 
(3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum 

kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya. 
 

Pasal 165 
(1) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu 

untuk mendapatkan kebenaran. 
(2) Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan 

untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. 
(3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat 

hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya. 
(4) Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, 

dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing. 
 

Pasal 166 
Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. 

Pasal 167 
(1) Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk 

meninggalkannya. 
(2) Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum mengajukan permintaan 

supaya saksi itu tetap menghadiri sidang. 
(3) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap. 

Pasal 168 
Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar katerangannya dan dapat 
mengundurkan diri sebagai saksi: 

a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa 
atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; 

b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga 
mereka yang mempunyai hubungan karena parkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat 
ketiga; 

c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. 
 

Pasal 169 
(1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta 

terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah. 
(2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan 

tanpa sumpah. 
 

Pasal 170 
(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta 

dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan 
kepada mereka. 

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. 
 

Pasal 171 
Yang boleh diperiksa untuk memberi.keterangan tanpa sumpah ialah: 
a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; 

b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. 
 

Pasal 172 
(1) Satelah saksi memberi keterangan maka terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat 

mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, agar di antara saksi tersebut yang tidak mereka 
kehendaki kahadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya di panggil masuk oleh hakim 
ketua sidang untuk didengar katerangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa 
hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut. 

(2) Apabila dipandang perlu hakim karena jabatannya dapat minta supaya saksi yang telah didengar 
keterangannya ke luar dari ruang sidang untuk selanjutnya mandengar keterangan saksi yang lain. 



 
Pasal 173 

Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, 
untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh 
diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir. 

Pasal 174 
(1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-

sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana 
yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. 

(2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan 
penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut 
perkara dengan dakwaan sumpah palsu. 

(3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pememeriksaan sidang yang memuat 
keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan 
berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kapada 
penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini. 

(4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara 
pidana terhadap saksi itu selesai. 
 

Pasal 175 
Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, 
hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. 

Pasal 176 
(1) Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang 

menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang 
sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. 

(2) Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban 
sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan 
dengan hadirnya terdakwa. 
 

Pasal 177 
(1) Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa 

yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan. 
(2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa 

dalam perkara itu. 
 

Pasal 178 
(1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang.mengangkat sebagai 

penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. 
(2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua 

pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan 
untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan. 
 

Pasal 179 
(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib 

memberikan keterangan ahli demi keadilan. 
(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, 

dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang 
sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. 
 

Pasal 180 
(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua 

sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang 
berkepentingan. 

(2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan 
ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang. 

(3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada 
ayat (2). 

(4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan 
komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu. 
 



Pasal 181 
(1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya 

apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
undang-undang ini. 

(2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi. 
(3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau 

berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu. 
 

Pasal 182 
(1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana; 
b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh 

penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir; 
c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera 

diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. 
(2) Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan 

dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim - ketua 
sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum 
dengan memberikan alasannya. 

(3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu 
musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin 
meninggalkan ruangan sidang. 

(4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti 
dalam pemeriksaan di sidang. 

(5) Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda 
sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua 
majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. 

(6) Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu 
setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a. putusan diambil dengan suara terbanyak; 

b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang 
paling menguntungkan bagi terdakwa. 

(7) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan 
putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia. 

(8) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang 
sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. 
 

Bagian keempat 
Pembuktian dan Putusan 

Dalam Acara Pemeriksaan Biasa 
 

Pasal 183 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Pasal 184 
(1) Alat bukti yang sah ialah: 
a. keterangan saksi; 
b. keterangan ahli; 
c. surat; 
d. petunjuk; 
e. keterangan terdakwa. 
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 

Pasal 185 
(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. 
(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan 

yang didakwakan kepadanya. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang 

sah lainnya. 
(4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan 

sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain 
sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 



(5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli. 
(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: 

a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 
b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 

c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; 
d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat 

tidaknya keterangan itu dipercaya; 
(7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat 

bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan 
sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. 
 

Pasal 186 
Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. 

Pasal 187 
Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan 
dengan sumpah, adalah: 

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang 
dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau 
yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu b. surat yang 
dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal 
yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi 
pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; 

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal 
atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; 

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 
 

Pasal 188 
(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu 

dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 
pidana dan siapa pelakunya. 
(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: 
a. keterangan saksi; 
b. surat; 
c. keterangan terdakwa. 

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim 
dengan arif lagi bidjaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan 
kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. 
 

Pasal 189 
(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau 

yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 
(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di 

sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang 
didakwakan kepadanya. 
(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. 

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang 
didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. 
 

Pasal 190 
a. Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat 

penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup 
untuk itu. 

b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk 
membebaskan terdakwa, jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan Pasal 30. 
 

Pasal 191 
(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan 

yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. 
(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan 

itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. 



(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan 
diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu 
ditahan. 
 

Pasal 192 
(1) Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera 

dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan. 
(2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat penglepasan, disampaikan 

kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat 
jam. 
 

Pasal 193 
(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. 
(2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa 

tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu. 
b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap 

ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu. 
 

Pasal 194 
(1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan 

supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang 
namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu 
harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat 
dipergunakan lagi. 

(2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera 
sesudah sidang selesai. 

(3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan 
pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 
 

Pasal 195 
Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka 
untuk umum. 

Pasal 196 
(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan 

lain. 
(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan 

hadirnya terdakwa yang ada. 
(3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada 

terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu: 
a. hak segera menerima atau segera menolak putusan; 

b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang 
ditentukan oleh undang-undang ini; 

c. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang 
untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan; 

d. hak. minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-
undang ini, dalam hal ia menolak putusan; 

e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh 
undang-undang ini. 
 

Pasal 197 
(1) Surat putusan pemidanaan memuat: 

a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA 
ESA"; 

b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan 
pekerjaan terdakwa; 
c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 

d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang 
diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; 
e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; 



f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan 
yang meringankan terdakwa; 

g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; 
h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana 

disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; 
i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan 

mengenai barang bukti; 
j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat 

surat otentik dianggap palsu; 
k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;  

l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera; 
(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan 

putusan batal demi hukum. 
(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini. 

 
Pasal 198 

(1) Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan 
yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut. 

(2) Dalam hal penasihat hukum berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila pengganti ternyata tidak ada 
atau juga berhalangan, maka sidang berjalan terus. 
 

Pasal 199 
(1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat: 

a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h; 
b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan 

alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; 
c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini. 
 

Pasal 200 
Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. 

Pasal 201 
(1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka panitera melekatkan petikan putusan yang 

ditandatanginya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat 
(1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan 
putusan itu. 

(2) Tidak akan diberikan salinan pertamana atau salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali 
panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan 
salinan petikan putusan. 
 

Pasal 202 
(1) Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat 

segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu. 
(2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan 

saksi, terdakwa dan ahli kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada 
keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu 
dengan lainnya. 

(3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan 
kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan. 

(4) Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera kecuali apabila salah seorang dari 
mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut. 
 

Bagian Kelima 
Acara Pemeriksaan Singkat 

 
Pasal 203 

(1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak 
termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya 
mudah dan sifatnya sederhana. 

(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta 
saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan. 



(3) Dalam acara ini berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini sepanjang 
peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini: 

a. 1. penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu 
tindak pidana itu dilakukan; 

2. pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan; 
b. dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam 

waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat 
menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang 
pengadilan dengan cara biasa; 

c. guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat 
menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari; 

d. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang; 
e. hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut; 

f. isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa. 
 

Pasal 204 
Jika dari pemeriksaan di sidang sesuatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat ternyata sifatnya jelas 
dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat 
melanjutkan pemeriksaan tersebut. 

Bagian Keenam 
Acara Pemeriksaan Cepat 

 
Paragraf 1 

Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan 
 

Pasal 205 
(1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksana tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana 

penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus 
rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini. 

(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga 
hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli 
dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. 

(3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim 
tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan 
terdakwa dapat minta banding. 
 

Pasal 206 
Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan 
tindak pidana ringan. 

Pasal 207 
(1) a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus 

menghadap sidang pengadilan. dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan 
bersama berkas dikirim ke pengadilan. 

b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari 
sidang itu juga. 

(2) a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang 
diterimanya. 

b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, 
tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya. 
 

Pasal 208 
Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim 
menganggap perlu. 

Pasal 209 
(1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku 

register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. 
(2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut temyata ada hal yang 

tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. 



 
Pasal 210 

Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan 
itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini. 

Paragraf 2 
Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan 

 
Pasal 211 

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada Paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap 
peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. 

Pasal 212 
Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-
lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. 

Pasal 213 
Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. 

Pasal 214 
(1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan. 
(2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada 

terpidana. 
(3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada 

panitera untuk dicatat dalam buku register. 
(4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan 

kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan. 
(5) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan 

perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu. 
(6) Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur. 

(7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang 
untuk memeriksa kembali perkara itu. 

(8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), 
terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding. 
 

Pasal 215 
Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan 
dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan. 

Pasal 216 
Ketentuan dalam Pasal 210 tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini. 

Bagian Ketujuh 
Pelbagai Ketentuan 

 
Pasal 217 

(1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan. 
(2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib 

dilaksanakan dengan segera dan cermat. 
 

Pasal 218 
(1) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 
(2) Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati 

tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan 
dikeluarkan dari ruang sidang. 

(3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak 
mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. 
 

Pasal 219 
(1) Siapa pun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat 

membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus 
disediakan untuk itu. 



(2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan 
penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, 
bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas 
mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya. 

(3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang maka petugas wajib menyerahkan 
kembali benda titipannya. 

(4) Ketetentuan ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilaukan penuntutan bila ternyata 
bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu tindak pidana. 
 

Pasal 220 
(1) Tiada seorang hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik 

langsung maupun tidak langsung, 
(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim yang bersangkutan, wajib mengundurkan diri baik 

atas kehendak sendiri maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya. 
(3) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka 

pejabat pengadilan yang berwenang yang menetapkannya. 
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam makan ayat tersebut di atas berlaku bagi penuntut umum. 

 
Pasal 221 

Bila dipandang perlu hakim di sidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau 
penasihat hukumnya dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku. 

Pasal 222 
(1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas 

dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara. 
(2) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara 

berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara. 
 

Pasal 223 
(1) Jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim 

dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain. 
(2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim menunjuk panitera 

untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat berita acaranya. 
 

Pasal 224 
Semua surat putusan pengadilan disimpan dalam arsip pengadilan yang mengadili perkara itu pada tingkat 
pertama tidak dibolehkan dipindahkan kecuali undang-undang menentukan lain. 

Pasal 225 
(1) Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua perkara. 

(2) Dalam daftar itu dicatat nama dan identitas terdakwa, tindak pidana yang didakwakan, tanggal penerimaan 
perkara, tanggal terdakwa mulai ditahan apabila ia ada di dalam tahanan, tanggal dan isi putusan secara 
singkat, tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi, dan lain hal yang erat 
hubungannya dengan proses perkara. 
 

Pasal 226 
(1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah 

putusan diucapkan. 
(2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada 

terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan. 
(3) Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan 

setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut. 
 

Pasal 227 
(1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan 

kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang 
ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir. 

(2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang 
yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan 
membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang 
dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya. 

(3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan 



Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga 
disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan 
panggilan tersebut. 
 

Pasal 228 
Jangka atau tenggang waktu menurut undang-undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya. 

Pasal 229 
(1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat 

pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Pejabat yang melakukan pemananggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
 

Pasal 230 
(1) Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang. 

(2) Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan panitera mengenakan.pakaian sidang dan 
atribut masingmasing. 

(3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut: 
a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari empat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan 

pengunjung; 
b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang; 
c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim; 

d. tempat terdakwa dan penasehat hukum terletak di sebelah kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa 
di sebelah kanan tempat penasihat hukum; 
e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim; 

f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan; 
g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar; 

h. bendera Nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji Pengayoman ditempatkan di sebelah 
kiri meja hakim sedangkan lambang Negara di tempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim; 
i. tempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera; 
j. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pengenal; 

k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang 
dianggap perlu. 

(4) Apabila sidang pengadilan dilangsungkan di luar gedung pengadilan, maka tata tempat sejauh mungkin 
disesuaikan dengan ketentuan ayat (3) tersebut di atas. 

(5) Dalam hal ketentuan ayat (3) tidak mungkin dipenuhi maka sekurang-kurangnya bendera Nasional harus ada. 
 

Pasal 231 
(1) Jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat 

kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan 
pemerintah. 

(2) Pengaturan lebih lanjut tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ditetapkan dengan 
keputusan Menteri Kehakiman. 
 

Pasal 232 
(1) Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum dan pengunjung yang sudah ada, duduk 

di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang. 
(2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormat. 
(3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang ke luar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat. 

 
BAB XVII 

UPAYA HUKUM BIASA 
 

Bagian Kesatu 
Pemeriksaan Tingkat Banding 

 
Pasal 233 

(1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh 
terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum; 

(2) Hanya pemintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 'boleh diterima oleh panitera pengadilan 
negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada 
terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2). 



(3) Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga 
oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan. 

(4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan 
catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana. 

(5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau 
terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib 
memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. 
 

Pasal 234 
(1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal '233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan 

permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. 
(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal 

itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara. 
 

Pasal 235 
(1) Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-

waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi. 
(2) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus sedangkan sementara itu pemohon mencabut 

permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh 
pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya. 
 

Pasal 236 
(1) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan,panitera mengirimkan 

salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi. 
(2) Selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib 

diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri. 
(3) Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari 

berkas tersebut di pengadilan tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya tujuh 
hari setelah berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi. 

(4) Kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas 
perkaranya yang sudah ada di pengadilan tinggi. 
 

Pasal 237 
Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau 
kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada 
pengadilan tinggi. 

Pasal 238 
(1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang 

hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara 
pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang 
timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri. 

(2) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan 
banding. 

(3) Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib 
mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang 
jabatannya maupun atas permintaan terdakwa. 

(4) Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut 
umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin 
diketahuinya. 
 

Pasal 239 
(1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 220 ayat (l), ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi 

pemeriksaan perkara dalam tingkat banding. 
(2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan atau 

panitera tingkat banding, dengan hakim atau panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang 
sama. 

(3) Jika seorang hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama kemudian telah menjadi hakim pada 
pengadilan tinggi, maka hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding. 
 

Pasal 240 
(1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam 

penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan 



suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi 
melakukannya sendiri. 

(2) Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum 
putusan pengadilan tinggi dijatuhkan. 
 

Pasal 241 
(1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan 

dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan 
putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri. 

(2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena ia tidak berwenang memeriksa 
perkara itu, maka berlaku ketentuan tersebut pada Pasal 148. 
 

Pasal 242 
Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka pengadilan 
tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan. 

Pasal 243 
(1) Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu tujuh hari setelah putusan 

tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama. 
(2) Isi surat putusan-setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut 

umum oleh panitera pengadilan negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam' salinan surat 
putusan pengadilan tinggi. 

(3) Ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 226 berlaku juga bagi putusan 
pengadilan tinggi. 

(4) Dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut panitera minta 
bantuan kepada panitera pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal untuk 
memberitahukan isi surat putusan itu kepadanya. 

(5) Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi surat 
putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui 
perwakilan Republik Indonesia, di mana terdakwa biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil 
disampaikan, terdakwa dipanggil dua kali berturut-turut melaluil dua buah surat kabar yang terbit dalam 
daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu. 
 

Bagian Kedua 
Pemeriksaan Untuk Kasasi 

 
Pasal 244 

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada 
Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada 
Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. 

Pasal 245 
(1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya 

dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi 
itu.diberitahukan kepada terdakwa. 

(2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera 
serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. 

(3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umun, atau 
terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib 
memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. 
 

Pasal 246 
(1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan 

permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. 
(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat mengajukan 

permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur. 
(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera, mencatat dan membuat 

akta.mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara. 
 

Pasal 247 
(1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut 

sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi. 



(2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi 
dikirimkan. 

(3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut 
permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh 
Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. 
(4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali. 

Pasal 248 
(1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam 

waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada 
panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. 

(2) Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima 
permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu 
panitera membuatkan memori kasasinya. 

(3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (l) 
undang-undang ini. 

(4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan 
memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur. 

(5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini. 
(6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak 

lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi. 
(7) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra 

memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi. 
 

Pasal 249 
(1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi 

atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam 
tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1). 

(2) Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diserahkan ke pada panitera pengadilan. 
(3) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat (1), 

permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah 
Agung. 
 

Pasal 250 
(1) Setelah panitera, pengadilan negeri menerima memori dan atau kontra memori sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4), ia wajib segera mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung. 
(2) Setelah panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut ia seketika mencatatnya dalam buku 

agenda surat, buku register perkara dan pada kartu penunjuk. 
(3) Buku register perkara tersebut pada ayat (2) wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada 

setiap hari kerja dan untuk diketahul ditandatangani juga karena jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. 
(4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua 

Mahkamah Agung dan jika keduanya berhalangan maka dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung 
ditunjuk hakim anggota yang tertua dalam jabatan. 

(5) Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada 
panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya. 
 

Pasal 251 
(1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasa 157 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi. 
(2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan.atau 

panitera tingkat kasasi dengan hakim dan atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama, yang telah 
mengadili perkara yang sama. 

(3) Jika seorang hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah 
menjadi hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, mereka dilarang bertindak sebagai hakim atau panitera 
untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi. 
 

Pasal 252 
(1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 220 ayat (1) dan ayat (21) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara 

dalam tingkat kasasi. 
(2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka 

dalam tingkat kasasi: 
a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan; 



b. dalam hal menyangkut Ketua Mahakamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkannya adalah suatu 
panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antar hakim anggota yang seorang di antaranya harus 
hakim anggota yang tertua dalam jabatan. 
 

Pasal 253 
(1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan: 
a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; 
b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; 

c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. 
(2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim 

atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari 
berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di 
sidang yang berhubungan dengan perkara itu berserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat 
terakhir. 

(3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung 
dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara 
singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung 
dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)'untuk mendeng'ar keterangan 
mereka, dengan cara pemanggilan yang sama. 

(4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan kasasi. 
(5) a. Dalam 'waktu tiga bari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, 
baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa. 

b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan 
Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut. 
 

Pasal 254 
Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246. dan Pasal 247. mengenai hukumnya Mahkamah Agung 
dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. 

Pasal 255 
(1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak 

sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. 
(2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-

undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang 
bersangkutan memeriksanya. lagi mengenai. bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu 
Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. 

(3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang 
mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara 
tersebut. 
 

Pasal 256 
Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, 
Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku 
ketentuan Pasal 255. 

Pasal 257 
Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 243 berlaku juga bagi putusan kasasi 
Mahkamah'Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya 
kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu tujuh hari. 

Pasal 258 
Ketentuan sebgaimana tersebut pada Pasal 244 sampai dengan Pasal 257 berlaku bagi acara permohonan 
kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 

BAB XVIII 
UPAYA HUKUM LUAR BIASA 

 
Bagian Kesatu 

Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum 



 
Pasal 259 

(1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari 
pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa 
Agung. 

(2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. 
 

Pasal 260 
(1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada 

Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai 
risalah yang memuat alasan permintaan itu. 

(2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang 
berkepentingan. 

(3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera. meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung. 
 

Pasal 261 
(1) Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung 

dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2) dan ayat (4) berlaku juga dalam hal ini. 

 
Pasal 262 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Pasal 260 dan Pasal 261 berlaku bagi acara 
permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan 
militer. 

Bagian Kedua 
Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh 

Kekuatan Hukum Tetap 
 

Pasal 263 
(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau 

lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan. 
kembali kepada Mahkamah Agung. 
(2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: 

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada 
waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala 
tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan 
ketentuan pidana yang lebih ringan; 

b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau 
keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan 
satu dengan yang lain; 

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 
(3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam 
putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu 
pemidanaan. 
 

Pasal 264 
(1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan 

kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan 
secara jelas alasannya. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali 
(3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. 

(4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada 
waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan 
permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan surat permintaan peninjauan kembali (5) Ketua 
pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan-kembali beserta berkas perkaranya kepada 
Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan. 
 

Pasal 265 
(1) Ketua peagadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 

ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yangdimintakan peninjauan-kembali itu untuk 



memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 263 ayat (2). 

(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat 
menyampaikan pendapatnya. 

(3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon 
dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim 
dan panitera. 

(4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, 
berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat 
pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa. 

(5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka 
tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara 
pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan. 
 

Pasal 266 
(1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 

ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan 
disertai dasar alasannya. 

(2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan penin jauan kembali dapat diterima untuk 
diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan 
peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap 
berlaku disertai dasar pertimbangannya; 

b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang 
dimintakan peninjauan-kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa: 
1. putusan bebas; 
2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum; 
3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; 
4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. 

(3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan 
dalam putusan semula. 
 

Pasal 267 
(1) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh 

hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan 
kembali. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi 
putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali. 
 

Pasal 268 
(1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan 

dari putusan tersebut. 
(2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu 

pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan 
kepada kehendak ahli warisnya. 

(3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. 
 

Pasal 269 
Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 268 berlaku bagi acara permintaan 
peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 

BAB XIX 
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN 

 
Pasal 270 

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang 
untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. 

Pasal 271 
Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan undang-
undang. 

Pasal 272 



Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia 
menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana 
yang dijatuhkan lebih dahulu. 

Pasal 273 
(1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan 

untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika 
dilunasi. 

(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 
paling lama satu bulan. 

(3) Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian 
sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan 
dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama 
jaksa. 

(4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. 
 

Pasal 274 
Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, 
maka pelaksanaannya dilakukan menurut tatacara putusan perdata. 

Pasal 275 
Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. 

Pasal 276 
Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan 
serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang. 

BAB XX 
PENGAWASAN DAN PENGAMATAN 

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN 
 

Pasal 277 
(1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan 

pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan 
kemerdekaan. 

(2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh 
ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun. 
 

Pasal 278 
Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, 
kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat 
pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. 

Pasal 279 
Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan 
ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277. 

Pasal 280 
(1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan 

pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
(2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang 

bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga 
pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap nara pidana selama menjalani pidananya. 

(3) Pengamatan sebagaiamana dimaksud dalama ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani 
pidananya. 

(4) Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan 
bersyarat. 
 

Pasal 281 



Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi 
secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim 
tersebut. 

Pasal 282 
Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat 
membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. 

Pasal 283 
Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua 
pengadilan secara berkala. 

BAB XXI 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 284 

(1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan 
ketentuan undang-undang ini. 

(2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan 
ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara 
pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan 
tidak berlaku lagi. 
 

BAB XXII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 285 

Undang-undang ini disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

Pasal 286 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Desember 1981 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
SOEHARTO 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Desember 1981 
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
SUDHARMONO, SH. 
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PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 8 TAHUN 1981 

TENTANG 
HUKUM ACARA PIDANA 

 
I. PENJELASAN UMUM. 



1. Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum 
sebelum undang-undang ini berlaku adalah "Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan 
nama "Het Herziene Inlandsch Reglement" atau H.I.R. (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44), Yang 
berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, seberapa mungkin harus diambil 
sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam 
wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya. 

Dengan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 itu dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum 
acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi landraad dan hukum acara pidana bagi 
raad van justitie. 

Adanya dua macam hukum acara pidana itu, merupakan akibat semata dari perbedaan peradilan bagi 
golongan penduduk Bumiputera dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa di Jaman Hindia Belanda yang 
masih tetap dipertahankan, walaupun Reglemen Indonesia yang lama (Staatsblad Tahun 1848 Nomor 16) 
telah diperbaharui dengan Reglemen Indonesia yang dibaharui (R.I.B.), karena tujuan dari pembaharuan itu 
bukanlah dimaksudkan untuk mencapai satu kesatuan hukum acara pidana, tetapi justeru ingin meningkatkan 
hukum acara pidana bagi Raad van Justitie. 

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum 
acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum di 
dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan 
terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Khususnya 
mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak diatur dalam R.I.B. 
sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya. 

Oleh karena itu demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah 
dijelaskan di muka, maka "Het Herziene Inlandsch Reglement" (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) 
berhubungan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu 
dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum 
acara pidana baru yang mempunyai ciri kondifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945. 
 

2. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum 
(rechtsstaat),tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal itu berarti bahwa Republik 
Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta 
kewajiban warganegara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warganegara, setiap 
penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di 
daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini. 

Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978), maka wawasan untuk mencapai tujuan 
pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang dalam bidang hukum menyatakan bahwa seluruh 
kepulauan Nusantara ini sebagai satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional 
yang mengabdi pada kepentingan nasional. 

Untuk itu perlu diadakan pembangunan serta pembaharuan hukum dengan menyempurnakan perundang-
undangan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu 
dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi 
menurut tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang. 

Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat 
menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para 
pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya 
hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat 
manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai 
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
 

3. Oleh karena itu undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan 
pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnyalah di dalam ketentuan 
materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara 
seperti telah diuraikan di muka, maupun asas yang akan disebutkan selanjutnya. 

Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah 
diletakkan di dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini. 

Adapun asas tersebut antara lain adalah: 



a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. 
b. Penangkapan, panahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh 

pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur 
dengan undang-undang, 

c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, 
wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-
undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti 
kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja 
atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau 
dikenakan hukuman administrasi. 

e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak 
memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. 

f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-
mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. 

g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu 
dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak 
untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum. 
h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. 

i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-
undang. 

j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri 
yang bersangkutan. 
 

4. Dengan landasan sebagaimana telah diuraikan di muka dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, 
diadakanlah pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk 
menghimpun ketentuan acara pidana, yang dengan ini masih terdapat dalam berbagai undang-undang ke 
dalam satu undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi itu. 
Atas pertimbangan yang sedemikian itulah, undang-undang hukum acara pidana ini disebut Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana, disingkat K.U.H.A.P. 

Kitab Undang-undang ini tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara dari suatu proses pidana, tetapi 
kitab inipun juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada dalam suatu proses pidana dan memuat 
pula hukum acara pidana Mahkamah Agung setelah dicabutnya Undang-undang Mahkamah Agung (Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1950) oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965. 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 
 
Pasal 1 
Cukup jelas 
 
Pasal 2 

a. Ruang lingkup undang-undang ini mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia. 
b. Yang dimaksud dengan "peradilan umum" termasuk pengkhususannya sebagaimana tercantum dalam 

penjelasan Pasal 10 ayat (1) alinea terakhir Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. 
 
Pasal 3 
Cukup jelas 
 
Pasal 4 
Cukup jelas 
 
Pasal 5 
Ayat (1). 
Huruf a 
Angka 1 s/d 3 
Cukup jelas 
Angka 4 
Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan 
dengan syarat: 
a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 

b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; 
c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 



d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; 
e) menghormati hak asasi manusia. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
 
Pasal 6 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan 
diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. 
 
Pasal 7 
Ayat (1) 
Huruf a s/d h 
Cukup jelas. 
Huruf i 
Lihat Pasal 109 ayat (2). 
Huruf j 
Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "penyidik dalam ayat ini" adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi 
dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan 
oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
 
Pasal 8 
Cukup jelas 
 
Pasal 9 
Dalam keadaan yang mendesak dan perlu, untuk tugas tertentu demi kepentingan penyelidikan, atas perintah 
tertulis Menteri Kehakiman pejabat imigrasi dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-
undang yang berlaku. 
 
Pasal 10 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "pajabat kepolisian negara Republik Indonesia" termasuk pegawai negeri sipil 
tertentu dalam lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
 
Pasal 11 
Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik 
tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau di mana terdapat hambatan 
perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain 
yang dapat diterima menurut kewajaran. 
 
Pasal 12 
Cukup jelas 
 
Pasal 13 
Cukup jelas 
 
Pasal 14 
Huruf a s/d h. 
Cukup jelas. 
Huruf i 
Yang dimaksud dengan "tindakan lain" ialah antara lain meneliti indentita; tersangka, barang bukti dengan 
memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan. 
Huruf j 



Cukup jelas 
 
Pasal 15 
Cukup jelas 
 
Pasal 16 
Ayat (1) 
Yang dengan "atas perintah penyidik" termasuk juga penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam 
penjelasan Pasal 11. Perintah yang dimaksud berupa suatu surat perintah yang dibuat secara tersendiri, 
dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
 
Pasal 17 
Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak 
pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat 
dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betu-betul melakukan tindak 
pidana. 
 
Pasal 18 
Ayat (1) 
Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berwenang 
dalam melakukan penyidikan didaerah hukumnya. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
 
Pasal 19 
Cukup jelas 
 
Pasal 20 
Cukup jelas 
 
Pasal 21 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus 
merupakan tempat perawatan. 
 
Pasal 22 
Ayat (1) 
Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di 
kantor kepolisian negara, dikantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam 
keadaan yang memaksa di tempat lain. 
Ayat (2) dan Ayat (3) 
Tersangka atau terdakwa hanya boleh ke luar rumah atau kota dengan izin dari penyidik, penuntut umum 
atau hakim yang memberi perintah penahanan. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
 
Pasal 23 
Cukup jelas 



 
Pasal 24 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Setiap perpanjangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu atas dasar 
alasan dan resume hasil pemeriksaan yang diajukan kepadanya. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
 
Pasal 25 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Setiap perpanjangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu atas dasar 
alasan dan resume hasil pemeriksaan yang diajukan kepadanya. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
 
Pasal 26 
Cukup jelas 
 
Pasal 27 
Cukup jelas 
 
Pasal 28 
Cukup jelas 
 
Pasal 29 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "kepentingan pemeriksaan" ialah pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan dalam 
waktu penahanan yang ditentukan. Yang dimaksud dengan "gangguan fisik atau mental yang berat" ialah 
keadaan tersangka atau terdakwa yang tidak memungkinkan untuk diperiksa karena alasan fisik atau mental. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
Ayat (6) 
Cukup jelas 
Ayat (7) 

a. Walaupun berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri keberatan terhadap sah atau tidaknya 
penahanan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang diperpanjang berdasarkan Pasal 29 diajukan 
kepada ketua pengadilan tinggi untuk diperiksa dan diputus. 

b. Terhadap perpanjangan penahan dalam tingkat pemeriksaan kasasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan 
ayat (3), tidak dapat diajukan keberatan karena Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir dan 
yang melakukan pengawasan tertinggi terhadap perbuatan pengadilan. 
 
Pasal 30 
Cukup jelas 
 
Pasal 31 
Yang dimaksud dengan "syarat yang ditentukan" ialah wajib lapor, tidak ke luar rumah atau kota. 
Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan. 
 
Pasal 32 



Cukup jelas 
 
Pasal 33 
Ayat (1) 
Penyidik untuk melakukan penggeledahan rumah harus ada surat izin ketua pengadilan negeri guna 
menjamin hak asasi seorang atas rumah kediamannya. 
Ayat (2) 
Jika yang kelakukan penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lainnya harus 
dapat menunjukan selain surat izin ketua pengadilan negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan "dua orang saksi" adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan. Yang dimaksud 
dengan "ketua lingkungan" adalah ketua atau wakil ketua rukun kampung, ketua atau wakil ketua rukun 
tetangga, ketua atau wakil ketua rukun warga, ketua atau wakil ketua lembaga yang sederajat. 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
 
Pasal 34 
Ayat (1) 
"keadaan yang sangat perlu dan mendesak" ialah bilamana di tempat patut dikhawatirkan segera melarikan 
diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau 
dipindahkan sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang 
layak dan dalam waktu yang singkat. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
 
Pasal 35 
Cukup jelas 
 
Pasal 36 
Cukup jelas 
 
Pasal 37 
Penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, yang wanita dilakukan oleh pejabat wanita. 
Dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik minta bantuan kepada 
pejabat kesehatan. 
 
Pasal 38 
Cukup jelas 
 
Pasal 39 
Cukup jelas 
 
Pasal 40 
Cukup jelas 
 
Pasal 41 
Yang dimaksud dengan "surat" termasuk surat kawat, surat teleks dan lain sejenisnya yang mengandung 
suatu berita. 
 
Pasal 42 
Cukup jelas 
 
Pasal 43 
Cukup jelas 
 
Pasal 44 
Ayat (1) 
Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan 
benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan 
negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat 
penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. 



Ayat (2) 
Cukup jelas 
 
Pasal 45 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan benda yang dapat diamankan antara lain ialah benda yang mudah terbakar, mudah 
meledak, yang untuk itu harus dijaga serta diberi tanda khusus atau benda yang dapat membahayakan 
kesehatan orang dan lingkungan. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan 
konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai 
dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda 
yang mudah rusak. 
Ayat (2) dan ayat (3) 
Benda untuk pembuktian yang menurut sifatnya lekas rusak dapat di jual lelang dan uang hasil pelelangan 
dipakai sebagai ganti untuk diajukan di sidang pengadilan sedangkan sebagian kecil dari benda itu disisihkan 
untuk dijadikan barang bukti. 
Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan "benda yang dirampas untuk negara" ialah benda yang harus diserahkan kepada 
departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pasal 46 
Ayat (1) 
Benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Selama pemeriksaan 
berlangsung, dapat diketahui benda itu masih diperlukan atau tidak. Dalam hal penyidik atau penuntut umum 
berpendapat, benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat 
dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya. Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya 
sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi 
sumber kehidupan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
 
Pasal 47 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "surat lain" adalah surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak 
pidana yang diperiksa akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
 
Pasal 48 
Cukup jelas 
 
Pasal 49 
Cukup jelas 
 
Pasal 50 
Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan 
terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang 
dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan. sehingga dirasakan tidak adanya 
kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan 
peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 
 
Pasal 51 
Huruf a 
Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa 
yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk 
mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya 
sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan 
yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut. 
Huruf b 
Untuk mengindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas 
suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah 
tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah ia dengan bebas akan dapat 



mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan, maka untuk keperluan tersebut 
pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa yang berkebangsaan asing atau yang tidak bisa 
menguasai bahasa Indonesia. 
 
Pasal 52 
Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka 
tersangka atau terdakwa harus dijauhkan. dari rasa takut. 
Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. 
 
Pasal 53 
Tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, 
sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu 
mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa. 
 
Pasal 54 
Cukup jelas 
 
Pasal 55 
Cukup jelas 
 
Pasal 56 
Ayat (1) 
Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta 
dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan 
penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang 
diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat 
hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat 
itu. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
 
Pasal 57 
Cukup jelas 
 
Pasal 58 
Cukup jelas 
 
Pasal 59 
Cukup jelas 
 
Pasal 60 
Cukup jelas 
 
Pasal 61 
Cukup jelas 
 
Pasal 62 
Cukup jelas 
 
Pasal 63 
Cukup jelas 
 
Pasal 64 
Cukup jelas 
 
Pasal 65 
Cukup jelas 
 
Pasal 66 
Ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas "praduga tak bersalah". 
 
Pasal 67 
Cukup jelas 



 
Pasal 68 
Cukup jelas 
 
Pasal 69 
Cukup jelas 
 
Pasal 70 
Cukup jelas 
 
Pasal 71 
Cukup jelas 
 
Pasal 72 
Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan pembelaannya" ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita 
acara tersebut untuk diri sendiri. Yang dimaksud dengan "turunan" ialah dapat berupa foto copy. Yang 
dimaksud dengan "pemeriksaan" dalam pasal ini ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, hanya untuk 
pemeriksaan tersangka. 
Dalam tingkat penuntutan ialah semua berkas perkara termasuk surat - dakwaan. Pemeriksaan di tingkat 
pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim. 
 
Pasal 73 
Apabila terbukti ada penyalahgunaan dalam pasal ini diberikan ketentuan Pasal 70 ayat (2), ayat (3) dan ayat 
(4). 
 
Pasal 74 
Cukup jelas 
 
Pasal 75 
Cukup jelas 
 
Pasal 76 
Cukup jelas 
 
Pasal 77 
Yang dimaksud dengan "penghentian penuntutan" tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan 
umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung. 
 
Pasal 78 
Cukup jelas 
 
Pasal 79 
Cukup jelas 
 
Pasal 80 
Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara 
horizontal. 
 
Pasal 81 
Cukup jelas 
 
Pasal 82 
Cukup jelas 
 
Pasal 83 
Cukup jelas 
 
Pasal 84 
Cukup jelas 
 
Pasal 85 
Yang dimaksud dengan "keadaan daerah tidak mengizinkan" ialah antara lain tidak amannya daerah atau 
adanya bencana alam. 



 
Pasal 86 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita menganut asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, yang 
membuka kemungkinan tindak pidana yang dilakukan di luar negeri dapat diadili menurut Kitab Undang-
undang Hukum Pidana Republik Indonesia. Dengan maksud agar jalannya-peradilan terhadap perkara 
pidana tersebut dapat mudah dan lancar, maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta- Pusat yang berwenang 
mengadilinya. 
 
Pasal 87 
Cukup jelas 
 
Pasal 88 
Cukup jelas 
 
Pasal 89 
Cukup jelas 
 
Pasal 90 
Cukup jelas 
 
Pasal 91 
Cukup jelas 
 
Pasal 92 
Cukup jelas 
 
Pasal 93 
Cukup jelas 
 
Pasal 94 
Cukup jelas 
 
Pasal 95 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "kerugian karena dikenakan tindakan lain" ialah kerugian yang ditimbulkan oleh 
pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan 
tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
 
Pasal 96 
Cukup jelas 
 
Pasal 97 
Cukup jelas 
 
Pasal 98 
Ayat (1) 
Maksud Penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut 
pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. 
Yang dimaksud dengan "kerugian bagi orang lain" termasuk kerugian pihak korban. 
Ayat (2) 
Tidak hadirnya penuntut umum adalah dalam hal acara pemeriksaan cepat. 
 
Pasal 99 
Cukup jelas 



 
Pasal 100 
Cukup jelas 
 
Pasal 101 
Cukup jelas 
 
Pasal 102 
Cukup jelas 
 
Pasal 103 
Cukup jelas 
 
Pasal 104 
Cukup jelas 
 
Pasal 105 
Cukup jelas 
 
Pasal 106 
Cukup jelas 
 
Pasal 107 
Ayat (1) 
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta, atau tidak diminta berdasarkan 
tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) huruf b. Untuk itu penyidik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b sejak awal 
wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. 
Ayat (2) 
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam melakukan penyidikan suatu perkara 
pidana wajib melaporkan hal. 
itu kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Hal ini diperlukan dalam rangka 
koordinasi dan pengawasan. 
Ayat (3) 
Laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 6 ayat (1) huruf b kepada penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada 
penuntut umum. Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada penuntut umum. 
 
Pasal 108 
Cukup jelas 
 
Pasal 109 
Dalam hal pemberitahuan oleh penyidik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan 
melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. 
 
Pasal 110 
Cukup jelas 
 
Pasal 111 
Cukup jelas 
 
Pasal 112 
Ayat (1) 
Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah, artinya, surat panggilan yang 
ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
 
Pasal 113 
Cukup jelas 
 
Pasal 114 



Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalam taraf penyidikan kepada tersangka sudah 
dijelaskan bahwa tersangka berhak didampingi penasihat hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan. 
 
Pasal 115 
Ayat (1) 
Penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
 
Pasal 116 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan saksi yang dapat menguntungkan tersangka antara lain adalah saksi a decharge. 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
 
Pasal 117 
Cukup jelas 
 
Pasal 118 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Dalam hal saksi tidak mau menandatangani berita acara ia harus memberi alasan yang kuat. 
 
Pasal 119 
Apabila penyidikan di luar daerah hukum itu dilakukan oleh penyidik semula, maka ia wajib didampingi oleh 
penyidik dari daerah hukum di mana penyidikan itu dilakukan. 
 
Pasal 120 
Cukup jelas 
 
Pasal 121 
Cukup jelas 
 
Pasal 122 
Cukup jelas 
 
Pasal 123 
Ayat (1) 
Atas penahanan tersangka oleh penyidik maka tersangka, keluarga atau penasihat hukumnya dapat 
menyatakan keberatannya terhadap penahanan tersebut kepada penyidik, maupun kepada instansi yang 
bersangkutan, dengan disertai alasannya. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
 
Pasal 124 
Cukup jelas 
 
Pasal 125 
Pasal ini untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap seorang. 
 
Pasal 126 
Cukup jelas 



 
Pasal 127 
Cukup jelas 
 
Pasal 128 
Cukup jelas 
 
Pasal 129 
Cukup jelas 
 
Pasal 130 
Pasal ini untuk mencegah kekeliruan dengan benda lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang 
bersangkutan untuk penyitaan benda tersebut telah dilakukan. 
 
Pasal 131 
Cukup jelas 
 
Pasal 132 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan pejabat penyimpan umum antara lain adalah pejabat yang berwenang dari arsip 
negara, catatan sipil, balai harta peninggalan, notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
Ayat (6) 
Cukup jelas 
 
Pasal 133 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli; sedangkan keterangan 
yang diberikan oleh dokter bukan "kedokteran kehakiman" disebut keterangan. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
 
Pasal 134 
Cukup jelas 
 
Pasal 135 
Yang dimaksud dengan "penggalian mayat" termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara 
penguburan. 
 
Pasal 136 
Cukup jelas 
 
Pasal 137 
Cukup jelas 
 
Pasal 138 
Yang dimaksud dengan "meneliti" adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan 
apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi 
syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik. 
 
Pasal 139 
Cukup jelas 



 
Pasal 140 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Alasan baru tersebut diperoleh penuntut umum dari penyidik yang berasal dari keterangan tersangka, saksi, 
benda atau, petunjuk yang baru kemudian diketahui atau didapat. 
 
Pasal 141 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan "tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain"apabila 
tindak pidana tersebut dilakukan dilakukan:  

1. oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan; 
2. oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari 

permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya; 
3. oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak 

pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain. 
Huruf c 
Cukup jelas 
 
Pasal 142 
Cukup jelas 
 
Pasal 143 
Yang dimaksud dengan "surat pelimpahan perkara" adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap 
beserta surat dakwaan dan berkas perkara. 
 
Pasal 144 
Cukup jelas 
 
Pasal 145 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan "orang lain" ialah keluarga atau penasihat hukum. 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
 
Pasal 146 
Cukup jelas 
 
Pasal 147 
Cukup jelas 
 
Pasal 148 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 



Dalam hal kejaksaan negeri yang menerima surat pelimpahan perkara yang dimaksud dari kejaksaan negeri 
semula, ia membuat surat pelimpahan baru untuk disampaikan ke pengadilan negeri yang tercantum dalam 
surat ketetapan. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
 
Pasal 149 
Cukup jelas 
 
Pasal 150 
Cukup jelas 
 
Pasal 151 
Cukup jelas 
 
Pasal 152 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "hakim yang ditunjuk" ialah majelis hakim atau hakim tunggal. 
Ayat (2) 
Pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat panggilan oleh penuntut umum secara sah dan 
harus telah diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai. 
 
Pasal 153 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika 
asas peradilan terbuka tidak dipenuhi. 
Ayat (5) 
Untuk menjaga supaya jiwa anak yang masih di bawah umur tidak terpengaruh oleh perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa, lebih. lebih dalam perkara kejahatan berat, maka hakim dapat menentukan bahwa 
anak di bawah umur tujuh belas tahun, kecuali yang telah atau pernah kawin, tidak dibolehkan mengikuti 
sidang. 
 
Pasal 154 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "keadaan bebas" adalah keadaan tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawalan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Kehadiran terdakwa di sidang merupakan kewajiban dari terdakwa, bukan merupakan haknya, jadi terdakwa 
harus hadir di sidang pengadilan. 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
Ayat (6) 
Dalam hal terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka 
terdakwa dapat dihadirkan dengan paksa. 
Ayat (7) 
Cukup jelas 
 
Pasal 155 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Untuk menjamin terlindungnya hak terdakwa guna memberikan pembelaannya, maka penuntut umum 
memberikan penjelasan atas dakwaan tetapi penjelasan ini hanya dapat dilaksanakan pada permulaan 
sidang. 



 
Pasal 156 
Cukup jelas. 
 
Pasal 157 
Cukup jelas. 
 
Pasal 158 
Cukup jelas. 
 
Pasal 159 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan ayat ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi di 
antara para saksi, sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas. 
Ayat (2) 
Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu 
sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan 
pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli. 
 
Pasal 160 
Cukup jelas 
 
Pasal 161 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat 
bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. 
 
Pasal 162 
Cukup jelas 
 
Pasal 163 
Cukup jelas. 
 
Pasal 164 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Hakim berwenang untuk memperingatkan baik kepada penuntut umum maupun kepada penasihat hukum, 
apabila pertanyaan yang diajukan itu tidak ada kaitannya dengan perkara. 
 
Pasal 165 
Cukup jelas 
 
Pasal 166 
Jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh 
terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka 
pertanyaan yang sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal ini penting 
karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak hanya tidak boleh diajukan kepada terdakwa, akan tetapi 
juga tidak boleh diajukan kepada saksi. Ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi 
harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan. Dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut 
umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di 
sidang pengadilan. Tekanan. itu, misalnya ancaman dan sebagainya yang menyebabkan terdakwa atau saksi 
menerangkan hal yang berlainan daripada hal yang dapat dianggap sebagai peryataan pikirannya yang 
bebas. 
 
Pasal 167 
Ayat (1) 
Untuk melancarkan jalannya pemeriksaan saksi, maka ada kalanya hakim ketua sidang menganggap bahwa 
saksi yang sudah didengar keterangannya mungkin akan merugikan saksi berikutnya yang akan memberikan 



keterangan, sehingga perlu saksi pertama tersebut untuk sementara ke luar dari ruang sidang selama masih 
didengar keterangannya. 
Ayat (2) 
Ada kalanya terdakwa atau penuntut umum berkeberatan terhadap dikeluarkannya saksi dari ruang sidang 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), misalnya diperlukan kehadiran saksi tersebut, agar supaya ia dapat 
ikut mendengarkan keterangan yang diberikan oleh saksi yang didengar berikutnya demi kesempurnaan hasil 
keterangan saksi. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
 
Pasal 168 
Cukup jelas 
 
Pasal 169 
Cukup jelas 
 
Pasal 170 
Ayat (1) 
Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan. 
Ayat (2) 
Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang 
dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan 
yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut. 
 
Pasal 171 
Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit 
jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, 
mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak 
dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai 
sebagai petunjuk saja. 
 
Pasal 172 
Cukup jelas 
 
Pasal 173 
Apabila menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam 
memberikan keterangan apabila terdakwa hadir di sidang, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan 
hakim dapat menyuruh terdakwa ke luar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan 
pertanyaan kepada saksi. 
 
Pasal 174 
Cukup jelas 
 
Pasal 175 
Cukup jelas 
 
Pasal 176 
Cukup jelas 
 
Pasal 177 
Cukup jelas 
 
Pasal 178 
Cukup jelas 
 
Pasal 179 
Cukup jelas 
 
Pasal 180 
Cukup jelas 
 
Pasal 181 



Cukup jelas 
 
Pasal 182 
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Dalam hal terdakwa tidak dapat menulis, panitera mencatat pembelaannya. 
Ayat (2) 
Sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah 
hakim. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
Ayat (6) 
Apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain dari salah seorang hakim majelis dicatat dalam berita 
acara sidang majelis yang sifatnya rahasia. 
Ayat (7) 
Cukup jelas 
Ayat (8) 
Cukup jelas 
 
Pasal 183 
Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. 
 
Pasal 184 
Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. 
 
Pasal 185 
Ayat (1) 
Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de 
auditu. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
Ayat (6) 
Yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus 
benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif. 
Ayat (7) 
Cukup jelas 
 
Pasal 186 
Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum 
yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima 
jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut 
umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita 
acara pemeriksaan. 
Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. 
 
Pasal 187 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 



Yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis 
yang berwenang untuk itu. 
Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d 
Cukup jelas 
 
Pasal 188 
Cukup jelas 
 
Pasal 189 
Cukup jelas 
 
Pasal 190 
Cukup jelas 
 
Pasal 191 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah 
tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut 
ketentuan hukum acara pidana ini. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Jika terdakwa tetap dikenakan penahanan atas dasar alasan lain yang sah, maka alasan tersebut secara 
jelas diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri sebagai pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan 
putusan pengadilan. 
 
Pasal 192 
Cukup jelas 
 
Pasal 193 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang 
memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama 
putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau 
menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi. 
Huruf b 
Cukup jelas 
 
Pasal 194 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Penetapan mengenai penyerahan barang tersebut misalnya sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti 
kendaraan, alat pertanian dan lain-lain. 
Ayat (3) 
Penyerahan barang bukti tersebut dapat dilakukan meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum 
tetap, akan tetapi harus disertai dengan syarat tertentu, antara lain barang tersebut setiap waktu dapat 
dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh. 
 
Pasal 195 
Cukup jelas 
 
Pasal 196 
Ayat (1) 
Ayat ini diambil dari asas yang termaktub dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Oleh 
karena ketentuan mengenai "pemeriksaan" sudah diatur terlebih dahulu, maka dalam ayat ini hanya diatur 
mengenai segi "memutus perkara". 
Ayat (2) 



Setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir. Ayat ini 
bermaksud melindungi kepentingan terdakwa yang hadir dan menjamin kepastian hukum secara keseluruhan 
dalam Ayat (3) 
Dengan pemberitahuan ini dimaksudkan supaya terdakwa mengetahui haknya. 
 
Pasal 197 
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan di sini" ialah.segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di 
sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli,terdakwa, penasihat hukum dan saksi 
korban. 
Ayat (2) 
Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, 
maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi 
hukum. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
 
Pasal 198 
Cukup jelas 
 
Pasal 199 
Cukup jelas 
 
Pasal 200 
Ketentuan ini untuk memberi kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan 
surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum. Pasal 201 Ketentuan ini adalah 
memberikan suatu kepastian untuk membuka kemungkinan surat palsu atau yang dipalsukan itu dipakai 
sebagai barang bukti, dalam hal dipergunakan upaya hukum. Di samping itu ketentuan tersebut ditujukan 
sebagai jaminan ketelitian panitera dalam berkas perkara. 
 
Pasal 201 
Ketentuan ini adalah memberikan suatu kepastian untuk membuka kemungkinan surat palsu atau yang 
dipalsukan itu sebagai barang bukti, dalam hal dipergunakan upaya hukum. 
Di samping itu ketentuan tersebut ditujukan sebagai jaminan ketelitian panitera dalam berkas perkara. 
 
Pasal 202 
Cukup jelas 
 
Pasal 203 
Cukup jelas 
 
Pasal 204 
Cukup jelas 
 
Pasal 205 
Ayat (1) 
Tindak pidana "penghinaan ringan" ikut digolongkan di sini dengan disebut tersendiri, karena sifatnya ringan 
sekalipun ancaman, pidana penjara paling lama empat bulan. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "atas kuasa" dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Dalam hal 
penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
 
Pasal 206 
Cukup jelas 



 
Pasal 207 
Ayat (1) 
Huruf a 
Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk datang ke sidang 
pengadilan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan. 
Huruf b 
Sesuai dengan acara pemeriksaan cepat, maka pemeriksaan dilakukan hari itu juga. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Oleh karena penyelesaiannya yang cepat maka perkara yang diadili menurut acara pemeriksaan cepat 
sekaligus dimuat dalam buku register dengan masing-masing diberi nomor untuk dapat diselesaikan secara 
berurutan. 
Huruf b 
Ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak 
diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, 
melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut pada huruf a. 
 
Pasal 208 
Cukup jelas 
 
Pasal 209 
Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara, meskipun demikian dilakukan 
dengan penuh ketelitian. 
 
Pasal 210 
Cukup jelas 
 
Pasal 211 
Yang dimaksud dengan "perkara pelanggaran tertentu" adalah: 

a. mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu 
lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan; 

b. mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat 
tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi 
masa berlakunya sudah kadaluwarsa; 

c. membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat 
izin mengemudi; 

d. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, 
peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain; 

e. membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, 
sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan; 

f. pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat 
pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan; 

g. pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan 
menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang. 

h. pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan. 
 
Pasal 212 
Cukup jelas 
 
Pasal 213 
Berbeda dengan pemeriksaan menurut acara biasa, maka pemeriksaan menurut acara pemeriksaan perkara 
pelanggaran lalu lintas jalan, terdakwa boleh mewakilkan di sidang. 
 
Pasal 214 
Cukup jelas 
 
Pasal 215 
Sesuai dengan makna yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, segala sesuatu berjalan dengan 
cepat dan tuntas, maka benda sitaan dikembalikan kepada yang paling berhak pada saat amar putusan telah 
dipenuhi. 



 
Pasal 216 
Cukup jelas 
 
Pasal 217 
Cukup jelas 
 
Pasal 218 
Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena tidak hanya bertanggung-jawab kepada hukum, sesama 
manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib 
menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu 
persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak 
menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya persidangan. 
 
Pasal 219 
Yang dimaksud dengan "petugas keamanan dalam pasal ini" ialah pejabat kepolisian negara Republik 
Indonesia dan tanpa mengurangi wewenangnya dalam melakukan tugasnya wajib melaksanakan petunjuk 
ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. 
 
Pasal 220 
Cukup jelas 
 
Pasal 221 
Cukup jelas 
 
Pasal 222 
Cukup jelas 
 
Pasal 223 
Cukup jelas 
 
Pasal 224 
Penyimpanan surat putusan pengadilan meliputi seluruh berkas mengenai perkara yang bersangkutan. 
 
Pasal 225 
Cukup jelas 
 
Pasal 226 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Salinan surat putusan dapat diberikan dengan cuma-cuma. 
Ayat (3) 
Pelaksanaan Ayat ini tidak boleh sedemikian rupa sifatnya sehingga akan merupakan pidana tambahan 
sebagaimana dimaksud di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
 
Pasal 227 
Cukup jelas 
 
Pasal 228 
Tiap jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini, selalu dihitung hari berikutnya setelah hari 
pengumuman, perintah atau penetapan dikeluarkan. 
 
Pasal 229 
Cukup jelas 
 
Pasal 230 
Cukup jelas 
 
Pasal 231 
Cukup jelas 
 
Pasal 232 



Cukup jelas 
 
Pasal 233 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Dengan memperhatikan pasal 233 ayat (1) dan pasal 234 ayat (1) penitera dilarang menerima permintaaan 
banding perkara yang tidak dapat dibanding atau permintaan banding yang diajukan setelah tenggang waktu 
yang ditentukan berakhir. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
 
Pasal 234 
Cukup jelas 
 
Pasal 235 
Cukup jelas 
 
Pasal 236 
Ayat (1) 
Maksud pemberian batas waktu empat belas hari ialah agar perkara banding tersebut tidak tertumpuk di 
pengadilan negeri dan segera diteruskan ke pengadilan tinggi. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
 
Pasal 237 
Cukup jelas 
 
Pasal 238 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut undang-undang dapat ditahan, maka sejak permintaan 
banding diajukan, pengadilan tinggi yang menentukan ditahan atau tidaknya. 
Jika penahanan yang dikenakan kepada pembanding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana 
yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepadanya, ia harus dibebaskan seketika itu. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
 
Pasal 239 
Cukup jelas 
 
Pasal 240 
Ayat (1) 
Perbaikan pemeriksaan dalam hal ada kelalaian dalam penerapan hukum acara harus dilakukan sendiri oleh 
pengadilan negeri yang bersangkutan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
 
Pasal 241 
Cukup jelas 
 
Pasal 242 



Cukup jelas 
 
Pasal 243 
Cukup jelas 
 
Pasal 244 
Cukup jelas 
 
Pasal 245 
Cukup jelas 
 
Pasal 246 
Cukup jelas 
 
Pasal 247 
Cukup jelas 
 
Pasal 248 
Cukup jelas 
 
Pasal 249 
Cukup jelas 
 
Pasal 250 
Cukup jelas 
 
Pasal 251 
Cukup jelas 
 
Pasal 252 
Cukup jelas 
 
Pasal 253 
Cukup jelas 
 
Pasal 254 
Cukup jelas 
 
Pasal 255 
Cukup jelas 
 
Pasal 256 
Cukup jelas 
 
Pasal 257 
Cukup jelas 
 
Pasal 258 
Cukup jelas 
 
Pasal 259 
Cukup jelas 
 
Pasal 260 
Cukup jelas 
 
Pasal 261 
Cukup jelas 
 
Pasal 262 
Cukup jelas 
 
Pasal 263 



Pasal ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan kembali suatu putus" 
perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 
Pasal 264 
Cukup jelas 
 
Pasal 265 
Cukup jelas 
 
Pasal 266 
Cukup jelas 
 
Pasal 267 
Cukup jelas 
 
Pasal 268 
Cukup jelas 
 
Pasal 269 
Cukup jelas 
 
Pasal 270 
Cukup jelas 
 
Pasal 271 
Cukup jelas 
 
Pasal 272 
Ketentuan yang dimaksud dalam pasal ini ialah bahwa pidana yang dijatuhkan berturut-turut itu ditetapkan 
untuk dijalani oleh terpidana berturut-turut secara berkesinambungan di antara menjalani pidana yang satu 
dengan yang 
 
Pasal 273 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Jangka waktu tiga bulan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperhatikan hal yang tidak mungkin diatasi 
pengaturannya dalam waktu singkat. 
Ayat (4) 
Perpanjangan waktu sebagaimana tersebut pada ayat ini tetap dijaga agar pelaksanaan lelang itu tidak 
tertunda. 
 
Pasal 274 
Cukup jelas 
 
Pasal 275 
Karena terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam pasal ini bersama-sama dijatuhi pidana karena 
dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka wajar bilamana biaya perkara dan atau 
ganti kerugian ditanggung bersama secara berimbang. 
 
Pasal 276 
Cukup jelas 
 
Pasal 277 
Cukup jelas 
 
Pasal 278 
Cukup jelas 
 
Pasal 279 
Cukup jelas 



 
Pasal 280 
Cukup jelas 
 
Pasal 281 
Informasi yang dimaksud dalam pasal ini dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan. 
 
Pasal 282 
Cukup jelas 
 
Pasal 283 
Cukup jelas 
 
Pasal 284 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 

a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan. 
b. Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang 

tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain: 
1. Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang 

Nomor 7 Drt. Tahun 1955); 
2. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 3 tahun 1971); 

dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang 
tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 
 
Pasal 285 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini disingkat "K.U.H.A.P." 
 
Pasal 286 
Cukup jelas 
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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR      12     TAHUN  2009 
 

TENTANG 
 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
 

Menimbang : a. bahwa tugas dan wewenang penanganan perkara 
pidana yang merupakan pelaksanaan dari peran 
kepolisian di bidang penyidikan yang diemban oleh 
satuan fungsi reserse dalam pelaksanaannya sangat 
rawan terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan 
pelanggaran hak asasi manusia; 

 
b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan 

penyidikan dan untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan 
kewenangan oleh aparat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia selaku penyidik dan penyelidik dari Markas 
Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai 
kesatuan wilayah terdepan, harus dilakukan 
pengawasan dan pengendalian yang efektif; 

 
c. bahwa untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan 

pengendalian serta pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas dan kewenangan di bidang penyidikan perlu 
disusun aturan yang jelas sebagai pedoman 
pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan 
penyidikan;  

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di 
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang ….. 
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4168); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 
3258); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang 
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4256); 

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik 
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia No. Pol. : 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik 
Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN 
PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI 
LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA. 

 
BAB  I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Administrasi penyidikan adalah penatausahaan dan segala kelengkapan 
yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan, meliputi 
pencatatan, pelaporan, pendataan dan pengarsipan atau dokumentasi 
untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman administrasi baik 
untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan. 

2. Laporan .....   
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2. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena 
hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang 
berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya 
peristiwa pidana. 

3. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri 
tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena 
hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang nahwa akan, sedang, 
atau telah terjadi peristiwa pidana. 

4. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang 
berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut 
hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan 
yang merugikannya. 

5. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. 

6. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 
diatur oleh undang-undang. 

7. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

8. Atasan penyidik adalah penyidik yang berwenang menerbitkan surat 
perintah tugas, surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan di 
wilayah hukum atasan penyidik sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

9. Atasan Langsung adalah pejabat struktural yang mempunyai tugas dan 
kewenangan melakukan penilaian terhadap kinerja para pejabat atau 
anggota yang berada di bawah lingkup tanggung jawabnya.  

10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

11. Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas berupa 
pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap  
penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses 
penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku 
serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan 
secara profesional, proporsional dan transparan. 

12. Pengawas penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang diberi tugas berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah 
untuk melakukan pengawasan proses penyidikan perkara dari tingkat 
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan 
tingkat Kepolisian Sektor. 

13. Pengendalian ..... 
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13. Pengendalian penyidikan adalah kegiatan pemantauan, pengarahan, 
bimbingan dan petunjuk kepada penyidik agar proses penyidikan dapat 
berjalan lebih lancar dan sesuai dengan target yang ditetapkan. 

14. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan 
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat 
cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau 
peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 

15. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat 
tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan 
penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang. 

16. Pengalihan Jenis Penahanan adalah mengalihkan status penahanan dari 
jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain oleh 
Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim. 

17. Penahanan Lanjutan adalah menempatkan kembali tersangka yang pernah 
ditangguhkan penahanannya dengan pertimbangan-pertimbangn tertentu 
guna mempermudah penyelesaian perkara. 

18. Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara 
terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/ 
rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan yang 
bersangkutan dinyatakan sembuh kembali. 

19. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah 
tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan 
pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 

20. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih 
dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian 
dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. 

21. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat 
dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain 
dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang 
berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan. 

22. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya 
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 

23. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang 
melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat 
tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak 
ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian 
padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk 
melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya 
atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. 

24. Kesatuan ….. 
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24. Kesatuan Kewilayahan Operasional yang selanjutnya disingkat KKO 
adalah Sentra Pelayanan Kepolisian pada tingkat Kepolisian Wilayah Kota 
Besar/Kepolisian Kota Besar/Kepolisian Resor Metro/Kepolisian Resor/ 
Kepolisian Resor Kota. 

25. Laporan Hasil Penyelidikan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan 
secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah mengenai 
hasil penyelidikan. 

26. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP 
adalah surat yang menyatakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup 
sudah dapat dilakukan penyidikan. 

27. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemyidikan yang selanjutnya 
disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap si pelapor tentang 
hasil perkembangan penyidikan. 

 
Pasal 2 

 
Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara serta 
pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan tugas kepolisian 
menggunakan asas-asas sebagai berikut: 

a. legalitas, yaitu setiap tindakan penyidik senantiasa berdasarkan peraturan 
perundang-undangan; 

b. proporsionalitas, yaitu setiap penyidik melaksanakan tugasnya sesuai 
legalitas kewenangannya masing-masing; 

c. kepastian hukum, yaitu setiap tindakan penyidik dilakukan untuk menjamin 
tegaknya hukum dan keadilan; 

d. kepentingan umum, yaitu setiap penyidik Polri lebih mengutamakan 
kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;  

e. akuntabilitas, yaitu setiap penyidik dapat mempertanggungjawabkan 
tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis;  

f. transparansi, yaitu setiap tindakan penyidik memperhatikan asas 
keterbukaan dan bersifat  informatif  bagi pihak-pihak terkait; 

g. efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan, 
setiap penyidik wajib menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi waktu 
penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini; 

h. kredibilitas, yaitu setiap penyidik memiliki kemampuan dan keterampilan 
yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan; 

 
Pasal 3 

 
Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana yang 
diatur di dalam Peraturan Kapolri ini meliputi: 

a. penerimaan dan penyaluran Laporan Polisi; 

b. penyelidikan; 

c. proses penanganan perkara; 

d. pemanggilan ….. 
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d. pemanggilan; 

e. penangkapan dan penahanan; 

f. pemeriksaan; 

g. penggeledahan dan penyitaan; 

h. penanganan barang bukti; 

i. penyelesaian perkara; 

j. pencarian orang, pencegahan dan penangkalan; dan 

k. tindakan koreksi dan sanksi. 
 

 
Pasal 4 

 
(1) Proses penyidikan perkara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
 
(2) Proses penyidikan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan merupakan proses yang tidak dapat diintervensi oleh 
siapapun. 

 
(3) Terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam pelaksanaan 

penyidikan harus dilakukan tindakan koreksi agar berlangsung dengan 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan.  

 
(4) Terhadap penyidik yang melakukan penyimpangan atau menyalahgunakan 

kewenangan harus dikenakan tindakan koreksi dan diterapkan sanksi 
administrasi atas tindakan pelanggaran yang dilakukannya secara 
proporsional. 

 
BAB  II 

 
PENERIMAAN DAN PENYALURAN LAPORAN POLISI 

 
Bagian Kesatu 

Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) 
 

Pasal 5 
 

(1) Laporan atau pengaduan kepada Polisi tentang dugaan adanya tindak 
pidana, diterima di SPK pada setiap kesatuan kepolisian. 

 
 (2) Pada setiap SPK yang menerima laporan atau pengaduan, ditempatkan 

anggota reserse kriminal yang ditugasi untuk: 

a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan Laporan Polisi; 

b. melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan 
apakah termasuk dalam lingkup Hukum Pidana atau bukan Hukum 
Pidana; 

c. memberikan ..... 
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c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang 
melaporkan atau mengadu kepada Polri. 

 
(3) Petugas reserse yang ditempatkan di SPK sekurang-kurangnya memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

a. berpangkat Bintara untuk satuan tingkat Polsek dan Perwira untuk 
satuan tingkat Polres ke atas; 

b. telah mengikuti pendidikan kejuruan reserse dasar dan/atau 
lanjutan; 

c. telah berpengalaman tugas di bidang reserse paling sedikit 2 (dua) 
tahun; 

d. memiliki dedikasi dan prestasi yang tinggi dalam tugasnya; 

e. memiliki keahlian dan keterampilan di bidang pelayanan reserse 
kepolisian. 

 
Bagian Kedua 
Laporan Polisi 

 
Pasal 6 

 
(1) Laporan Polisi tentang adanya tindak pidana dibuat sebagai landasan 

dilakukannya proses penyelidikan dan/atau penyidikan, terdiri dari Laporan 
Polisi Model A, Laporan Polisi Model B dan Laporan Polisi Model C. 

 
(2) Laporan Polisi Model A dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanya 

tindak pidana; 
 
(3) Laporan Polisi Model B dibuat oleh petugas di SPK berdasarkan laporan 

atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang.       
 
(4) Laporan Polisi Model C dibuat oleh penyidik yang pada saat melakukan 

penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana atau tersangka yang 
belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses. 

 
Pasal 7 

 
(1) Laporan Polisi Model A harus ditandatangani oleh anggota Polri yang 

membuat laporan. 
 
(2) Laporan Polisi Model B harus ditandatangani oleh petugas penerima 

laporan di SPK dan oleh orang yang menyampaikan Laporan kejadian 
tindak pidana. 

 
(3) Laporan Polisi Model C harus ditandatangani oleh penyidik yang 

menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam 
Laporan Polisi yang sedang diproses dan disahkan oleh Perwira Pengawas 
Penyidik. 

 

(4) Laporan ..... 
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(4) Laporan Polisi Model A dan Model B dan Model C yang telah 
ditandatangani oleh pembuat Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya harus disahkan oleh Kepala SPK 
setempat agar dapat dijadikan dasar untuk proses penyidikan perkaranya. 

 
Bagian Ketiga 

Penerimaan Laporan  
 

Pasal 8 
 

(1) Setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang 
secara lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibannya berdasarkan 
undang-undang, wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK. 
 

(2) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan/diadukan oleh seseorang tempat 
kejadiannya (locus delicti) berada di luar wilayah hukum kesatuan yang 
menerima laporan, petugas SPK wajib menerima laporan untuk kemudian 
diteruskan/dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang guna proses 
penyidikan selanjutnya. 

 
Pasal 9 

 
(1) SPK yang menerima laporan/pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda 

Terima Laporan (STTL) kepada pelapor/pengadu sebagai tanda bukti telah 
dibuatnya Laporan Polisi.  

 
(2) Pejabat yang berwenang menandatangani STTL adalah Kepala SPK atau 

petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya. 
 
(3) Tembusan STTL wajib dikirimkan kepada Atasan Langsung dari Pejabat 

yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
 

Pasal 10  
 

(1) Dalam proses penerimaan Laporan Polisi, petugas reserse di SPK wajib 
meneliti identitas pelapor/pengadu dan meneliti kebenaran informasi yang 
disampaikan. 

 
(2) Guna menegaskan keabsahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), petugas meminta kepada pelapor/pengadu untuk mengisi formulir 
pernyataan bahwa: 

a. perkaranya belum pernah dilaporkan/diadukan di kantor kepolisian 
yang sama atau yang lain; 

b. perkaranya belum pernah diproses dan/atau dihentikan 
penyidikannya; 

c. bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, 
bilamana pernyataan atau keterangan yang dituangkan di dalam 
Laporan Polisi ternyata dipalsukan, tidak sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah. 

 

(3) Dalam hal ..... 
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(3) Dalam hal pelapor dan/atau pengadu pernah melaporkan perkaranya ke 
tempat lain, atau perkaranya berkaitan dengan perkara lainnya, 
pelapor/pengadu diminta untuk menjelaskan nama kantor Kepolisian yang 
pernah menyidik perkaranya.   

 
 

Bagian Keempat 
Penyaluran Laporan Polisi 

 
Pasal 11 

 
(1) Laporan Polisi yang dibuat di SPK wajib segera diserahkan dan harus 

sudah diterima oleh Pejabat Reserse yang berwenang untuk 
mendistribusikan Laporan Polisi paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan 
Polisi dibuat. 

 
(2) Laporan Polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang 

selanjutnya wajib segera dicatat di dalam Register B 1. 
 
(3) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya harus 

sudah disalurkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan 
penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat. 

 
Pasal 12 

 
(1) Dalam hal Laporan Polisi harus diproses oleh kesatuan lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), setelah dicatat dalam register B 1 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Laporan Polisi harus 
segera dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang menangani perkara 
paling lambat 3 (tiga) hari setelah Laporan Polisi dibuat. 

 
(2) Tembusan surat pelimpahan Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan kepada pihak Pelapor.  
 

Pasal 13  
 

Pejabat yang berwenang menyalurkan Laporan Polisi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (1) adalah pejabat reserse yang ditunjuk di setiap tingkatan 
daerah hukum sebagai berikut: 

a. Karo Analis pada tingkat Bareskrim Polri; 

b. Kabag Analis Reskrim pada tingkat Polda; 

c. Kasubbag Reskrim pada tingkat Polwil; 

d. Kaurbinops Satuan Reserse tingkat KKO; 

e. Kepala/Wakil Kepala Polsek. 
 
 

Bagian ….. 
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Bagian Kelima 
Klasifikasi Perkara  

 
 

Pasal 14 
 

(1) Setiap Laporan/Pengaduan harus diproses secara profesional, 
proporsional, objektif, transparan, dan akuntabel melalui penyelidikan dan 
penyidikan. 

 
(2) Setiap penyidikan untuk satu perkara pidana tidak dibenarkan hanya 

ditangani oleh satu orang penyidik, melainkan harus oleh Tim Penyidik 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. setiap tim penyidik sekurang-kurangnya terdiri dua orang penyidik; 

b. dalam hal jumlah penyidik tidak memadai dibandingkan dengan 
jumlah perkara yang ditangani oleh suatu kesatuan, satu orang 
penyidik dapat menangani lebih dari satu perkara, paling banyak tiga 
perkara dalam waktu yang sama. 

 
Pasal 15 

 
(1) Laporan Polisi untuk Perkara tindak pidana luar biasa (extra ordinary) 

seperti narkotika dan terorisme disalurkan kepada penyidik profesional dari 
satuan yang bersangkutan (satuan reserse narkoba dan satuan khusus anti 
teror). 

 
(2) Dalam hal penanganan perkara luar biasa (extra ordinary) atau faktor 

kesulitan dalam penyidikan, dalam penanganan perkara dan 
pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana luar biasa narkoba dan 
terorisme, ketentuan tentang pembatasan jumlah penyidik sebagaimana 
diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dapat diabaikan. 

 
(3) Dalam hal sangat diperlukan, pejabat penyalur Laporan Polisi dapat 

menugasi penyidik untuk melakukan penyidikan perkara yang 
membutuhkan prioritas, atas persetujuan dari atasan yang berwenang. 

 
Pasal 16 

 
(1) Dalam perkara tertangkap tangan atau dalam keadaan tertentu atau dalam 

keadaan sangat mendesak yang membutuhkan penanganan yang sangat 
cepat, penyidik dapat melakukan tindakan penyidikan dengan seketika di 
Tempat Kejadian Perkara tanpa harus dibuat Laporan Polisi terlebih 
dahulu.  

 
(2) Dalam hal penanganan perkara yang mendesak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Laporan Polisi dan administrasi penyidikannya harus segera 
dilengkapi setelah penyidik selesai melakukan tindakan pertama di tempat 
kejadian perkara. 

 

(3) Tindakan ….. 
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(3) Tindakan penyidikan yang dapat dilakukan secara seketika atau langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: 

a. melarang saksi mata yang diperlukan agar tidak meninggalkan TKP; 

b. mengumpulkan keterangan dari para saksi di TKP; 

c. menutup dan menggeledah lokasi TKP; 

d. menggeledah orang di TKP yang sangat patut dicurigai; 

e. mengumpulkan, mengamankan dan menyita barang bukti di TKP; 

f. menangkap orang yang sangat patut dicurigai; 

g. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan 
penyidikan. 

 
(4) Tindakan langsung yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

harus dilakukan dengan tetap memedomani prosedur penyidikan menurut 
KUHAP. 

 
Pasal 17 

 
(1) Dalam hal penanganan suatu perkara tindak pidana yang menyangkut 

objek yang sama atau pelaku yang sama, namun dilaporkan oleh beberapa 
pelapor pada suatu kesatuan atau di beberapa kesatuan yang berbeda, 
dapat dilakukan penyatuan penanganan perkara pada satu kesatuan 
reserse. 

 
(2) Penyatuan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilaksanakan dalam hal sebagai berikut: 

a. suatu perkara yang lokasi kejadiannya mencakup beberapa wilayah 
kesatuan; 

b. perkaranya merupakan sengketa antara dua pihak atau lebih yang 
masing-masing saling melaporkan ke SPK pada kesatuan yang 
sama atau melaporkan ke SPK di lain kesatuan; 

c. perkaranya merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka 
yang sama dengan beberapa korban yang masing-masing membuat 
Laporan Polisi di SPK yang sama atau SPK di beberapa kesatuan 
yang berbeda; dan 

d. perkaranya merupakan tindak pidana berganda yang dilakukan oleh 
tersangka dengan banyak korban dan dilaporkan di SPK kesatuan 
yang berbeda-beda. 

 
(3) Penyatuan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

perlu dilakukan untuk tujuan: 

a. mempercepat proses penyidikan; 

b. memudahkan pengendalian dan pengawasan penyidikan; 

c. memudahkan ..... 
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c. memudahkan pengumpulan, pengamanan dan proses penggunaan 
barang bukti untuk kepentingan penyidikan; dan 

d. memudahkan komunikasi pihak-pihak yang terkait dalam proses 
penyidikan. 

 
Pasal 18  

 
(1) Terhadap perkara yang merupakan sengketa antara pihak yang saling 

melapor kepada kantor polisi yang berbeda, penanganan perkaranya 
dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih tinggi atau kesatuan yang dinilai 
paling tepat dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi. 

 
(2) Pejabat yang berwenang untuk menentukan penyatuan tempat penyidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. Kepala Kesatuan Kewilayahan untuk perkara yang disidik oleh dua 
atau lebih kesatuan reserse yang berada di bawah wilayah hukum 
kesatuannya. 

b. Kepala Bareskrim Polri untuk perkara yang disidik oleh beberapa 
Polda. 

 
(3) Pejabat yang berwenang menyatukan penanganan perkara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menetapkan kesatuan reserse yang diperintahkan 
untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana yang dimaksud pada ayat 
(1) berdasarkan hasil gelar perkara yang diselenggarakan dengan 
menghadirkan para penyidik yang menangani Laporan Polisi yang akan 
disatukan penanganannya. 

 
Pasal 19 

 
(1) Dalam menangani suatu perkara yang sangat kompleks, atau jenis 

pidananya atau lingkup kejadiannya mencakup antar fungsi atau antar 
wilayah kesatuan, dapat dibentuk Tim Penyidik Gabungan. 

 
(2) Tim Penyidik Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dibentuk dalam hal: 

a. perkara yang ditangani sangat kompleks membutuhkan tindakan 
koordinasi secara intensif antara penyidik, PPNS, instansi terkait 
dan/ atau unsur peradilan pidana (CJS); 

b. perkara terdiri dari berbagai jenis tindak pidana, berada di bawah 
kewenangan beberapa bidang reserse Polri atau kewenangan 
beberapa instansi; 

c. kejadian perkara yang ditangani mencakup beberapa wilayah 
kesatuan. 

 
(3) Tim Gabungan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh 

Perwira Pengawas Penyidik yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang 
serendah-rendahnya: 

a. Direktur ..... 
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a. Direktur Reserse/Kadensus di Bareskrim Polri yang ditunjuk oleh 
Kabareskrim Polri untuk perkara yang berlingkup nasional dan 
mencakup beberapa bidang reserse atau perkara yang mencakup 
wilayah antar Polda;  

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda yang ditunjuk oleh 
Kapolda untuk perkara yang berlingkup dalam wilayah suatu Polda; 
dan 

c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil yang ditunjuk 
Kapolwil untuk perkara yang berlingkup dalam suatu Polwil.  

 
BAB  III 

 
PENYELIDIKAN  

 
Bagian Kesatu  

Penyelidikan di Dalam Wilayah Hukum 
 

Pasal 20 
 

(1) Kegiatan penyelidikan dilakukan guna memastikan bahwa Laporan Polisi 
yang diterima dan ditangani penyelidik/penyidik merupakan tindak pidana 
yang perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan. 

 
(2) Terhadap perkara yang secara nyata telah cukup bukti pada saat Laporan 

Polisi dibuat, dapat dilakukan penyidikan secara langsung tanpa melalui 
penyelidikan. 

 
(3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penyidikan.  
 

Pasal  21 
 

(1) Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi segala 
upaya untuk melengkapi informasi, keterangan, dan barang bukti berkaitan 
dengan perkara yang dilaporkan, dapat dikumpulkan tanpa menggunakan 
tindakan atau upaya paksa. 

 

(2) Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka penyelidikan antara lain:  

a. pengamatan  (observasi);  

b. wawancara;  

c. pembuntutan; 

d. penyamaran; 

e. mengundang/memanggil seseorang secara lisan atau tertulis tanpa 
paksaan atau ancaman paksaan guna menghimpun keterangan;  

f. memotret dan/atau merekam gambar dengan video; 

g. merekam ..... 
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g. merekam pembicaraan terbuka dengan atau tanpa seizin yang 
berbicara; dan  

h. tindakan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(3) Kegiatan penyelidikan dapat dilaksanakan dengan menggunakan bantuan 
peralatan teknis kepolisian meliputi laboratorium forensik, identifikasi 
forensik, dan kedokteran forensik. 

 
Pasal 22 

 
(1) Dalam hal untuk memudahkan mencapai sasaran dan pengawasan serta 

pengendalian, sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik membuat 
rencana penyelidikan. 

 
(2) Sarana pengendalian dan pengawasan kegiatan penyelidikan harus 

dilengkapi Surat Perintah Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Atasan 
Penyidik. 

 
(3) Dalam keadaan tertentu atau sangat mendesak termasuk kejadian 

tertangkap tangan sehingga dibutuhkan kecepatan kegiatan penyelidikan, 
petugas dapat melakukan penyelidikan secara langsung, dengan meminta 
persetujuan atasannya secara lisan, atau dengan segera melaporkan 
kepada atasannya sesaat setelah melaksanakan tindakan penyelidikan. 

 
Bagian Kedua  

Penyelidikan di Luar Wilayah Hukum 
 

Pasal 23 
 

Kegiatan penyelidikan di luar wilayah hukum yang tidak berada di bawah 
tanggung jawab pelaksana penyidikan, harus dilengkapi dengan Surat Perintah 
Penyelidikan dan Surat Izin Jalan dari Atasan Penyidik. 

 
Pasal 24 

 
(1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyelidikan ke 

Luar Wilayah Hukum dan Surat Izin Jalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 oleh Pejabat Atasan penyelidik/penyidik setingkat: 

a. Direktur/ Wakil Direktur Bareskrim; 

b.    Direktur/ Wakil Direktur Reskrim Polda; 

c. Kepala Polwil untuk wilayah di luar Polwil; 

d. Kepala Polres untuk wilayah di luar Polres; dan 

e. Kepala Kapolsek untuk wilayah di luar Polsek. 
 
(2) Tembusan Surat Perintah Penyelidikan ke Luar Wilayah Hukum dan Surat 

Izin Jalan wajib dikirimkan/dibawa oleh petugas kepada Pejabat yang 
berwenang setempat. 

Pasal 25 .....  
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Pasal 25 
 

(1) Atasan yang memberi perintah untuk pelaksanaan penyelidikan di luar 
wilayah hukum, dapat meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang 
di wilayah dilaksanakannya penyelidikan. 

 
(2) Atas permintaan bantuan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), pejabat wilayah setempat wajib memberikan bantuan guna kelancaran 
dan keberhasilan penyelidikan. 

 
(3) Dalam hal menghindarkan salah pengertian, petugas yang melakukan 

penyelidikan di luar wilayah hukum wajib memberitahukan kegiatannya 
kepada pejabat yang berwenang setempat, terkecuali jika terdapat 
petunjuk/arahan dari atasan yang memberi perintah untuk merahasiakan 
kegiatan penyelidikan. 

 
Bagian Ketiga  

LHP 
 

Pasal 26 
 

(1) Penyelidik yang melakukan kegiatan penyelidikan wajib melaporkan hasil 
penyelidikan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi 
perintah pada kesempatan pertama.  
 

(2) Hasil penyelidikan secara tertulis dilaporkan dalam bentuk LHP paling 
lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa penyelidikan kepada pejabat 
yang memberikan perintah. 
 

(3) Laporan penyelidikan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila ada ketetapan lain dari Atasan 
Penyelidik.  

 
Pasal 27 

 
(1) LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, 

hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran. 
 

(2) LHP yang dilaksanakan oleh Tim Penyelidik dibuat dan ditandatangani oleh 
 Ketua Tim Penyelidik.  
 

Pasal 28 
 

(1)  LHP atas dasar Laporan Polisi dapat dijadikan pertimbangan untuk 
melakukan: 

a.  tindakan penghentian penyelidikan dalam hal tidak ditemukan 
informasi atau bukti bahwa perkara yang diselidiki bukan merupakan 
tindak pidana;  

b. tindakan ….. 
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b.  tindakan Penyelidikan lanjutan dalam hal masih diperlukan informasi 
atau keterangan untuk menentukan bahwa perkara yang diselidiki 
merupakan tindak pidana; dan 

c.  peningkatan kegiatan menjadi penyidikan dalam hal hasil 
penyelidikan telah menemukan informasi atau keterangan yang 
cukup untuk menentukan bahwa perkara yang diselidiki merupakan 
tindak pidana.  

 
 (2) Proses penentuan tindak lanjut hasil penyelidikan dapat dilaksanakan 

secara langsung oleh pejabat yang berwenang atau melalui mekanisme 
gelar perkara, terutama untuk perkara yang cukup kompleks. 

 
(3) Dalam hal sangat diperlukan, gelar perkara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mengundang fungsi atau 
instansi/pihak di luar Polri. 

 
(4) Dalam hal telah ditetapkan hasil penyelidikan ternyata bukan merupakan 

tindak pidana, Pejabat yang berwenang dapat menetapkan bahwa Laporan 
Polisi tidak dapat diproses dan dihentikan penyelidikannya serta 
selanjutnya diberitahukan kepada Pelapor. 

 
Bagian Keempat  

Pengendalian Penyelidikan 
 

Pasal 29 
 

Dalam melaksanakan penyelidikan, Penyelidik dilarang: 

a. melaksanakan penyelidikan tanpa alasan yang sah untuk tugas kepolisian; 

b. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk 
mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan; 

c. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan 
di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang untuk mendapatkan 
informasi/keterangan; 

d. memberitakan/memberitahukan rahasia penyelidikan kepada orang yang 
tidak berhak; 

e. melakukan penyelidikan untuk kepentingan pribadi secara melawan 
hukum; 

f. melaksanakan penyelidikan di luar wilayah hukum penugasannya, kecuali 
atas seizin atasan yang berwenang dan dilengkapi dengan Surat Perintah 
Penyelidikan dan Surat Izin Jalan ke luar wilayah hukum yang diberikan 
oleh atasan/ pejabat yang berwenang atau atas seizin Pejabat di wilayah 
hukum dimana dilakukan penyelidikan; atau 

g. menyalahgunakan wewenang penyelidikan. 

BAB IV ..... 
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BAB  IV 
 

PROSES PENANGANAN PERKARA 
 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

 
Paragraf 1 

Rencana Penyidikan 
 

Pasal 30 
 

(1) Sebelum melaksanakan kegiatan penyidikan, penyidik wajib menyiapkan 
administrasi penyidikan pada tahap awal meliputi: 

a. pembuatan tata naskah; dan 

b. rencana penyidikan. 
 
(2) Pembuatan tata naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

sekurang-kurangnya meliputi:  

a. Laporan Polisi; 

b. LHP bila telah dilakukan penyelidikan; 

c. Surat Perintah Penyidikan;  

d. SPDP; 

e. Rencana Penyidikan; 

f. Gambar Skema Pokok Perkara; dan 

g. Matrik untuk Daftar Kronologis Penindakan. 
 
(3) Penyiapan Rencana Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi:  

a. rencana kegiatan; 

b. rencana kebutuhan; 

c. target pencapaian kegiatan;  

d. skala prioritas penindakan; dan 

e. target penyelesaian perkara. 
 

Paragraf 2 
Batas Waktu Penyelesaian Perkara  

 
Pasal 31 

 
(1) Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat 

kesulitan atas penyidikan: 

a.  sangat sulit; 

b. sulit ..... 
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b.  sulit; 

c.  sedang; atau 

d.  mudah. 
 
(2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat 

Perintah Penyidikan meliputi: 

a.  120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit; 

b.  90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit; 

c.  60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau 

d.  30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah; 
 

(3) Dalam hal menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh 
pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan. 

 
(4) Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah 
Penyidikan.  

 
Pasal 32 

 
(1) Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

ayat (1) penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik maka dapat 
mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat 
yang memberi perintah melalui Pengawas Penyidik. 

 
(2)   Perpanjangan waktu penyidikan dapat diberikan oleh pejabat yang 

berwenang setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari 
Pengawas Penyidik. 

 
(3) Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan maka diterbitkan surat 

perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan. 
 

Paragraf 3 
Surat Perintah Penyidikan 

 
Pasal 33 

 
(1) Setiap tindakan penyidikan wajib dilengkapi Surat Perintah Penyidikan. 
 

(2)   Surat Perintah Penyidikan wajib diperbaharui apabila dalam proses 
penyidikan terjadi pergantian petugas yang diperintahkan untuk 
melaksanakan penyidikan. 

 

(3)    Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyidikan 
serendah-rendahnya oleh pejabat: 

a. Direktur pada Bareskrim Polri di tingkat Mabes Polri; 

b. Kepala Satuan Reserse untuk Tingkat Polda; 
c. Kepala ..... 
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c. Kepala Satuan Reserse untuk tingkat Polres/Poltabes/Polwiltabes; 
atau 

d. Kapolsek untuk tingkat Polsek. 
 
(4)  Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusannya wajib 
disampaikan kepada Atasan Langsung. 

 
Pasal 34 

 
(1)  Penyidik yang telah mulai melakukan tindakan penyidikan wajib membuat 

SPDP. 
 
(2) SPDP harus sudah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum 

penyidik melakukan tindakan yang bersifat upaya paksa.  
 
(3)   SPDP harus diperbaharui apabila selama dalam proses penyidikan 

perkara, penyidik mendapatkan/mengidentifikasi adanya tersangka baru 
yang belum termasuk dalam SPDP yang telah dibuat pada awal 
penyidikan. 

 
(4)   Pejabat yang berwenang menandatangani SPDP merupakan pejabat yang 

berwenang menandatangani Surat Perintah Penyidikan yaitu: 

a. Direktur pada Bareskrim Polri di tingkat Mabes Polri.  

b. Kepala Satuan reserse untuk Tingkat Polda; 

c. Kepala Satuan Reserse untuk Tingkat Polres/ Poltabes/ Polwiltabes; 
atau 

d. Kapolsek untuk tingkat Polsek. 
 
(5) SPDP yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan 
Langsung. 

Paragraf 4 

Perwira Pengawas Penyidik 
 

Pasal 35 
 

(1) Dalam hal penanganan setiap perkara pidana, Pejabat yang mengeluarkan 
Surat Perintah Penyidikan wajib menunjuk Perwira Pengawas Penyidik dan 
membuat Surat Perintah Pengawasan Penyidik.  

 
(2) Perwira Pengawas Penyidik merupakan Atasan Penyidik yang ditunjuk oleh 

pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 

Pasal 36 
 
(1) Perwira Pengawas Penyidik yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 ayat (2) bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan 
penyidikan dan melaporkan perkembangan serta hasilnya kepada pejabat 
yang memberikan Surat Perintah. 

(2) Perwira ….. 
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 Perwira Pengawas Penyidik bertugas: 

a. memberi arahan dan bantuan untuk kelancaran penyidikan; 

b. melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidik; 

c. mencegah pencegahan terjadinya hambatan penyidikan; 

d. mengatasi hambatan yang menyulitkan penyidikan; 

e. menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja penyidik; 

f. meningkatkan kinerja penyidik di bidang penegakan hukum maupun 
pelayanan Polri; 

g. membantu kelancaran komunikasi pihak yang berkepentingan dalam 
hal ini adalah korban, saksi dan tersangka; dan 

h. melaporkan perkembangan dan/atau hasil penyidikan kepada 
pimpinan/ pejabat yang berwenang. 

 
Bagian Kedua 

Pengendalian Perkembangan Penyidikan  
 

Pasal 37 
 

Pengendalian perkembangan penyidikan terdiri dari: 

a. laporan perkembangan penyidikan; dan 

b. koreksi hambatan penyidikan. 
 

Pasal 38 
 
(1)  Laporan perkembangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 huruf a, penyidik melaporkan secara berkala kepada Perwira Pengawas 
Penyidik atau pada saat diminta oleh Pejabat yang berwenang. 

 
(2)  Laporan perkembangan penyidikan terhadap perkara yang menjadi atensi 

pimpinan atau publik, penyidik wajib membuat laporan kemajuan berkala 
yang disampaikan kepada pimpinan melalui Perwira Pengawas Penyidik. 

 
(3)  Setiap laporan perkembangan penyidikan wajib dilaporkan oleh Perwira 

Pengawas Penyidik kepada Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah 
Penyidikan. 

 
Pasal 39 

 
(1) Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik 

wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak 
diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan. 

 
(2) Laporan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepada pihak 

pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis. 
 

(3) Ketentuan mengenai pemberian waktu SP2HP diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Kapolri. 

Pasal 40 …… 
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Pasal 40 
 

(1)  SP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat tentang: 

a. pokok perkara; 

b. tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya; 

c. masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan; 

d. rencana tindakan selanjutnya; dan 

e. himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan 
kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan. 

 
(2)  SP2HP yang dikirimkan kepada Pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim 
 Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib 
 disampaikan kepada Atasan Langsung. 
 

Pasal 41 
 

(1) Dalam hal terdapat keluhan baik dari pelapor, saksi, tersangka maupun 
pihak lain terhadap perkara yang sedang ditangani, penyidik wajib 
memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
(2) Dalam hal masih terdapat ketidakpuasan pihak yang berkeberatan, Perwira 

Pengawas Penyidik wajib melakukan upaya klarifikasi.  
 
(3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa konsultasi, 

penjelasan langsung atau melalui penyelenggaraan gelar perkara dengan 
menghadirkan para pihak yang berperkara. 

 
Pasal 42 

 
(1)  Koreksi hambatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

huruf b, harus dilakukan dengan tindakan koreksi atau pemecahan 
masalah demi kelancaran penyidikan. 

 
(2) Tindakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. arahan Perwira Pengawas Penyidik; 

b. penyelenggaraan gelar perkara; 

c. penambahan dan/atau penggantian petugas penyidik; 

d. pemberian bantuan/back-up penyidikan oleh satuan atas; 

e. peningkatan koordinasi dengan satuan, instansi terkait dan/atau 
unsur peradilan pidana (CJS); atau 

f. pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih 
tinggi. 

Pasal 43 ..... 
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Pasal 43 
 

(1) Dalam hal terdapat temuan atau indikasi terjadinya penyimpangan dalam 
proses penyidikan, harus dilakukan tindakan koreksi oleh Perwira 
Pengawas Penyidik dan/atau oleh Atasan Perwira Pengawas Penyidik. 

 
(2) Tindakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. arahan dan/atau bimbingan kepada penyidik; 

b. konsultasi terhadap pelapor dan/atau para pihak yang berperkara; 

c. pemeriksaan instensif oleh Perwira Pengawas penyidik; 

d. tindakan penghentian kegiatan penyidik; 

e. tindakan administratif penggantian penyidik; atau 

f. tindakan disiplin bagi penyidik.  
 

(3) Dalam hal terbukti telah terjadi pelanggaran hukum, harus dilakukan 
penindakan sesuai dengan bobot dan klasifikasi pelanggaran menurut 
prosedur yang berlaku berupa: 

a. hukum disiplin; 

b. kode etik profesi; atau 

c. proses peradilan umum. 
 

Bagian Ketiga 
Gelar Perkara 

 
Pasal 44 

 
Dalam hal kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan gelar perkara: 

a. biasa; dan 

b. luar biasa. 
 

Pasal 45 
 

(1) Gelar perkara Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a 
dilaksanakan pada tahap: 

a. awal penyidikan; 

b. pertengahan penyidikan; dan 

c. akhir penyidikan. 
 
(2) Gelar perkara Biasa diselenggarakan oleh Tim Penyidik atau pengemban 

fungsi analisis di masing-masing kesatuan reserse. 
 
(3) Gelar perkara Biasa dipimpin oleh Perwira Pengawas Penyidik atau 

pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis gelar yang dilaksanakan. 
 

(4) Dalam hal ..... 
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 (4) Dalam hal sangat diperlukan, penyelenggaraan gelar perkara Biasa dapat 
menghadirkan unsur-unsur terkait lainnya dari fungsi internal Polri, unsur 
dari CJS, instansi terkait lainnya dan/atau pihak-pihak yang melapor dan 
yang dilaporkan sesuai dengan kebutuhan gelar perkara. 

 
Pasal 46 

 
(1) Gelar perkara Biasa yang dilaksanakan tahap awal penyidikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a bertujuan: 

a. meningkatkan tindakan penyelidikan menjadi tindakan penyidikan; 

b. menentukan kriteria kesulitan penyidikan; 

c. merumuskan  rencana penyidikan; 

d. menentukan pasal-pasal yang dapat diterapkan;  

e. menentukan skala prioritas penindakan dalam penyidikan;  

f. menentukan penerapan teknik dan taktik  penyidikan; atau 

g. menentukan target-target penyidikan. 
 
(2) Gelar perkara biasa pada tahap awal penyidikan dilaksanakan oleh Tim 

Penyidik dan dipimpin oleh Perwira Pengawas Penyidik dan dapat dihadiri 
oleh penyidik lainnya atau pihak yang melaporkan perkara. 

 
(3) Dalam hal penanganan Laporan Polisi tentang perkara pidana yang 

diperkirakan juga bermuatan perkara perdata, gelar perkara yang 
diselenggarakan pada awal penyidikan dapat menghadirkan kedua pihak 
yang melaporkan dan pihak yang dilaporkan. 

 
Pasal 47 

 
(1) Gelar perkara Biasa yang diselenggarakan pada tahap pertengahan 

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b 
bertujuan untuk:  

a. penentuan tersangka; 

b. pemantapan pasal-pasal  yang dapat diterapkan; 

c. pembahasan dan pemecahan masalah penghambat penyidikan; 

d. pembahasan dan pemenuhan petunjuk JPU (P19); 

e. mengembangkan sasaran penyidikan; 

f. penanganan perkara yang terlantar; 

g.  supervisi pencapaian target penyidikan; dan 

h. percepatan penyelesaian/penuntasan penyidikan. 
 
(2) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim 

Penyidik dan dipimpin oleh Pejabat Atasan Perwira Pengawas Penyidik 
dan dapat dihadiri oleh: 

a. pengawas penyidikan; 

b. Inspektorat ...... 
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b. Inspektorat Pengawasan Umum Polri; 

c. Propam Polri; 

d. Pembinaan Hukum Polri; 

e. CJS; dan/atau 

f. instansi/pihak terkait lainnya. 
 

Pasal 48 
 

(1) Gelar perkara Biasa yang diselenggarakan pada tahap akhir penyidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c bertujuan untuk: 

a. penyempurnaan berkas perkara; 

b. pengembangan penyidikan; 

c. memutuskan perpanjangan penyidikan; 

d. melanjutkan kembali penyidikan yang telah dihentikan; dan 

e.   memutuskan untuk penyerahan perkara kepada JPU; 
 
(2) Gelar perkara pada akhir penyidikan dilaksanakan oleh Tim Penyidik dan 

dipimpin oleh Perwira Pengawas Penyidik dan dapat dihadiri oleh penyidik 
atau pejabat lainnya yang diperlukan. 

 
Pasal 49 

 
(1) Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b 

diselenggarakan dalam keadaan tertentu, mendesak, untuk menghadapi 
keadaan darurat, atau untuk mengatasi masalah yang membutuhkan 
koordinasi intensif antara penyidik dan para pejabat terkait. 

 
(2)  Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan dengan tujuan untuk: 

a. menanggapi/mengkaji adanya  keluhan dari pelapor, tersangka, 
keluarga tersangka, penasihat hukumnya, maupun pihak-pihak lain 
yang terkait dengan perkara yang disidik; 

b. melakukan tindakan kepolisian terhadap seseorang yang mendapat 
perlakuan khusus menurut peraturan perundang-undangan; 

c. menentukan langkah-langkah penyidikan terhadap perkara pidana 
yang luar biasa; 

d. memutuskan penghentian penyidikan; 

e. melakukan tindakan koreksi terhadap dugaan terjadinya 
penyimpangan; dan/atau 

f. menentukan pemusnahan dan pelelangan barang sitaan. 
 

 (3) Perkara pidana luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
meliputi perkara: 

a. atensi Presiden atau pejabat pemerintah; 
b. atensi ..... 
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b. atensi pimpinan Polri; 

c. perhatian publik secara luas; 

d. melibatkan tokoh formal/informal dan berdampak massal; 

e. berada pada  hukum perdata dan  hukum pidana; 

f. mencakup beberapa peraturan perundang-undangan yang tumpang 
tindih; 

g. penanganannya mengakibatkan dampak nasional di bidang idiologi, 
politik, ekonomi, sosial, budaya/agama atau keamanan; 

h. penanganannya berkemungkinan menimbulkan reaksi massal. 
 

(4)  Gelar perkara luar biasa hanya dapat dilakukan oleh pimpinan satuan atas 
pembina fungsi dan keputusannya bersifat mengikat dan harus 
dilaksanakan. 

 
Pasal 50 

 
(1) Gelar Perkara Luar Biasa diselenggarakan oleh fungsi analis di satuan 

reserse dan dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk serta dihadiri oleh 
instansi/pihak terkait. 

 
(2)   Pejabat yang dapat ditunjuk untuk memimpin Gelar Perkara Luar Biasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya: 

a. Direktur/Karo Analis pada Bareskrim Polri; 

b. Direktur Reserse/Kadensus untuk Tingkat Polda; atau 

c. Kepala Satuan Reserse untuk Tingkat Polres/Poltabes/Polwiltabes. 
 
(3)   Dalam hal penanganan perkara yang sangat luar biasa, Gelar Perkara Luar 

Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya dipimpin 
oleh: 

a. Kepala Bareskrim Polri di tingkat Mabes Polri.  

b. Kapolda untuk Tingkat Polda; atau 

c. Kepala Kesatuan Kewilayahan untuk Tingkat Polres/Poltabes/ 
Polwiltabes. 

 
Pasal 51 

 
 (1)  Instansi/pihak terkait yang dapat dihadirkan dalam Gelar Pekara Luar Biasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), antara lain: 

a. pengawas penyidikan; 

b. Inspektorat Pengawasan Umum Polri; 

c. Propam Polri; 

d. Pembinaan ..... 
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d. Pembinaan Hukum Polri; 

e. CJS; dan/atau 

f. instansi/pihak terkait lainnya.  
 
 (2) Dalam hal dibutuhkan konfrontasi antara pihak-pihak yang berkepentingan 

di dalam proses penyidikan, Gelar Perkara Luar Biasa dapat menghadirkan 
pihak pelapor dan terlapor beserta penasihat hukum masing-masing serta 
saksi ahli yang diperlukan. 

 
Bagian Keempat 

Tata Cara Gelar Perkara  
 

Pasal 52 
 

(1) Penyelenggaraan gelar perkara meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu: 

a. persiapan; 

b. pelaksanaan; dan 

c. kelanjutan hasil gelar perkara. 
 

(2) Tahap persiapan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a meliputi: 

a. penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh Tim Penyidik; 

b. penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan 

c. pengiriman surat undangan gelar perkara. 
 

(3) Tahap pelaksanaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 

a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara; 

b. paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan 
penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan; 

c. tanggapan para peserta gelar perkara; 

d. diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan 

e. kesimpulan gelar perkara. 
 

(4) Tahap kelanjutan hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c meliputi: 

a. pembuatan laporan hasil gelar perkara; 

b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang; 

c. arahan dan disposisi pejabat yang berwenang; 

d. pelaksanaan hasil gelar oleh Tim penyidik; dan 

e. pengecekan pelaksanaan hasil gelar oleh Perwira Pengawas 
Penyidik. 

 

Bagian ….. 
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Bagian Kelima 
Keputusan Gelar Perkara  

 

Pasal 53 
 

(1) Keputusan hasil gelar perkara tahap awal penyidikan dilaporkan kepada 
pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan dan menjadi pedoman 
bagi penyidik untuk melanjutkan tindakan penanganan perkara. 

 
(2) Keputusan hasil gelar perkara tahap pertengahan penyidikan dilaporkan 

kepada pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan dan harus 
dipedomani bagi Tim Penyidik untuk melanjutkan langkah-langkah 
penyidikan sesuai dengan hasil gelar perkara. 

 
(3) Keputusan hasil gelar perkara tahap akhir penyidikan dilaporkan kepada 

pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan dan harus ditaati oleh 
Tim Penyidik untuk menyelesaikan penyidikan sesuai dengan hasil gelar 
perkara. 

 
(4) Dalam hal terjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan keputusan 

hasil gelar perkara, penyidik melaporkan kepada pejabat yang berwenang 
melalui Perwira Pengawas Penyidik. 

 
Pasal 54 

 
(1) Keputusan hasil gelar perkara luar biasa dilaporkan kepada pejabat atasan 

pimpinan gelar perkara. 
 
(2) Pejabat yang berwenang menerima laporan hasil gelar perkara luar biasa 

memberikan arahan atau mengesahkan hasil keputusan gelar perkara luar 
biasa untuk dilaksanakan oleh Tim Penyidik. 

 
 (3) Keputusan hasil gelar perkara luar biasa yang telah dilaporkan kepada 

pejabat atasan pimpinan gelar perkara dan mendapat pengesahan dari 
pejabat yang berwenang wajib dilaksanakan oleh Tim Penyidik. 

 
(4) Dalam hal terjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan keputusan 

hasil gelar perkara luar biasa, penyidik melaporkan kepada Pimpinan 
Kesatuan melalui Perwira Pengawas Penyidik. 

 
Pasal 55 

 
Penyidik yang tidak melaksanakan putusan Gelar Perkara Luar Biasa tanpa 
alasan yang sah dapat dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. penggantian penyidik yang menangani perkara; 

b. pemberhentian sementara penyidik dari penugasan penyidikan perkara; 

c. pemberhentian tetap atau pemindahan penyidik dari fungsi penyidikan; 
atau; 

d. penerapan sanksi hukuman disiplin atau etika profesi. 
 

BAB V ..... 
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BAB  V 
 

PEMANGGILAN 
 

Bagian Kesatu 
Pemanggilan Tahap Penyelidikan 

 
Pasal 56 

 
(1) Dalam rangka penyelidikan untuk mendapatkan keterangan terhadap 

perkara yang diduga merupakan tindak pidana, petugas penyelidik/ 
penyidik berwenang untuk memanggil orang guna diminta keterangan. 
 

(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara 
lisan, melalui telepon atau dengan pengiriman surat. 

 
Pasal 57 

 
(1) Pemanggilan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) 

harus dilakukan dengan cara: 

a. disampaikan secara sopan; 

b. tidak boleh memaksakan kesediaan pihak yang dipanggil; 

c. penentuan tentang waktu dan tempat untuk pelaksanaan 
pemanggilan serta pemberian keterangan berdasarkan kesepakatan 
antara petugas dengan pihak yang dipanggil; 

d. tidak boleh ada pemaksaan atau ancaman kepada pihak yang 
dipanggil yang menolak panggilan; dan 

e. sebelum melakukan pemanggilan secara lisan, harus meminta izin 
kepada atasan penyelidik/penyidik. 

 
(2) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 

(2) dilakukan dengan cara: 

a. pengiriman panggilan dalam bentuk surat undangan; dan 

b. materi surat undangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana 
 dimaksud pada ayat (1). 

 
 (3) Substansi surat undangan atau surat pemanggilan untuk penyelidikan 
 sekurang-kurangnya meliputi:  

a. dalam bentuk surat biasa; 

b. mencantumkan nama dan alamat pihak yang diundang; 

c. penjelasan singkat perkara yang sedang diselidiki; 

d. maksud serta tujuan undangan; 

e. mencantumkan nama dan alamat yang mengundang; 

f. pencantuman tempat dan waktu pelaksanaan pemanggilan dan/atau 
tempat pemeriksaan; 

g. pernyataan ..... 
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g. pernyataan bahwa apabila pihak yang dipanggil tidak bisa hadir 
pada  waktu dan tempat yang direncanakan,dapat menentukan 
alternatif tempat dan waktu pelaksanaannya; dan 

 
h. pernyataan bahwa pelaksanaan pemeriksaan tergantung kepada 

kesediaan pihak yang diundang tanpa disertai catatan sanksi 
apabila pihak yang diundang tidak bersedia hadir atau diperiksa. 

 
Bagian Kedua 

Pemanggilan Tahap Penyidikan 
 

Paragraf 1 
Pengiriman Panggilan 

 
Pasal 58 

 
Surat panggilan kepada saksi dalam tahap penyidikan merupakan bagian dari 
upaya paksa dan hanya dapat dibuat setelah SPDP dikirimkan kepada JPU.  

 
Pasal 59 

 
(1) Surat panggilan dapat dibuat terhadap tersangka yang diperkirakan tidak 

akan melarikan diri. 
 
(2) Surat panggilan kepada tersangka sebagaimana di maksud pada ayat (1) 

hanya dapat dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 
para saksi dan/atau gelar perkara untuk menentukan tersangka. 

 
(3) Dalam hal tersangka yang diperkirakan akan melarikan diri, menghilangkan 

barang bukti, atau menyulitkan penyidikan, dapat dilakukan penangkapan 
tanpa harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu.  

 
(4) Dalam hal tersangka yang tidak ditahan, guna kepentingan pemeriksaan 

penyidik hanya dapat melakukan pemanggilan paling banyak 3 (tiga) kali. 
 

(5) Dalam hal masih diperlukan pemeriksaan terhadap tersangka yang telah 
dipanggil 3 kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemanggilan 
terhadap tersangka harus mendapat persetujuan dari pejabat yang 
berwenang/pejabat yang mengeluarkan surat perintah penyidikan. 

 
Pasal 60 

 
(1) Surat panggilan kepada saksi atau tersangka wajib diberikan tenggang 

waktu paling singkat 2 (dua) hari setelah panggilan diterima oleh orang 
yang dipanggil atau keluarganya. 

 
(2) Dalam hal orang yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan, Penyidik 

wajib memperhatikan alasan yang patut dan wajar dari orang yang 
dipanggil guna menentukan tindakan selanjutnya. 

 
(3) Dalam ….. 
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(3) Dalam hal tersangka/saksi yang dipanggil tidak dapat hadir dan 
memberikan alasan yang patut atau wajar untuk tidak memenuhi 
panggilan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan di rumah atau di tempat 
dimana dia berada setelah mendapat persetujuan tertulis dari atasan 
penyidik. 

 
(4) Penyidik yang telah melaksanakan pemeriksaan tersangka/saksi di tempat 

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada 
Perwira Pengawas Penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan 
pemeriksaan. 

 
Paragraf 2 

Panggilan Kepada Ahli 
 

Pasal 61 
 

(1) Surat panggilan kepada Ahli dikirim oleh penyidik kepada seseorang yang 
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat 
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 

 
(2) Sebelum surat panggilan kepada ahli dikirimkan, demi kelancaran 

pemeriksaan penyidik wajib melakukan koordinasi dengan saksi ahli yang 
dipanggil guna keperluan: 

a. memberikan informasi tentang perkara yang sedang disidik; 

b. memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari ahli; 

c. untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli. 
 

Pasal 62 
 

Dalam hal saksi atau ahli bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa 
surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditandatangani oleh penyidik 
dan saksi atau ahli, sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan.  

 
Paragraf 3 

Tanda Tangan Surat Panggilan 
 

Pasal 63 
 

(1) Surat Panggilan kepada saksi, tersangka dan/atau ahli dibuat oleh penyidik 
dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/atasan penyidik 
serendah-rendahnya setingkat: 

a. Direktur di Bareskrim Polri;  

b. Kasat di Direktorat Polda;  

c. Kepala/Wakil Kepala Subbag Reskrim di Polwil;  

d. Kepala/Wakil Kepala Satuan Reserse di Polwiltabes/Poltabes/ 
Polres; 

e. Kapolsek/Wakapolsek. 
(2) Surat ..... 
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(2) Surat Panggilan kepada seseorang yang karena statusnya memerlukan 
prosedur khusus dibuat oleh penyidik, setelah mendapatkan persetujuan 
tertulis dari pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan, 
dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/atasan penyidik 
serendah-rendahnya setingkat: 

a. Direktur/Wakil Direktur pada Bareskrim Polri; 

b. Direktur/Wakil Direktur Reserse/Kadensus Polda; 

c. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polwil; atau 

d. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polres. 
 
(3)  Surat Panggilan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan 
Langsung. 

 
Bagian Ketiga 

Surat Perintah Membawa 
 

Pasal 64 
 

(1) Dalam hal tersangka/saksi yang telah dipanggil 2 (dua) kali tidak hadir 
tanpa alasan yang patut dan wajar, dapat dibawa secara paksa oleh 
penyidik ke tempat pemeriksaan dengan surat perintah membawa. 

 
(2) Surat Perintah Membawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh atasan penyidik serendah-rendahnya setingkat: 

a. Direktur/Wakil Direktur pada Bareskrim Polri; 

b. Direktur/Wakil Direktur Reserse/Kadensus Polda; 

c. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polwil; 

d. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polres; atau 

e. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilyahan Tingkat Polsek. 
 
(3)  Surat Perintah Membawa yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tembusannya wajib disampaikan 
kepada Atasan Langsung. 

 
Bagian Keempat 

Pengawasan Dalam Pemanggilan 
 

Pasal 65 
 
Dalam hal melakukan tindakan pemanggilan, setiap Petugas dilarang: 

a. melakukan pemanggilan secara semena-mena/sewenang-wenang dengan 
cara yang melanggar peraturan yang berlaku; 

b. tidak ..... 
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b. tidak memberi waktu yang cukup bagi yang dipanggil untuk 
mempersiapkan kehadirannya; 

c. membuat surat panggilan yang salah isi dan/atau formatnya, sehingga 
menimbulkan kerancuan bagi yang dipanggil; 

d. melakukan pemanggilan dengan tujuan untuk menakut-nakuti  yang 
dipanggil atau untuk kepentingan pribadi yang melanggar kewenangannya; 

e. menelantarkan atau tidak segera melayani orang yang telah hadir atas 
pemanggilan; dan/atau 

f. melecehkan atau tidak menghargai hak dan kepentingan orang yang 
dipanggil. 

 
Bagian Kelima 

Penentuan Status Tersangka 
 

Pasal 66 
 

(1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada 
seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti 
permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. 
 

(2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling 
sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan melalui gelar perkara. 
 

(3) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat penetapan 
seseorang berstatus sebagai tersangka serendah-rendahnya sebagai 
berikut: 

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan 
kepada Kabareskrim Polri; 

b. Kasat Reserse pada tingkat Polda dan melaporkan kepada Direktur 
Reserse/Kadensus Polda; 

c. Kepala Bagian Reskrim pada tingkat Polwil dan melaporkan kepada 
Kapolwil; 

d. Kepala Satuan reskrim pada tingkat Polres dan melaporkan kepada 
Kapolres; 

e. Kepala Polsek dan melaporkan kepada Kapolres. 
 

(4) Surat penetapan seseorang berstatus sebagai tersangka sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) wajib ditembuskan kepada kepada atasan 
langsung. 
 

Pasal 67 
 

(1) Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan 
seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan 
tersangka, selain tertangkap tangan. 

(2) Bukti ..... 
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(2) Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sekurang-kurangnya adanya Laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis 
alat bukti sebagai berikut: 

a. keterangan saksi yang diperoleh oleh Penyidik; 

b. keterangan ahli yang diperoleh oleh Penyidik; 

c. surat;  

d. petunjuk. 
 

Pasal 68 
 

(1) Penentuan status tersangka untuk perkara biasa dilakukan melalui gelar 
perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik di bawah pimpinan Perwira 
Pengawas Penyidik dan dilaporkan kepada pimpinan kesatuan atau 
pejabat yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan. 

 
(2) Pejabat yang berwenang untuk menerima laporan dan mengesahkan hasil 

gelar perkara dan mengesahkan status tersangka dalam suatu perkara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya sebagai 
berikut: 

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan 
kepada Kabareskrim Polri. 

b.    Kasat Reserse tingkat Polda dan melaporkan kepada Direktur 
Reserse/Kadensus  Polda; 

c. Kepala Bagian Reskrim tingkat Polwil dan melaporkan kepada 
Kapolwil;  

d. Kepala Satuan Reskrim tingkat Polres dan melaporkan kepada 
Kapolres;  

e. Kepala Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.  
 

Pasal 69 
 
(1) Penentuan status tersangka untuk perkara tertentu atau perkara luar biasa  

dilakukan melalui gelar perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik 
dengan menghadirkan fungsi terkait.  

 
(2) Gelar perkara guna menentukan status tersangka dalam perkara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya dipimpin oleh 
pejabat yang berwenang sebagai berikut: 

a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus  pada Bareskrim Polri dan 
melaporkan kepada Kabareskrim Polri; 

b.    Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus tingkat Polda dan Melaporkan 
kepada Kapolda; 

c. Kabag Reserse tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil; 

d. Kasat Reserse tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres. 
 

BAB VI ..... 
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BAB  VI 
 

PENANGKAPAN DAN PENAHANAN 
 

Bagian Kesatu  
Penangkapan 

 
Paragraf 1 

Dasar Penangkapan 
 

Pasal 70 
 

(1) Tindakan penangkapan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan 
dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
 

(2) Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan 
Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan 
penyidik yang berwenang. 

 
Pasal 71 

 
(1) Dalam hal perkara tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat 

dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi Surat Perintah 
Penangkapan atau Surat Perintah Tugas. 

 
(2) Tindakan penangkapan dalam perkara tertangkap tangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyidik wajib membuat 
Berita Acara Penangkapan setelah melakukan penangkapan. 

 
Pasal 72 

 
Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan 
sebagai berikut: 

a. tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan 
yang patut dan wajar; 

b. tersangka diperkirakan akan melarikan diri; 

c. tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya; 

d. tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti; 

e. tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan. 
 

Paragraf 2 
Surat Perintah Penangkapan  

 
Pasal 73 

 
(1) Surat perintah penangkapan hanya dapat dibuat berdasarkan adanya bukti 

permulaan yang cukup dan hanya berlaku terhadap satu orang tersangka 
yang  identitasnya tersebut dalam surat penangkapan. 

(2) Dalam ….. 
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(2) Dalam hal membantu penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar di 

dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), setiap pejabat yang berwenang di 
suatu kesatuan dapat membuat Surat Perintah Penangkapan. 

 
Pasal 74 

 
(1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat 

Perintah Penangkapan serendah-rendahnya: 

a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri;  

b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda;  

c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil;  

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres; atau 

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek. 
 
(2)  Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang 

ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung. 

 
Paragraf 3 

Tindakan Penangkapan  
 

Pasal 75 
 

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib: 

a. memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai 
kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-
batasan kewenangan tersebut; 

b. memiliki kemampuan teknis penangkapan yang sesuai hukum;  

c. menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan 
persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan; dan 

d. bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga 
bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalam melakukan 
penangkapan, cara-cara penangkapan  terkait dengan kategori-kategori 
yang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua atau 
golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan. 

 
Pasal 76 

 
(1) Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. keseimbangan antara tindakan yang dlakukan dengan bobot 
ancaman; 

b. senantiasa ...... 
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b. senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang 

ditangkap; dan 

c. tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi 
tersangka. 
 

(2) Tersangka yang telah tertangkap, tetap diperlakukan sebagai orang belum 
tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan.  

 
 

Paragraf 4 
Pengawasan Penangkapan  

 
Pasal  77 

 
Dalam hal melakukan penangkapan, setiap petugas wajib untuk: 

a. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri; 

b.   menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan 
tertangkap tangan; 

c.     memberitahukan alasan penangkapan; 

d.    menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman 
hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan; 

e.    menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan 
memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah 
penangkapan; 

f.  senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan 

g. memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, 
berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi 
oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP. 

 
Pasal 78 

 
(1)    Dalam hal orang yang ditangkap tidak paham atau tidak mengerti bahasa 

yang dipergunakan oleh petugas maka orang tersebut berhak 
mendapatkan seorang penerjemah tanpa dipungut biaya. 

 
(2)   Dalam hal orang asing yang ditangkap, penangkapan tersebut harus 

segera diberitahukan kepada kedutaan, konsulat, atau misi diplomatik 
negaranya, atau ke perwakilan organisasi internasional yang kompeten jika 
yang bersangkutan merupakan seorang pengungsi atau dalam lindungan 
organisasi antar pemerintah. 

 
 

Paragraf 5 ….. 
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Paragraf 5 
Tersangka Anak dan Perempuan 

 
Pasal 79 

 
Dalam hal anak yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak tambahan 
bagi anak yang ditangkap sebagai berikut: 

a.      hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; 

b.     hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak 
menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut; 

c. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak; 

d. diperiksa di ruang pelayanan khusus;  

e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan 

f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan  peradilan anak. 
 

Pasal 80 
 

Dalam hal perempuan yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan perlakuan 
khusus sebagai berikut: 

a.      sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang 
berperspektif gender; 

b.      diperiksa di ruang pelayanan khusus;  

c. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;  

d. hal mendapat perlakuan khusus; 

e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan 

f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan. 
 

Paragraf 6 
Tindakan Setelah Penangkapan  

 
Pasal 81 

 
 (1)   Setelah melakukan penangkapan, petugas wajib membuat berita acara 

penangkapan yang berisi: 

a.   nama dan identitas petugas yang melakukan penangkapan; 

b.    nama identitas yang ditangkap; 

c.    tempat, tanggal  dan waktu penangkapan; 

d.    alasan penangkapan dan/atau Pasal  yang dipersangkakan; 

e.    tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan; 
dan 

f. keadaan kesehatan orang yang ditangkap. 

(2) Setelah ….. 
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(2)  Setelah melakukan penangkapan, penyidik wajib: 

a. menyerahkan selembar surat perintah penangkapan kepada 
tersangka dan mengirimkan tembusannya kepada keluarganya; 

b. wajib memeriksa kesehatan tersangka; dan 

c. terhadap tersangka dalam keadaan luka parah, penyidik wajib 
memberi pertolongan kesehatan dan membuat berita acara tentang 
keadaan tersangka.  

 
Pasal 82 

 
(1) Dalam hal seseorang yang tertangkap tangan, harus segera dilaksanakan 

pemeriksaan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam guna 
menentukan perlu tidaknya dilakukan penahanan. 

 
(2) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang tertangkap tangan segera 

dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penahanan 
tersangka atau pembebasan tersangka. 

 
Pasal 83 

 
(1) Dalam hal tersangka yang telah ditangkap, penyidik wajib segera 

melakukan pemeriksaan guna menentukan apakah tersangka dapat 
ditahan atau dibebaskan, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat)  
jam untuk perkara biasa, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk 
perkara narkotika dan/atau tindak pidana lain sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan, terhitung mulai saat tersangka dapat diperiksa oleh 
penyidik di kantor penyidik. 

 
(2) Dalam hal tersangka tidak bersedia diperiksa, penyidik wajib membuat 

berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, 
tersangka dan pihak lain yang menyaksikan. 

 
Paragraf 7 

Pembebasan Tersangka 
 

Pasal 84 
 

(1) Dalam hal tersangka yang ditangkap ternyata salah orangnya atau tidak 
cukup bukti, penyidik wajib membebaskan tersangka dengan membuat 
berita acara pembebasan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka 
dan pihak lain yang menyaksikan. 

 
(2) Pembebasan tersangka wajib dilengkapi dengan Surat Perintah 

Pembebasan tersangka dalam hal pemeriksaan telah selesai atau karena 
masa penangkapan berakhir. 

 
(3) Surat Perintah pembebasan diserahkan kepada tersangka dan 

tembusannya dikirimkan kepada keluarganya. 
(4) Pejabat ….. 
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(4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembebasan 
Tersangka adalah pejabat sebagai berikut: 

a. Kanit di tingkat Bareskrim Polri;  

b.    Kasat Serse di tingkat Polda;  

c. Kepala/ Kepala Bagian reserse di tingkat Polwil;  

d. Kepala Kesatuan Reserse di tingkat Polres; atau 

e. Kapolsek/Wakapolsek. 
 

(5)  Surat Perintah Pembebasan Tersangka yang ditandatangani oleh pejabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya wajib disampaikan 
kepada Atasan Langsung. 

 
Bagian Kedua 

Penahanan 
 

Paragraf 1 
Prinsip Penahanan  

 
Pasal 85 

 
(1)  Dalam rangka menghormati HAM, tindakan penahanan harus 

memperhatikan standar sebagai berikut: 

a. setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi; 

b. tidak seorangpun dapat ditangkap ataupun ditahan dengan 
sewenang-wenang; dan 

c. tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan 
alasan-alasan tertentu  dan sesuai dengan prosedur seperti yang 
telah ditentukan oleh hukum. 
 

(2)   Tindakan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan 
menurut tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. 

 
(3) Tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya, harus 

tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada 
keputusan hukum yang berkekuatan tetap. 

 
Paragraf 2 

Surat Perintah Penahanan  
 

Pasal 86 
 

(1) Penahanan wajib dilengkapi Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan 
oleh pejabat yang berwenang.   

 
(2) Surat Perintah Penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar 

perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik, dibawah pengawasan 
Perwira Pengawas Penyidik dan dilaporkan kepada pejabat yang 
berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan. 

(3) Pejabat ..... 
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(3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan 
adalah pejabat serendah-rendahnya sebagai berikut: 

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri;  

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;  

c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil;  

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres; 

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek. 
  
(4)    Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan 
Langsung. 

   
Pasal 87 

 
(1) Penahanan terhadap seseorang yang mendapat perlakuan khusus 

menurut peraturan perundang-undangan dilaksanakan setelah 
mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat sesuai ketentuan peraturan 
perundang-perundangan. 

 

(2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat serendah-rendahnya 
sebagai berikut: 

a. Kabareskrim Polri untuk tingkat Mabes Polri;  

b. Direktur Reserse/Kadensus untuk tingkat Polda;  

c. Kepala Satuan Kewilayahan untuk tingkat Polwil;  

d. Kepala Satuan Resort untuk tingkat Polres; 
 
(3)    Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan 
Langsung. 

 
Paragraf 3 

Penangguhan Penahanan  
 

Pasal 88 
 

(1) Penangguhan Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.   

 
(2) Surat Perintah Penangguhan Penahanan dikeluarkan  setelah melalui 

mekanisme gelar perkara secara internal di kesatuan fungsi masing-
masing untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penangguhan 
penahanan terhadap tersangka. 

 
(3) Setiap penangguhan penahanan wajib dilaporkan kepada atasan pejabat 

yang berwenang menangguhkan penahanan. 
 

(4) Pejabat ….. 
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(4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penangguhan 
Penahanan serendah-rendahnya: 

a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan 
melaporkan kepada Kabareskrim Polri;  

b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan 
melaporkan kepada Kapolda;  

c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan 
kepada Kapolwil;  

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada 
Kapolres; 

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada 
Kapolres. 

 

Paragraf 4 
Pencabutan Penangguhan Penahanan  

 

Pasal 89 
 

(1) Terhadap tersangka yang telah diberikan penangguhan penahanan, dapat 
dilakukan penahanan kembali melalui penerbitan Surat Pencabutan 
Penangguhan Penahanan. 

 
(2) Pencabutan Penangguhan Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat 

Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan yang dikeluarkan oleh 
pejabat yang berwenang.  

 
(3) Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan dikeluarkan 

berdasarkan pertimbangan adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan 
diri dan/atau mengulangi perbuatannya dan/atau merusak/menghilangkan 
barang bukti.  

 
(4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencabutan 

Penangguhan Penahanan serendah-rendahnya: 

a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan 
melaporkan kepada Kabareskrim Polri;  

b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan 
melaporkan kepada Kapolda;  

c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan 
kepada Kapolwil;  

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada 
Kapolres; 

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada 
Kapolres. 

 

Paragraf 5 
Pengalihan Status Penahanan  

 

Pasal 90 
 

(1) Dalam hal kepentingan penyidikan dan dengan mempertimbangkan kondisi 
tersangka, dapat dilakukan pengalihan jenis tahanan. 

(2) Pengalihan ….. 
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(2) Pengalihan Jenis Tahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.   

 
(3) Surat Perintah Pengalihan Jenis Tahanan dapat dikeluarkan berdasarkan 

pertimbangkan: 

a. permohonan dari tersangka/keluarganya/kuasa hukumnya; 

b. hasil penelitian kondisi tersangka; 

c. saran dari Perwira Pengawas Penyidik berdasar hasil gelar perkara; 

d. faktor keamanan/keselamatan tersangka; dan  

e. faktor kelancaran penyidikan. 
 

(4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pengalihan Jenis 
Tahanan serendah-rendahnya: 

a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan 
melaporkan kepada Kabareskrim Polri;  

b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan 
melaporkan kepada Kapolda;  

c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan 
kepada Kapolwil;  

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada 
Kapolres; 

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada 
Kapolres. 

 
Paragraf 6 

Pemindahan Tempat Penahanan  
 

Pasal 91 
 

(1) Pemindahan Tempat Penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka 
untuk kepentingan:  

a. tersangka akan dipindahkan ke rumah tahanan negara lainnya 
 karena peralihan status tersangka sesuai dengan tahap 
 perkembangan perkara; 

b. pertimbangan keamanan; 

c. pertimbangan efisiensi penyelesaian perkara. 
 
(2) Pemindahan Tempat Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah 

yang dikeluarkan oleh atasan atau pejabat yang berwenang.   
 
(3)  Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pemindahan 

Tempat Penahanan serendah-rendahnya: 

a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan 
melaporkan kepada Kabareskrim Polri; 

b. Direktur .....  
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b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan 
melaporkan kepada Kapolda;  

c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan 
kepada Kapolwil;  

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada 
Kapolres; 

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada 
Kapolres. 

 
Paragraf 7 

Pembantaran Penahanan  
 

Pasal 92 
 

(1) Dalam hal tahanan yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan 
perawatan yang intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit, dapat 
dilakukan pembantaran. 

  
(2) Pembantaran Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.   
 
(3)  Surat Perintah Pembantaran Penahanan dikeluarkan berdasarkan: 

a. pertimbangan dokter yang menyatakan terhadap tersangka perlu 
dilakukan perawatan dirumah sakit; 

b. permohonan dari tersangka/keluarga/penasihat hukumnya.  
 

(4)  Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembantaran 
Penahanan serendah-rendahnya: 

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan 
kepada Kabareskrim Polri;  

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada 
Kapolda;  

c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan 
kepada Kapolwil;  

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada 
Kapolres; atau 

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada 
Kapolres. 

 
Pasal 93 

 
(1) Dalam hal tersangka yang telah diberikan pembantaran penahanan dan 

ternyata kondisi kesehatannya sudah sehat kembali tetapi masih 
diperlukan tindakan penahanan, harus dilakukan Pencabutan Pembataran 
Penahanan dan selanjutnya dilakukan penahanan lanjutan. 

 
(2) Pencabutan ..... 
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 (2) Pencabutan Pembantaran Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat 
Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.   

 
(3)  Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dikeluarkan 

berdasarkan pertimbangan dokter yang menyatakan kondisi tersangka 
telah pulih kembali kesehatannya.  

 
(4)  Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencabutan 

Pembantaran Penahanan serendah-rendahnya: 

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan 
kepada Kabareskrim Polri; 

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada 
Kapolda;  

c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan 
kepada Kapolwil;  

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada 
Kapolres; atau 

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada 
Kapolres. 

 

Paragraf 8 
Penahanan Lanjutan 

 
Pasal 94 

 
(1) Penahanan Lanjutan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.   
 
(2)  Surat Perintah Penahanan Lanjutan dapat dikeluarkan dalam hal: 

a. tersangka yang diberikan pembantaran telah sehat kembali 
 sedangkan tindakan penahanan masih diperlukan; dan 

b. tersangka yang diberikan pembataran melarikan diri dan 
 berhasil ditemukan kembali. 

 
(3)  Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan 

Lanjutan serendah-rendahnya: 

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan 
kepada Kabareskrim Polri;  

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada 
Kapolda;  

c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan 
kepada Kapolwil;  

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada 
Kapolres; atau 

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada 
Kapolres. 

Paragraf 9 ..... 
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Paragraf 9 
Pengeluaran Tahanan 

 

Pasal 95 
 

(1) Pengeluaran Tahanan dapat dilakukan terhadap tersangka dengan 
pertimbangan:  

a. masa penahanan terhadap tersangka sudah habis; 

b. tersangka akan dipindahkan kerumah tahanan negara lainnya; 

c. tersangka ditangguhkan penahanannya; 

d. tersangka dibantarkan penahanannya karena sakit; dan/atau 

e. tersangka telah selesai dilakukan pemeriksaan.  
 

(2) Pengeluaran Tahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.   

 
(3)  Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pengeluaran 

Tahanan serendah-rendahnya: 

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan 
kepada Kabareskrim Polri;  

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada 
Kapolda;  

c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan 
kepada Kapolwil;  

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada 
Kapolres; atau 

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada 
Kapolres. 

 
(4) Setelah dilakukan Pengeluaran Tahanan wajib dibuatkan Berita Acara 

Pengeluaran Tahanan dengan substansi sekurang-kurangnya meliputi: 

a. nama dan identitas tersangka yang ditahan;  

b. tempat dan tanggal pengeluaran tahanan; 

c. keadaan kesehatan tahanan yang dikeluarkan; dan 

d. tanda tangan saksi dan pejabat yang mengeluarkan tahanan.  
 

Bagian Ketiga 
Perlakuan Tersangka/ Tahanan 

 
Paragraf 1 

Tahanan Dewasa 
 

Pasal 96 
 

Tindakan penahanan harus senantiasa menghormati dan menghargai hak-hak 
tersangka yang ditahan meliputi: 

a. semua ..... 
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a. semua orang yang kebebasannya dicabut harus tetap diperlakukan secara 
manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat sebagai  
manusia; 

b. setiap orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana harus dikenakan 
asas praduga tak bersalah sebelum terbukti bersalah oleh suatu keputusan 
peradilan; 

c. tersangka/tahanan berhak mendapat penjelasan mengenai alasan 
penahanan dan mengenai tuduhan yang dikenakan kepadanya; 

d. sebelum persidangan dilaksanakan, seorang tersangka dimungkinkan 
untuk tidak ditahan dengan jaminan dan alasan tertentu seperti: 

1. tidak akan mengulang kejahatan lagi; 

2. tidak merusak atau menghilangkan barang bukti; dan 

3. tidak melarikan diri. 

e. tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, 
mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau 
diberi ancaman-ancaman lainnya; 

f. tahanan hanya boleh ditahan di tempat penahanan resmi, keluarga serta 
penasihat hukum harus diberikan informasi tentang tempat dan status 
penahanan; 

g. tahanan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum; 

h. tahanan berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan akses untuk 
berhubungan dengan keluarga; 

i. tahanan berhak untuk memperoleh pelayanan medis yang memadai 
dengan catatan medis yang harus disimpan;  

j. tahanan harus mendapatkan hak untuk berkomunikasi dengan penasihat 
hukum; 

k. tahanan yang tidak begitu paham dengan bahasa yang digunakan oleh 
pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penahanannya, berhak 
untuk memperoleh informasi dalam bahasa yang dia pahami.  Jika 
mungkin, disediakan penerjemah, tanpa dipungut biaya, untuk proses 
pengadilan selanjutnya;  

l. tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa, perempuan 
dari laki-laki, dan tersangka dari terpidana; 

m. lama penahanan serta sah atau tidaknya penahanan seseorang diputuskan 
oleh hakim atau pejabat yang berwenang; 

n. para tersangka mempunyai hak untuk berhubungan dengan dunia luar, 
menerima kunjungan keluarga dan berbicara secara pribadi dengan 
penasihat hukumnya; 

o. para tersangka harus ditempatkan pada fasilitas-fasilitas yang manusiawi, 
yang dirancang dengan memenuhi persyaratan kesehatan yang tersedia 
seperti air, makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, fasilitas untuk berolah 
raga dan barang-barang untuk keperluan kesehatan pribadi; 
 

p. tahanan ..... 
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p. tahanan berhak mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah menurut 
agama/kepercayaan atau keyakinannya; 

q. setiap tahanan berhak hadir dihadapan petugas pengadilan untuk 
mengetahui keabsahan penahananya; 

r. hak dan status khusus perempuan serta anak-anak harus dihormati; 

s. tahanan tidak dapat dipaksa untuk mengaku dan memberikan kesaksian 
yang memberatkan dirinya atau orang lain; 

t. harus ada pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tahanan; 

u. tahanan tidak boleh dijadikan bahan percobaan medis atau ilmiah yang 
dapat mengakibatkan penurunan kesehatannya meskipun atas kesediaan 
yang bersangkutan; 

v. situasi dan suasana interogasi harus dicatat secara rinci; 

w. tahanan harus diperlakukan dengan layak dan dipisahkan dari narapidana; 

x. wawancara antara seorang yang ditahan dan penasihat hukumnya boleh 
diawasi tetapi tidak boleh didengar oleh petugas penegak hukum; 

y. apabila seseorang yang ditahan atau di rumah tahanan (rutan) meminta, 
dapat ditempatkan di tahanan atau rumah tahanan yang cukup dekat 
dengan daerah tempat tinggalnya, jika memungkinkan; dan 

z. waktu besuk tahanan ditentukan oleh kepala kesatuan masing-masing. 
 

Pasal 97 
 

Dalam melaksanakan tindakan penahanan, petugas dilarang: 

a.  menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan 
siksaan badan terhadap seseorang; 

b. melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual 
terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan/ pengakuan; 

c.     melakukan tindakan pelecehan, penghinaan atau tindakan lain yang dapat 
merendahkan martabat manusia; dan/atau 

d. meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan. 
 

Paragraf 2 
Tahanan Anak dan Perempuan 

 
Pasal 98 

 
Dalam hal anak yang ditahan, maka wajib diperhatikan hak tambahan bagi anak 
sebagai berikut: 

a.      hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; 

b.     hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak 
menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut; 

c. hak ….. 
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c. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak; 

d. diperiksa di ruang pelayanan khusus;  

e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan 

f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan  peradilan anak. 
 

Pasal 99 
 

Dalam hal perempuan yang ditahan, maka wajib diperhatikan perlakuan khusus 
sebagai berikut: 

a.     sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang 
berperspektif gender; 

b.      diperiksa di ruang pelayanan khusus;  

c. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;  

d. hal mendapat perlakuan khusus; 

e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan/atau 

f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan. 
 

BAB VII 
 

PEMERIKSAAN 
 

Bagian Kesatu 
Pemeriksaan Saksi 

 
Pasal 100 

 
(1)  Pemeriksa terhadap saksi dilaksanakan di kantor kesatuan penyidik sesuai 

dengan yang dinyatakan di dalam surat panggilan.  
 
(2) Pemeriksaan terhadap saksi dapat dilaksanakan di tempat lain sesuai 

dengan kesepakatan antara saksi dengan penyidik sepanjang tidak 
mengganggu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan. 

 
(3) Pelaksanaan pemeriksaan saksi di tempat lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) harus seizin Pengawas Penyidik. 
 

Pasal 101  
 

(1) Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan, saksi dapat didampingi oleh 
penasihat hukum. 

 
(2) Penyidik tidak boleh menolak penasihat hukum yang mendampingi saksi. 
 
 

Bagian …… 
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Bagian Kedua  
Pemeriksaan Tersangka 

 
Pasal 102  

 
(1)  Pemeriksa terhadap tersangka dilaksanakan di kantor kesatuan penyidik 

sesuai dengan yang dinyatakan di dalam surat panggilan.  
 
(2) Setiap pemeriksaan terhadap tersangka dapat didampingi oleh penasihat 

hukumnya. 
 
(3) Dalam hal tersangka meminta salinan hasil berita acara pemeriksaan, 

penyidik dapat memberikan salinan kepada tersangka setelah 
mendapatkan persetujuan dari Perwira Pengawas Penyidik. 

 
(4) Salinan yang diberikan hanya untuk kepentingan tersangka dan tidak 

dibenarkan untuk dipublikasikan agar tidak mengganggu kelancaran 
penyidikan. 

 
Pasal 103 

 
Dalam hal petugas melakukan tindakan pemeriksaan terhadap tersangka, wajib: 

a. memberikan kesempatan terhadap tersangka untuk menghubungi dan 
didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai; 

b. segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah 
direncanakan; 

c. memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan kesehatan dan 
kesiapan yang akan diperiksa; 

d  menjelaskan status keperluan tersangka dan tujuan pemeriksaan; 

e. mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan dan mudah dipahami oleh 
tersangka; 

f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan 
pemeriksaan; 

g. memperhatikan dan  menghargai hak tersangka untuk memberikan 
keterangan secara bebas; 

h. menghormati hak tersangka untuk menolak memberikan informasi 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya; 

i. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dengan 
memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa; 

j.  memberikan kesempatan kepada tersangka untuk istirahat, melaksanakan 
ibadah,  makan, dan keperluan pribadi lainnya sesuai peraturan yang 
berlaku;  

k. membuat berita acara pemeriksaan semua keterangan yang diberikan oleh 
tersangka sesuai dengan tujuan pemeriksaan; 

l. membacakan ..... 
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l. membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan 
bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; 

m. membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang 
menyaksikan jalannya pemeriksaan; dan 

n. memberikan kesempatan tersangka untuk memberikan keterangan 
tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.  

 
Bagian Ketiga  

Pengawasan Pemeriksaan 
 

Paragraf 1 
Pemeriksaan Saksi/ Tersangka  

 
Pasal 104 

 
Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap saksi/tersangka, petugas dilarang: 

a.   memeriksa saksi/tersangka sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, 
kecuali atas persetujuan yang diperiksa; 

b. menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga 
merugikan pihak saksi/tersangka; 

c. menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal 
pemeriksaan; 

d  tidak menjelaskan status keperluan saksi/tersangka dan tujuan 
pemeriksaan; 

e. mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami saksi/tersangka, atau dengan 
cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam saksi/tersangka; 

f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan 
pemeriksaan; 

g. melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak 
saksi/tersangka; 

h. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau 
psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau 
pengakuan; 

i. memaksa saksi/tersangka untuk memberikan informasi mengenai hal-hal 
yang berkaitan dengan rahasia jabatannya; 

j. membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk 
melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan 
hak-hak saksi/tersangka; 

k. melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat 
hukum dan/atau tanpa alasan yang sah; 

l.  tidak memberikan kesempatan kepada saksi/tersangka untuk istirahat, 
melaksanakan ibadah,  makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan 
yang sah; 

m. memanipulasi ..... 
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m.  memanipulasi hasil pemeriksaan dengan cara tidak mencatat sebagian 
keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan saksi/tersangka 
yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan; 

n. menolak saksi/tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk 
diperiksa; 

o.    menghalangi-halangi penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum 
kepada saksi/ tersangka yang diperiksa; 

p. melakukan pemeriksaan di tempat yang melanggar ketentuan hukum; 

q. tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada saksi/tersangka 
dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan 

r. melalaikan kewajiban tanda tangan saksi/tersangka yang menyaksikan 
jalannya pemeriksaan. 

 
Paragraf 2 

Pemeriksaan Anak dan Perempuan 
 

Pasal 105 
 

Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, petugas wajib 
mempertimbangkan:  

a. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak; 

b. hak untuk didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas); 

c. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; dan 

d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak. 
 

Pasal 106 
 

Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap perempuan, petugas 
wajib mempertimbangkan:  

a.      diperiksa di ruang khusus perempuan;  

b. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;  

c. hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasihat hukum; dan 

d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan. 
 

BAB VIII 
 

TKP 
 

Bagian Kesatu 
Tindakan Pertama di TKP 

 
Pasal 107 

 
(1)      Dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan di TKP, petugas wajib: 

a.   melaksanakan tindakan pemeriksaan di TKP sesuai peraturan 
perundang-undangan;  

b. melakukan ….. 
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b. melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari keterangan, 
mengumpulkan bukti, menjaga keutuhan TKP dan memeriksa 
semua objek yang relevan dengan tujuan pemeriksaan pengolahan 
TKP; 

c. menutup TKP dan melarang orang lain yang tidak berkepentingan 
memasuki TKP, dengan cara yang wajar, tegas tetapi sopan;  

d. mencari informasi yang penting untuk pengungkapan perkara 
kepada orang yang ada di TKP dengan sopan; 

e. melakukan tindakan di TKP hanya untuk kepentingan tugas yang di 
dalam batas kewenangannya; 

f. memperhatikan dan  menghargai hak-hak orang untuk memberikan 
keterangan secara bebas; 

g. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dan 
membuka kembali TKP setelah kepentingan pengolahan TKP 
selesai; 

h. mencatat semua keterangan dan informasi yang diperoleh di TKP 
dan membuat berita acara pemeriksaan di TKP; dan 

i. membubuhkan tanda tangan saksi/tersangka yang menyaksikan 
pemeriksaan di TKP. 

 
(2)      Dalam hal melakukan pemeriksaan di TKP, petugas dilarang: 

a.  melakukan tindakan yang dapat merusak keutuhan TKP dan 
merusak barang lainnya; 

b. melakukan tindakan penutupan TKP secara berlebihan (dalam 
konteks waktu dan batas-batas TKP) dan/atau tindakan yang tidak 
relevan dengan kepentingan pengolahan TKP; 

c. melakukan tindakan yang arogan, membatasi hak-hak seseorang 
atau kelompok secara berlebihan  yang tidak relevan dengan tujuan 
pemeriksaan di TKP; 

d. melakukan tindakan di TKP di luar batas kewenangannya; 

e. mengambil barang-barang di TKP yang tidak ada hubungannya 
dengan penyidikan; 

f. tidak memperhatikan/menghargai hak-hak orang yang berada di 
TKP; dan 

g. sengaja memperlama waktu pemeriksaan di TKP dan/atau tidak 
membuka kembali TKP walaupun kepentingan pengolahan TKP 
telah selesai. 

 
 

Bagian ….. 
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Bagian Kedua 
Pemeriksaan Kendaraan  

 
Pasal 108 

 
(1)      Dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan kendaraan, petugas wajib: 

a. menunjukkan identitas dan memberitahukan kepentingan 
pemeriksaan kendaraan kepada pemiliknya secara jelas dan sopan 
serta disaksikan oleh pemilik kendaraan; 

b. menyampaikan permintaan maaf dan meminta kesediaan pemilik/ 
pengemudi/penumpang atas terganggunya kebebasan akibat 
dilakukannya pemeriksaan; 

c. melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari sasaran 
pemeriksaan yang  diperlukan dengan cara yang simpatik; dan 

d. melakukan tindakan pemeriksaan sesuai dengan teknik dan taktik 
pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas 
kewenangannya; 

e. memperhatikan dan  menghargai hak-hak orang yang berkaitan 
dengan kendaraan, pemilik, penumpang, pengemudi; 

f. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dan 
mempersilahkan kendaraan berlalu setelah pemeriksaan selesai; 

g. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya pemeriksaan; dan 

h. mencatat semua keterangan dan informasi termasuk barang bukti 
yang diperoleh ke dalam berita acara. 

 
(2)      Dalam hal melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas dilarang: 

a. melakukan pemeriksaan tanpa memberitahukan kepentingan 
pemeriksaan kendaraan kepada pemilik/pengemudi; 

b. bersikap arogan pada waktu melaksanakan pemeriksaan; 

c. melakukan pemeriksaan dengan bertindak sewenang-wenang 
dengan alasan untuk mencari sasaran pemeriksaan sehingga 
menimbulkan kerugian bagi pihak yang diperiksa; 

d. melakukan tindakan pemeriksaan yang menyimpang dari teknik dan 
taktik pemeriksaan dan atau di luar batas kewenangannya; 

e. melecehkan atau tidak menghormati/menghargai hak-hak orang 
yang berkaitan dengan kendaraan: pemilik, penumpang dan 
pengemudi; dan 

f. sengaja memperlama waktu pemeriksaan sehingga mengganggu 
atau merugikan pihak yang diperiksa dan/atau merampas 
kebebasannya. 

 

BAB IX ..... 
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BAB  IX 
 

PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN 
 

Bagian Kesatu 
Penggeledahan 

 
Paragraf 1 

Surat Perintah Penggeledahan 
 

Pasal 109 
 

(1) Penggeledahan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Penggeledahan 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 

 
 (2) Penggeledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya 

hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri 
setempat, kecuali dalam keadaan mendesak. 

 
(3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Permintaan Izin 

Penggeledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya 
dan Surat Perintah Penggeledahan serendah-rendahnya: 

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan 
kepada Kabareskrim Polri;  

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada 
Kapolda;  

c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan 
kepada Kapolwil;  

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada 
Kapolres; atau 

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada 
Kapolres. 

 
Pasal 110 

 
(1)  Dalam hal keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus 

segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin Ketua 
Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan 
Penggeledahan dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Perwira 
Pengawas Penyidik.   

 
(2) Setelah dilaksanakan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) Penyidik wajib segera membuat Berita Acara Penggeledahan dan 
melapor kepada Perwira Pengawas Penyidik serta mengirimkan surat 
pemberitahuan pelaksanaan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri setempat. 

 
(3) Dalam hal ..... 
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(3) Dalam hal melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) wajib disaksikan oleh Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat 
setempat. 

 
Paragraf 2 

Penggeledahan Orang 
 

Pasal 111 
 

(1)      Dalam melakukan tindakan penggeledahan orang, petugas wajib: 

a. memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas 
dan sopan; 

b. meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas 
terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya pemeriksaan; 

c. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas;  

d. melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang  
diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik; 

e. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik 
pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas 
kewenangannya; 

f. memperhatikan dan  menghargai hak-hak orang yang digeledah; 

g. melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas 
perempuan; 

h. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; dan 

i. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan. 
 

(2)      Dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang: 

a. melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan 
tindakan penggeledahan secara jelas; 

b. melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan 
mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah; 

c. melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan 
melanggar etika; 

d. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik 
dan taktik pemeriksaan, dan/atau tindakan yang di luar batas 
kewenangannya; 

e. melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang 
digeledah; 

f. memperlama pelaksanakan penggeledahan, sehingga merugikan 
yang digeledah; dan 

g. melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki 
ditempat terbuka dan melanggar etika. 

Paragraf 3 ..... 
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Paragraf 3 
Penggeledahan Tempat 

 
Pasal 112 

 
(1)      Dalam hal melakukan tindakan penggeledahan tempat/rumah, petugas 

wajib: 

a. melengkapi administrasi penyidikan; 

b. memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan 
dan sasaran penggeledahan; 

c. memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran 
penggeledahan; 

d. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau kartu identitas petugas; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang 
dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus 
didampingi oleh penghuni; 

f. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik 
pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas 
kewenangannya; 

g. menerapkan taktik penggeledahan untuk mendapatkan hasil 
seoptimal mungkin, dengan cara yang sedikit mungkin menimbulkan 
kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak 
lain; 

h. dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yan dicari, 
tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh 
pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan; 

i. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan; 
dan 

j. membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh 
petugas, pihak yang digeledah dan para saksi. 

 
(2)      Dalam hal melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang: 

a. tanpa dilengkapi administrasi penyidikan; 

b. tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang 
kepentingan dan sasaran penggeledahan; 

c. tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran 
penggeledahan, tanpa alasan yang sah; 

d. melakukan penggeledahan dengan cara yang sewenang-wenang, 
sehingga merusak barang atau merugikan pihak yang digeledah; 

e. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari 
kepentingan tugas yang di luar batas kewenangannya; 

f. melakukan ..... 
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f. melakukan penggeledahan dengan cara berlebihan sehingga 
menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak pihak yang 
digeledah; 

g. melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang 
digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;  

h. melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan 
tindak pidana yang terjadi; 

i. bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang 
yang digeledah; 

k. melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk 
mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti; dan 

l. tidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan 
penggeledahan. 

 

Bagian Kedua 
Penyitaan   

 
Paragraf 1 

Surat Perintah Penyitaan 
 

Pasal 113 
 

(1) Penyitaan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 

 
(2) dalam hal penyitaan terhadap benda tidak bergerak, surat, maupun tulisan 

lainnya harus dilengkapi dengan izin dan/atau atas izin khusus Ketua 
Pengadilan Negeri setempat. 

 
(3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyitaan dan 

Surat Permintaan Izin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
setempat serendah-rendahnya: 
a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan 

kepada Kabareskrim Polri;  
b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada 

Kapolda;  
c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan 

kepada Kapolwil;  
d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada 

Kapolres; atau 
e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada 

Kapolres. 
 

Pasal 114 
 

(1) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus 
segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin Ketua 
Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan 
Penyitaan hanya atas benda bergerak dengan Surat Perintah Penyitaan 
yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik. 

(2) Setelah ….. 



 
 
 

58 

 

(2) Setelah dilaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
maka Penyidik wajib segera membuat Berita Acara Penyitaan dan 
melaporkan kepada Perwira Pengawas Penyidik serta memberitahukan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan Surat 
Penetapan Penyitaan terhadap benda sitaan. 

 
Paragraf 2 

Pengawasan Penyitaan  
 

Pasal 115 
 

Dalam hal melakukan penyitaan, penyidik dilarang: 

a. melakukan penyitaan tanpa dilengkapi administrasi penyidikan; 

b. tidak memberitahu tujuan penyitaan; 

c. melakukan penyitaan benda yang tidak ada hubungannya dengan 
penyidikan; 

d. melakukan penyitaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum; 

e. tidak menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang berhak; 

f. tidak membuat berita acara penyitaan setelah selesai melaksanakan 
penyitaan; 

g. menelantarkan barang bukti yang disita atau tidak melakukan perawatan 
barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 

h. mengambil, memiliki, menggunakan, dan menjual barang bukti secara 
melawan hak. 

 
BAB  X 

 
PENANGANAN BARANG BUKTI 

 
Pasal 116 

 
(1)   Barang bukti dapat disita merupakan benda yang diduga ada sangkut 

pautnya dengan perkara pidana yang sedang diselidiki/disidik dan dapat 
digunakan sebagai pendukung alat pembuktian di dalam proses 
persidangan perkara. 

 
(2)   Jenis barang bukti yang dapat disita antara lain: 

a. benda atau tagihan tersangka/ terdakwa yang diduga dari tindak 
pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; 

b. benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan atau 
mempersiapkan tindak pidana; 

c. benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan; 

d. benda ….. 
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d. benda khusus yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak 
pidana; dan 

e. benda lain (termasuk serat optik) yang mempunyai hubungan 
langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. 
 

 (3) Ketentuan mengenai prosedur penanganan barang bukti diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Kapolri.  

 
BAB  XI 

 

PENYELESAIAN PERKARA 
 

Bagian Kesatu  
Penghentian Penyidikan 

 
Paragraf 1 

Dasar Penghentian Penyidikan  
 

Pasal 117 
 
(1) Pertimbangan untuk melakukan penghentian penyidikan perkara terdiri 

dari: 

a. tidak cukup bukti; 

b. perkaranya bukan perkara pidana; dan/atau 

c. demi hukum. 
 
(2) Penghentian penyidikan perkara demi hukum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c meliputi: 

a. tersangka meninggal dunia; 

b. perkara telah melampaui masa daluwarsa; 

c. pengaduan dicabut bagi delik aduan; dan/atau 

d. nebis in idem (tindak pidana memperoleh putusan Hakim yang telah 
berkekuatan hukum tetap). 

 
Paragraf 2 

Penghentian Penyidikan  
 

Pasal 118 
 
Pelaksanaan penghentian penyidikan oleh penyidik, dilakukan dalam bentuk: 

a. penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) oleh 
pejabat yang berwenang; 

b. pembuatan Berita Acara Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh penyidik 
dan disahkan oleh Pengawas Penyidik; dan 

c. pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan perkara oleh 
penyidik kepada tersangka/keluarganya dan JPU. 

Pasal 118 ..... 
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Pasal 119 
 

(1) Pejabat yang berwenang menandatangani SP3 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 118 huruf a serendah-rendahnya: 

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri;  

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;  

c. Kepala Kesatuan Kewilayahan setingkat Polwil; atau 

d. Kepala Kesatuan Resor setingkat Polres. 
 
(2) Pejabat yang berwenang menandatangani SP3 merupakan pejabat yang 

mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 119 huruf a adalah: 

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri setelah 
mendapatkan persetujuan Kabareskrim Polri;  

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda setelah mendapatkan 
persetujuan Kapolda;  

c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil setelah 
mendapatkan persetujuan kepada Kapolwil; atau 

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres setelah mendapatkan 
persetujuan Kapolres. 

 
Pasal 120 

 
Berita Acara Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 
huruf b harus dibuat oleh penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah 
diterbitkannya SP3.  
 

Paragraf 3 
Prosedur Penghentian Penyidikan 

 
Pasal 121 

 
(1) Penghentian Penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan 

tindakan penyidikan secara maksimal dan hasilnya ternyata penyidikan 
tidak dapat dilanjutkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
116. 

 
(2) Keputusan penghentian penyidikan sebagaimana dimakud pada ayat (1) 

hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan gelar perkara 
luar biasa. 

 
(3) Gelar perkara untuk penghentian penyidikan dipimpin oleh pejabat yang 

berwenang serendah-rendahnya: 

a. Karo Analis pada Bareskrim Polri;  

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;  
c. Kepala ..... 
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c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil; atau 

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres. 
 

Pasal 122 
 

(1) Gelar perkara luar biasa tahap pertama untuk penghentian penyidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-
kurangnya: 

a. Penyidik dan Pengawas Penyidik; 

b. pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang 
membuat Surat Perintah Penyidikan; 

c. Itwas Polri; 

d. Binkum Polri; 

e. Propam Polri;  

f. saksi Ahli; 

g. dapat menghadirkan pihak pelapor; dan 

h. dapat menghadirkan pihak terlapor. 
 
(2) Gelar perkara luar biasa tahap kedua untuk penghentian penyidikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-
kurangnya: 

a. Penyidik dan Pengawas Penyidik; 

b. pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang 
membuat Surat Perintah Penyidikan; 

c. Itwas Polri; 

d. Binkum Polri 

e. Propam Polri; 

f. pihak pelapor beserta penasihat hukumnya; 

g. pihak terlapor beserta penasihat hukumnya; dan 

h. pejabat JPU bila sangat diperlukan. 
 

Pasal 123 
 

(1)  Pelaksanaan gelar perkara luar biasa untuk penghentian penyidikan 
perkara meliputi: 

a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar; 

b. paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan 
penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan; 

c. paparan penyidik tentang alasan penghentian penyidikan; 

d. tanggapan dan diskusi para peserta gelar perkara; dan 

e. kesimpulan hasil gelar perkara. 
(2) Tahap ..... 
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(2) Tahap kelanjutan hasil gelar perkara meliputi: 

a. pembuatan laporan hasil gelar perkara; 

b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang dengan 
melampirkan hasil notulen; 

c. arahan dan disposisi pejabat yang berwenang; 

d. pelaksanaan hasil gelar oleh Tim Penyidik; dan 

e. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil gelar 
oleh Perwira Pengawas Penyidik. 

 
Pasal 124 

 
(1) Hasil gelar perkara penghentian penyidikan dilaporkan kepada pejabat 

atasan pimpinan gelar perkara untuk mendapatkan arahan dan keputusan 
tindak lanjut hasil gelar perkara. 

 
(2) Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara menyetujui untuk 

dilaksanakan penghentian penyidikan penyidik wajib segera melaksanakan 
penghentian penyidikan.  

 
(3) Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara tidak menyetujui hasil 

putusan gelar perkara maka atasan penyidik membuat sanggahan tertulis 
terhadap hasil gelar disertai alasan yang cukup yang diajukan kepada 
pimpinan kesatuan atas.  

 
(4) Pengawas Penyidik kesatuan atas melakukan supervisi terhadap 

sanggahan hasil gelar. 
 

Paragraf 3 
Prosedur Melanjutkan Proses Penyidikan 

 
Pasal 125 

 
(1)  Dalam hal perkara yang telah dihentikan penyidikannya, dapat dilanjutkan 

proses penyidikan berdasarkan: 

a. keputusan pra peradilan yang menyatakan bahwa penghentian 
penyidikan tidak sah dan penyidik wajib melanjutkan penyidikan; 

b. diketemukan bukti baru (novum) yang dapat segera diselesaikan 
dan diserahkan ke JPU; dan 

c. hasil gelar perkara luar biasa yang dihadiri dan diputuskan oleh 
pejabat yang berwenang untuk membatalkan keputusan 
penghentian penyidikan yang diduga terdapat kekeliruan, cacat 
hukum, atau terdapat penyimpangan; 

 
(2) Pejabat yang berwenang untuk melanjutkan proses penyidikan serendah-

rendahnya: 

a. Kabareskrim untuk perkara yang ditangani di tingkat Mabes Polri; 

b. Kapolda .....  
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b. Kapolda untuk perkara yang ditangani di tingkat Polda dan 
jajarannya; atau 

c. Kapolwil untuk perkara yang ditangani di tingkat Polwil dan Polres 
jajarannya. 

 
(3) Gelar perkara luar biasa untuk melanjutkan penyidikan sekurang-

kurangnya dihadiri oleh: 

a. penyidik dan Perwira Pengawas Penyidik yang menghentikan 
penyidikan; 

b. pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan; 

c. Atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian 
penyidikan atau yang mewakili; 

d. Itwas Polri; 

e. Binkum Polri; 

f. Propam Polri; 

g. pihak pelapor; dan 

h. pihak terlapor. 
 

Bagian Kedua  
Pemberkasan Perkara 

 
Pasal 126 

 
(1) Seluruh dokumen hasil pelaksanaan tindakan penyidikan wajib dikumpukan 

di dalam Berkas Perkara sesuai dengan Tata Naskah yang telah 
ditentukan. 

 

(2) Berkas Perkara hanya diperuntukkan untuk menghimpun seluruh dokumen 
administrasi penyidikan dan Berita Acara setiap tindakan dalam proses 
penyidikan. 

 
(3) Barang bukti yang disita berupa dokumen tidak dibenarkan disimpan di 

dalam Berkas Perkara, tetapi harus di tempat khusus penyimpanan Barang 
Bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
(4) Berkas Perkara wajib disimpan di ruang kerja penyidik atau disimpan pada 

database elektronik dan setiap saat harus dapat diperiksa oleh Perwira 
Pengawas Penyidik dan/atau Atasan Penyidik. 

 
Pasal 127 

 
(1) Berkas Perkara sekurang-kurangnya berisi: 

a. sampul berkas perkara; 

b. daftar isi; 

c. berita acara pendapat/resume; 

d. laporan polisi; 

e. Berita ..... 
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e. berita acara setiap tindakan penyidik; 

f. surat-surat administrasi penyidikan; 

g. daftar saksi; 

h. daftar tersangka; dan 

i. daftar barang bukti. 
 

(2) Berkas Perkara untuk penyidikan yang telah diselesaikan, wajib di segel 
untuk menjamin keutuhan dan keaslian Berkas Perkara. 

 
Bagian Ketiga 

Penelitian Berkas Perkara  
 

Pasal 128 
 
(1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelesaian perkara, setiap 

Berkas Perkara yang telah selesai penyidikannya wajib diteliti oleh Perwira 
Pengawas Penyidik meliputi susunan dan isi Berkas Perkara. 

 
(2) Penyidik yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan penyidikan, wajib 

segera melaksanakan pemberkasan dan menyerahkan Berkas Perkara 
kepada Perwira Pengawas Penyidik untuk dilaksanakan penelitian yang 
mencakup susunan dokumen dan substansi Berkas Perkara. 

 
(3) Penelitian terhadap substansi berkas perkara meliputi persyaratan formil 

dan persyaratan materiil untuk setiap dokumen yang dibuat oleh penyidik. 
 

 (4) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup 
masalah persyaratan format pembuatan surat atau Berita Acara meliputi: 
pencantuman nama dan tempat kesatuan, pro justitia, judul surat, 
penomoran, tempat dan tanggal pembuatan, nama dan tanda tangan 
penyidik/penyidik pembantu serta pengesahan oleh atasan penyidik/ 
penyidik pembantu. 
 

(5) Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup 
persyaratan materi surat atau Berita Acara meliputi: Dasar pembuatan 
surat, uraian tentang fakta-fakta, pembahasan, analisa perkara, analisa 
yuridis dan kesimpulan.  

 
Bagian Keempat 

Penyerahan Perkara 
 

Pasal 129 
 

(1) Berkas perkara yang dinyatakan telah selesai dan telah diteliti oleh Perwira 
Pengawas Penyidik, wajib segera dilaporkan kepada Pejabat yang 
berwenang untuk menyerahkan Berkas Perkara kepada JPU. 

 

(2) Pejabat yang berwenang menentukan dan menandatangani penyerahan 
berkas perkara merupakan pejabat yang berwenang menandatangani 
Surat Perintah Penyidikan, serendah-rendahnya: 
a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri;  

b. Direktur ….. 
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b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda; 
c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil;  
d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres; atau 
e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek. 

 
(3) Surat Penyerahan Berkas Perkara wajib ditembuskan kepada Atasan 

Langsung Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
 

Pasal 130  
 

(1) Surat pengantar bersama Berkas Perkara diserahkan oleh Penyidik kepada 
JPU dan wajib dicatat di dalam Buku Ekspedisi. 

 
(2) Penyerahan Berkas Perkara kepada JPU sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib dicatat dengan keterangan yang jelas mengenai nama, 
jabatan, tanda tangan petugas dan cap kesatuan dari petugas dari 
kesatuan Polri yang menyerahkan dan petugas kejaksaan yang menerima 
penyerahan. 

 

Pasal 131 
 

(1) Dalam hal berkas perkara yang diserahkan kepada JPU dinyatakan belum 
lengkap, penyidik wajib segera melengkapi kekurangan Berkas Perkara 
sesuai dengan petunjuk JPU dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
 (2) Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU, penyidik wajib 

segera melaksanakan penyerahan Berkas Perkara tahap kedua berikut 
tersangka dan barang buktinya. 

 
Pasal 132 

 
(1) Surat Penyerahan Berkas Perkara tahap kedua ditandatangani oleh 

Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan. 
 
(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, surat penyerahan 

berkas perkara tahap kedua dapat ditandatangani oleh Atasan Penyidik 
setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang mengeluarkan Surat 
Perintah Penyidikan. 

 
Bagian Kelima 

Pengendalian Penyelesaian Perkara  
 

Paragraf 1 
Sarana Pengendalian/Pengawasan 

 
Pasal 133 

 
(1) Dalam hal menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanan penyidikan, 

setiap proses penyidikan perkara harus dilakukan pengawasan dan 
pengendalian oleh Perwira Pengawas Penyidik dan Pejabat Atasan secara 
berjenjang. 

(2) Sarana ….. 



 
 
 

66 

 
 
(2) Sarana administrasi pengawasan dan pengendalian penyelesaian perkara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penyiapan Buku Register untuk pembuatan setiap surat-surat 
administrasi penyidikan; 

b. pencatatan dan penomoran setiap pembuatan surat administrasi 
penyidikan pada Buku Register yang telah disiapkan; 

c. pencatatan setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik ke dalam 
daftar kronologis penindakan; 

d. pembuatan laporan kemajuan penyidikan yang dibuat secara 
insidentil atau berkala; 

e. pembuatan rekapitulasi data tentang kegiatan dan hasil penyidikan; 
dan 

f. analisis kemampuan penyelesaian penyidik pada setiap unit. 
 

Paragraf 2 
Mekanisme Pengendalian/Pengawasan 

 

Pasal 134 
 

(1) Buku Register Administrasi Penyidikan wajib dibuat, disiapkan dan diisi 
secara tertib oleh setiap kesatuan reserse. 

 
(2) Setiap pejabat reserse wajib melakukan pengecekan terhadap kesiapan, 

pencatatan dan ketertiban serta pemanfaatan buku register perkara/buku 
kontrol perkara dalam rangka pengawasan penyidikan sesuai dengan 
lingkup tanggung jawabnya. 

 
Pasal 135 

 
(1) Dalam hal pengawasan dan pengendalian tindakan penyidik, di setiap 

bendel Berkas Perkara wajib selalu tersedia Daftar Kronologis Kegiatan 
Penyidik dalam bentuk matrik dengan kolom terdiri dari nomor, tanggal 
kegiatan, kegiatan yang dilakukan, hasil kegiatan dan keterangan. 

 
(2) Setiap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik wajib dicatat oleh 

penyidik ke dalam Daftar Kronologis Kegiatan Penyidik. 
 
(3) Perwira Pengawas Penyidik melaksanakan pengawasan kegiatan penyidik 

melalui pengecekan terhadap Daftar Kronologis Kegiatan Penyidik secara 
insidentil dan secara berkala. 

 
(4) Dalam hal terdapat kekeliruan atau penerapan urutan tindakan penyidikan 

yang kurang tepat, Perwira Pengawas Penyidik wajib memberikan arahan 
dan tindakan koreksi untuk menjamin kelancaran dan ketepatan tindakan 
penyidikan.  

 

Pasal 135 ..... 
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Pasal 136 
 

(1) Dalam hal kepentingan pengawasan dan pengendalian penyelesaian 
perkara, setiap Tim Penyidik wajib membuat laporan kemajuan (Lapju) 
penyidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kecuali 
ditentukan lain oleh Perwira Pengawas Penyidik atau dalam hal diminta 
oleh Atasan Pengawas Penyidik. 

 
(2) Perwira Pengawas Penyidik melakukan pemeriksaan Lapju sebagai bahan 

evaluasi terhadap kinerja Tim Penyidik untuk menyelesaikan perkara. 
 

Paragraf 3 
Evaluasi Kinerja Penyidik 

 
Pasal 137 

 
(1) Dalam hal kepentingan evaluasi kinerja para penyidik di setiap unit/satuan 

reserse, harus dibuat rekapitulasi data tentang kegiatan penyidikan dan 
hasil penyidikan berupa: 

a. jumlah perkara yang dilaporkan, diproses dan diselesaikan; 

b. rincian jumlah setiap jenis penindakan yang dilaksanakan oleh unit/ 
satuan reserse meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, 
penyitaan, penahanan, pengeluaran tahanan, penyerahan berkas 
perkara tahap pertama dan penyerarahan berkas perkara tahap 
kedua. 

 
(2) Rekapitulasi data kegiatan dan hasil penindakan harus dievaluasi secara 

berkala dan berjenjang dari unit reserse tingkat Polsek sampai satuan 
reserse tingkat Bareskrim Polri paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali 
dan dirangkum dalam Laporan Bulanan Reserse. 

 
(3) Setiap satuan reserse di kewilayahan mulai dari tingkat Polsek sampai 

tingkat Bareskrim Polri wajib membuat laporan bulanan secara berjenjang 
dengan jadwal pengiriman setiap bulannya sebagai berikut: 

a. Laporan dari Polsek paling lambat tanggal 3 (tiga) sudah diterima 
Polres; 

b. Laporan dari Polres paling lambat tanggal 8 (delapan) sudah 
diterima Polda; 

c. Laporan dari Polda paling lambat tanggal 13 (tiga belas) sudah 
diterima Mabes Polri. 

 
(4) Laporan bulanan digunakan sebagai bahan untuk: 

a. pemantauan perkembangan situasi di bidang reserse; 

b. evaluasi kinerja satuan reserse secara berjenjang; dan 

c. bahan masukan data untuk Pusat Informasi Kriminal Nasional. 
 

Pasal 138 ..... 



 
 
 

68 

Pasal 138 
 

(1) Analisa dan evaluasi (Anev) kemampuan penyelesaian penyidikan pada 
setiap satuan reserse dilaksanakan secara periodik yaitu: 

a. analisis kinerja reserse semester pertama setiap tahun; dan 

b. analisis kinerja reserse setiap akhir tahun. 
 

(2) Anev kinerja reserse per semester dan tahunan dibuat oleh satuan reserse 
di kewilayahan serendah-rendahnya tingkat Polres dengan jadwal 
pengiriman: 

a. Anev Semeter Pertama dari Polres paling lambat tanggal 10 Juli 
sudah diterima di Polda dan Anev Semeter Pertama dari Polda 
paling lambat tanggal 15 Juli sudah diterima di Mabes Polri; dan 

b. Anev Akhir Tahun dari Polres paling lambat tanggal 10 Januari 
sudah diterima di Polda dan Anev Akhir Tahun dari Polda paling 
lambat tanggal 15  Januari sudah diterima di Mabes Polri. 

 
BAB  XII 

 
PENCARIAN ORANG, PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 

 
Bagian Kesatu  

Daftar Pencarian Orang (DPO) 
 

Pasal 139 
 

(1) Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka 
penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas 
keberadaannya, dapat dicatat di dalam DPO dan dibuatkan Surat 
Pencarian Orang.   

 
(2)  Pejabat yang berwenang menandatangani DPO serendah-rendahnya: 

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan 
kepada Kabareskrim Polri;  

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada 
Kapolda;  

c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan 
kepada Kapolwil;  

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada 
Kapolres; atau 

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada 
Kapolres. 

 

Pasal 140 
 

(1) Dalam hal tersangka dan/atau orang yang dicari sudah ditemukan atau 
tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan Pencabutan 
DPO. 

(2) Pejabat ….. 
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(2) Pejabat yang berwenang menerbitkan Pencabutan DPO serendah-

rendahnya: 

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan 
kepada Kabareskrim Polri;  

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada 
Kapolda;  

c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan 
kepada Kapolwil;  

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada 
Kapolres; atau 

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada 
Kapolres. 

 
Bagian Kedua 

Pencegahan dan Penangkalan 
 

Pasal 141 
 

(1) Dalam hal tersangka yang tidak ditahan dan diperkirakan akan melarikan 
diri dari wilayah Negara Indonesia, dapat dikenakan tindakan pencegahan. 

 
(2) Dalam hal setiap orang yang berada di luar negeri dan diduga akan 

melakukan tindak pidana di Indonesia, dapat dikenakan tindakan 
penangkalan. 

 
(3) Dalam keadaan mendesak atau mendadak, untuk kepentingan penyidikan, 

penyidik dapat mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat 
imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi untuk mencegah 
dan/atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. 

 
(4)  Pejabat yang berwenang mengajukan surat permintaan pencegahan 

dan/atau penangkalan sesuai tingkatan daerah hukum penyidikan adalah 
sebagai berikut:  

a. Direktur/Wakil Direktur pada Bareskrim Polri; 

b. Direktur/Wakil Direktur Reskrim di tingkat Polda; 

c. Kepala/Wakil Kepala Polwil; dan 

d. Kepala/Wakil Kepala KKO. 
 

(5)   Pejabat yang mengajukan surat permintaan pencegahan dan/atau 
penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib melaporkan 
kepada Kapolri paling lambat 20 (dua puluh) hari untuk mendapat 
pengukuhan melalui Keputusan Kapolri. 

 
BAB XIII ..... 
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BAB  XIII 
 

TINDAKAN KOREKSI DAN SANKSI  
 

Bagian Kesatu 
Penggolongan Sanksi 

 
Pasal 142 

 
(1) Setiap Pegawai Negeri pada Polri, jika terbukti melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan Peraturan Kapolri ini, diberikan sanksi sesuai dengan 
pelanggaran menurut golongan jenis:  

a.  hukum pidana; 

b. peraturan disiplin Polri; dan 

c. etika profesi kepolisian. 
 

(2) Dalam hal tindakan pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam  
pelanggaran administrasi, dikenakan sanksi penindakan secara 
administratif berupa: 

a. pemeriksaan instensif oleh Perwira Pengawas penyidik; 

b. pembuatan pernyataan tentang tindakan yang telah dilakukan oleh 
Penyidik; 

c. teguran tertulis; 

d. tindakan penghentian kegiatan penyidik dari penanganan perkara; 

e. tindakan skorsing/larangan untuk melakukan kegiatan penyidikan 
dalam periode tertentu; 

f. tindakan pengguguran (growndit) dari tugas penyidikan; 

g. pembebanan kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan; dan 

h. pembebanan kewajiban menyelesaikan tugas lain. 
 

Pasal 143 
 

(1) Pegawai Negeri pada Polri yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap 
Perkap ini dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa: 

a. penundaan mengikuti pendidikan dalam jangka waktu tertentu; 

b. penundaan kenaikan pangkat; 

c. mutasi yang bersifat demosi; dan 

d. pembebasan dari jabatan. 
 

(2) Pegawai Negeri pada Polri yang sengaja melakukan penyimpangan etika 
profesi kepolisian dapat dikenakan hukuman berupa: 

a. tindakan pengguguran (growndit) dari tugas penyidikan; dan 

b. pembebanan kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan. 
Bagian ….. 
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Bagian Kedua 
Tata Cara Penjatuhan Sanksi 

 
Pasal 144 

 
Sanksi administrasi untuk pelanggaran administrasi dapat dijatuhkan oleh: 

a. Atasan Penyidik terhadap Penyidik yang di bawah pengawasannya; dan 

b. Atasan Perwira Penyidik terhadap Perwira Pengawas Penyidik atau 
terhadap Penyidik. 

 

Pasal 145 
 

Sanksi Pelanggaran Disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Polri dapat dijatuhkan 
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Disiplin Anggota Polri 
dan/atau Kode Etik profesi Polri. 
 

Pasal 146 
 

Tata Cara penjatuhan hukuman Disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Polri 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 147 
 
Dalam hal Penyidik yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik 
profesi Polri, sebelum diproses melalui mekanisme acara hukuman disiplin, harus 
dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Perwira Pengawas Penyidik atau 
Pejabat Atasan Perwira Pengawas Penyidik. 
 

Pasal 148 
 
Dalam hal Perwira Pengawas Penyidik atau Pejabat Atasan Perwira Pengawas 
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 telah mendapatkan petunjuk 
bahwa telah terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri 
yang tidak cukup dihukum dengan pemberian sanksi administrasi, pemeriksaan 
selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam Polri dalam waktu selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan pemeriksaan. 

 
BAB  XIV 

 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 149 

 
Dalam hal alasan geografis dan kondisi tertentu sehingga tidak dapat 
melaksanakan peraturan ini, bukan merupakan pelanggaran. 
 

Pasal 150 
 

Kapolda dapat menjabarkan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara 
pidana secara teknis terlebih dahulu setelah mendapat persetujuan Kapolri yang 
diajukan dan/atau diusulkan melalui Kabareskrim Polri. 

Pasal 151 ….. 





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 2002 

TENTANG 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang :  
a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya 

masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi 
kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 
dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang 
dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;  

c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang 
menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;  

d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan 
pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;  

e. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  

 
Mengingat :  
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang 

Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran 

Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);  

 
Dengan persetujuan bersama antara 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
DAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.  



3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum 
Kepolisian.  

4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin 
keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat 
sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam 
rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, 
ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung 
kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam 
menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan 
bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.  

6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya 
keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta 
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.  

7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan 
negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.  

8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.  

9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan 
suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.  

10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.  

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai 
wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang 
yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.  

12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat 
kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang 
diatur dalam undang-undang.  

13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya.  

14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri 
adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab 
penyelenggaraan fungsi kepolisian.  

 
Pasal 2 

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat. 
 

Pasal 3 
(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

dibantu oleh : 
a. kepolisian khusus;  
b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau  
c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.  

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, 
melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar hukumnya masing-masing. 

 
 



Pasal 4 
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam 
negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan 
tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia. 
 

Pasal 5 
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan 
satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 
BAB II 

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
 

Pasal 6 
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi 

kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah 
negara Republik Indonesia.  

(2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik 
Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

(3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 7 

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan 
dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Presiden. 
 

Pasal 8 
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. 
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam 

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 9 

(1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis 
kepolisian. 

(2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab atas : 
a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan  
b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

 
Pasal 10 

(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan 
wewenang kepolisian secara hierarki.  

(2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri. 

 
 
 



Pasal 11 
(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 
(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. 
(3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling 
lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan 
mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat.  

(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.  

(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. 

(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang 
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri. 

 
Pasal 12 

(1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya 
diangkat dengan Keputusan Kapolri.  

(2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
ditentukan dengan Keputusan Kapolri.  

 
BAB III 

TUGAS DAN WEWENANG 
 

Pasal 13 
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
b. menegakkan hukum; dan 
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
 

Pasal 14 
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian 

Negara Republik Indonesia bertugas : 
a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan 

masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;  
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan 

kelancaran lalu lintas di jalan;  
c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 
peraturan perundang-undangan;  

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;  
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;  
h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium 

forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;  



i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan 
dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;  

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh 
instansi dan/atau pihak yang berwenang;  

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam 
lingkup tugas kepolisian; serta  

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
 

Pasal 15 
(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 

14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:  
a. menerima laporan dan/atau pengaduan;  
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu 

ketertiban umum;  
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;  
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa;  
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

kepolisian;  
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam 

rangka pencegahan;  
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;  
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;  
i. mencari keterangan dan barang bukti;  
j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;  
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka 

pelayanan masyarakat;  
l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;  
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.  

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
lainnya berwenang : 
a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya;  
b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;  
c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;  
d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;  
e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan 

senjata tajam;  
f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di 

bidang jasa pengamanan;  
g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan 

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;  
h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan internasional;  
i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada 

di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;  
j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional;  
k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.  

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
 



Pasal 16 
(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 

14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :  
a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;  
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 

untuk kepentingan penyidikan;  
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;  
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda 

pengenal diri;  
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;  
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara;  
h. mengadakan penghentian penyidikan;  
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;  
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang 

di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk 
mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;  

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil 
serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan 
kepada penuntut umum; dan  

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.  
(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan 

penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut 
: 
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;  
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 

dilakukan;  
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;  
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan  
e. menghormati hak asasi manusia.  

 
Pasal 17 

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di 
seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang 
bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 18 
(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.  
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan 

dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 
Pasal 19 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma 
agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan. 

 
BAB IV 

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
 

Pasal 20 
(1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :  

a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 



b. Pegawai Negeri Sipil. 
(2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 

berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.  
 

Pasal 21 
(1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang 

calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :  
a. warga negara Indonesia;  
b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;  
e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;  
f. sehat jasmani dan rohani;  
g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;  
h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan  
i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.  

(2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.  

 
Pasal 22 

(1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang 
calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah 
atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri. 

 
Pasal 23 

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut : 
"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji : 
bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah; 
bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan 
kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan 
martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa 
mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya 
sendiri, seseorang atau golongan; 
bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut 
perintah harus saya rahasiakan; 
bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan 
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian 
berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada 
kaitannya dengan pekerjaan saya".  
 

Pasal 24 
(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan 

ikatan dinas.  
(2) Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan Keputusan Presiden.  
 

 
 
 



Pasal 25 
(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang 

mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang 
dan tanggung jawab dalam penugasannya.  

(2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.  

 
Pasal 26 

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak 
lainnya yang adil dan layak.  

(2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 
Pasal 27 

(1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan 
moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

(2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 
Pasal 28 

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan 
tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.  

(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan 
dipilih.  

(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar 
kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.  

 
Pasal 29 

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan 
umum.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah.  

 
Pasal 30 

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat 
atau tidak dengan hormat.  

(2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima 
puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat 
dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam 
puluh) tahun.  

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 
BAB V 

PEMBINAAN PROFESI 
 

Pasal 31 
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi. 
 

Pasal 32 
(1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan 
serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan 
penugasan secara berjenjang dan berlanjut.  

(2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Kapolri.  



 
Pasal 33 

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan 
pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian. 
 

Pasal 34 
(1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode 

Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
(2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman 

bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. 

(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur 
dengan Keputusan Kapolri.  

 
Pasal 35 

(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh 
pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.  

 
Pasal 36 

(1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi 
kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang 
dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.  

(2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda 
pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.  

 
BAB VI 

LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL 
 

Pasal 37 
(1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.  
(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan 

Keputusan Presiden.  
 

Pasal 38 
(1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas :  

a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; dan  

b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan 
pemberhentian Kapolri.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi 
Kepolisian Nasional berwenang untuk :  
a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada 

Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 
pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;  

b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya 
mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan 
mandiri; dan  

c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan 
menyampaikannya kepada Presiden.  

 
 
 



Pasal 39 
(1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap 

anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap 
anggota dan 6 (enam) orang anggota. 

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur 
pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat. 

(3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian 
anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden. 

 
Pasal 40 

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi 
Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
 

BAB VII 
BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJA SAMA 

 
Pasal 41 

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

(2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan 
peraturan perundangan-undangan. 

(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan 
perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

 
Pasal 42 

(1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, 
lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi 
hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan 
kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.  

(2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur 
pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat 
dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.  

(3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan 
kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan 
badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama 
teknik dan pendidikan serta pelatihan.  

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.  

 
BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 43 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku : 
a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang ini.  

b. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
yang sedang diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan 
militer dan belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan militer.  

c. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan 
militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan 
umum.  



 
BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 44 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) 
dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 45 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 8 Januari 2002 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 8 Januari 2002 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 
ttd 
BAMBANG KESOWO 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 2 
 



PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 2002 

TENTANG 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

 
I. UMUM 
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian 
Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2289). 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta 
pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di 
dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran 
Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) 
sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya 
berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya 
di lapangan. 
Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan 
Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah 
Pancasila. 
Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya 
fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, 
transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat 
tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan 
masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. 
Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan 
MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara 
konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran 
Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi 
masing-masing. 
Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat 
lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan 
kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, 
dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan 
Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. 
VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok 
yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 



melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan 
fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh 
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan 
swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi. 
Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang 
ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan 
asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 
Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki 
kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum 
berdasarkan penilaian sendiri. 
Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik 
profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat 
dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan 
terutama hak asasi manusia. 
Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut 
harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan 
perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan 
martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 
Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati 
ketentuan Undang-Undang di atas. 
Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan 
wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula 
memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, 
antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua serta peraturan perundang-undangan 
lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
Undang-Undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan 
kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum. 
Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian 
nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan 
kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai 
amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi 
pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga 
kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin. 
Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam 
kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak hanya 
memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, 
tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian 
nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam 
negeri maupun di luar negeri. 
Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh komitmen para 
pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga 
komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian 



Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan 
masyarakat. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Cukup jelas 
Pasal 2 
Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. 
Pasal 3 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "dibantu" ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, bersifat bantuan 
fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis. 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan "kepolisian khusus" ialah instansi dan/atau badan Pemerintah 
yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi 
wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. 
Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (zaken 
gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
hukumnya. 
Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM 
Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain. 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk 
pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat 
sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa 
pengamanan. 
Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam 
"lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan 
pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. 
Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan 
pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. 
Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 4 
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia 
dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga hak 
masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang 
terkandung dalam Declaration of Human Rights, 1948 dan konvensi internasional 
lainnya. 
Pasal 5 
Cukup jelas 
Pasal 6 
Ayat (1) 
Wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah hukum berlakunya kedaulatan 
Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah 
Negara Republik Indonesia, sehingga setiap pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dapat melaksanakan kewenangannya di seluruh wilayah Negara Republik 
Indonesia, terutama di wilayah dia ditugaskan. 
Ayat (2) 
Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien, wilayah Negara 
Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas 



dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan luas 
wilayah, keadaan penduduk, dan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Pembagian daerah hukum tersebut diusahakan serasi dengan pembagian wilayah 
administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Pasal 7 
Cukup jelas 
Pasal 8 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial. 
Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada 
ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat 
berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian. 
Pasal 9 
Ayat (1) 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pimpinan teknis kepolisian menetapkan 
kebijakan teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi dan mengawasi serta 
mengendalikan pelaksanaannya. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 10 
Cukup jelas 
Pasal 11 
Ayat (1) 
Yang dimaksud "dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" adalah setelah 
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
Ayat (2) 
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian 
dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 
lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh 
Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang 
bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, 
berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila 
Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik 
kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan 
pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "dua puluh hari kerja DPR-RI" ialah hari kerja di DPR-RI tidak 
termasuk hari libur dan masa reses. 
Sedangkan yang dimaksud dengan "sejak kapan surat Presiden tersebut berlaku" ialah 
sejak surat Presiden diterima oleh Sekjen DPR-RI dan diterima secara administratif. 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan mendesak" ialah suatu keadaan yang secara 
yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar 
sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara. 
Ayat (6) 
Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" ialah prinsip senioritas dalam arti 
penyandang pangkat tertinggi dibawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai Kapolri. 
Sedangkan yang dimaksud dengan "jenjang karier" ialah pengalaman penugasan dari Pati 
calon Kapolri pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai macam jabatan di 
kepolisian. 



Ayat (7) 
Cukup jelas 
Ayat (8) 
Cukup jelas 
Pasal 12 
Ayat (1) 
Jabatan penyidik dan penyidik pembantu sebagai jabatan fungsional terkait dengan sifat 
keahlian teknis yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "ditentukan" adalah suatu proses intern Kepolisian Negara 
Republik Indonesia untuk menentukan jabatan fungsional lainnya yang diperlukan di 
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Pasal 13 
Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama 
penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan 
sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada 
dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat 
dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma 
hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi 
hak asasi manusia. 
Pasal 14 
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d 
Cukup jelas 
Huruf e 
Cukup jelas 
Huruf f 
Cukup jelas 
Huruf g 
Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga 
secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 
semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak 
mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. 
Huruf h 
Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan 
tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi 
lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian. 
Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik, 
odontologi forensik, dan pskiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
tugas kepolisian. 
Huruf i 
Cukup jelas 
Huruf j 
Hal ini dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebatas 
pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, 
dan pelayanan masyarakat. 
Huruf k 
Cukup jelas 



Huruf l 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 15 
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemisan dan 
pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, 
perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. 
Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan 
instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan "aliran" adalah semua aliran atau paham yang dapat 
menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain 
aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia. 
Huruf e 
Cukup jelas 
Huruf f 
Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya 
ketenteraman masyarakat. 
Huruf g 
Cukup jelas 
Huruf h 
Cukup jelas 
Huruf i 
Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana 
maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya. 
Huruf j 
Yang dimaksud dengan "Pusat Informasi Kriminal Nasional" adalah sistem jaringan dari 
dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan pelanggaran maupun 
kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta regristrasi dan identifikasi lalu lintas. 
Huruf k 
Surat Izin dan/atau surat keterangan yang dimaksud dikeluarkan atas dasar permintaan 
yang berkepentingan. 
Huruf l 
Wewenang tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan instansi yang berkepentingan 
atau permintaan masyarakat. 
Huruf m 
Yang dimaksud dengan "barang temuan" adalah barang yang tidak diketahui pemiliknya 
yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau masyarakat 
yang diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Barang temuan itu harus dilindungi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan 
ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil oleh yang berhak akan 
diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah menerima barang temuan wajib segera 
mengumumkan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media pengumuman 
lainnya. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Keramaian umum yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 510 ayat 
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 



yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum. 
Kegiatan masyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapat membahayakan keamanan 
umum seperti diatur dalam Pasal 495 ayat (1), 496, 500, 501 ayat (2), dan 502 ayat (1) 
KUHP. 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d 
Kegiatan politik yang memerlukan pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia adalah kegiatan politik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di 
bidang politik, antara lain kegiatan kampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik, 
penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisan bermuatan politik yang disebarkan 
kepada umum. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan "senjata tajam" dalam Undang-Undang ini adalah senjata 
penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang 
nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau 
untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang 
pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 12/Drt/1951. 
Huruf f 
Cukup jelas 
Huruf g 
Cukup jelas 
Huruf h 
Yang dimaksud dengan "kejahatan internasional" adalah kejahatan tertentu yang 
disepakati untuk ditanggulangi antar negara, antara lain kejahatan narkotika, uang palsu, 
terorisme, dan perdagangan manusia. 
Huruf i 
Cukup jelas 
Huruf j 
Dalam pelaksanaan tugas ini Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat oleh 
ketentuan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral. 
Dalam hubungan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan 
bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian atas permintaan dari negara lain, 
sebaliknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan untuk 
melakukan tindakan kepolisian dari negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan hukum dari kedua negara. 
Organisasi kepolisian internasional yang dimaksud, antara lain, International Criminal 
Police Organization (ICPO-Interpol). 
Fungsi National Central Bureau ICPO-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
Huruf k 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Pasal 16 
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Larangan kepada setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 
perkara maksudnya untuk pengamanan tempat kejadian perkara serta barang bukti. 
Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d 



Kewenangan ini merupakan kewenangan umum dan kewenangan dalam proses pidana, 
dalam pelaksanaannya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib 
menunjukkan identitasnya. 
Huruf e 
Cukup jelas 
Huruf f 
Cukup jelas 
Huruf g 
Cukup jelas 
Huruf h 
Cukup jelas 
Huruf i 
Yang dimaksud dengan "menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum", termasuk 
tersangka dan barang buktinya. 
Huruf j 
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan permintaan cegah 
tangkal dalam keadaan mendesak atau mendadak paling rendah setingkat Kepala 
Kepolisian Resort, selanjutnya paling lambat dua puluh hari harus dikukuhkan oleh 
Keputusan Kapolri. 
Huruf k 
Cukup jelas 
Huruf l 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 17 
Cukup jelas 
Pasal 18 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan 
yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam 
bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul 
untuk kepentingan umum. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 19 
Cukup jelas 
Pasal 20 
Cukup jelas 
Pasal 21 
Ayat (1) 
Kata "sekurang-kurangnya" dimaksudkan untuk menjelaskan sebagian persyaratan yang 
bersifat mutlak, karena selain yang tercantum dalam Undang-Undang ini masih ada 
persyaratan lain yang harus dipenuhi. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" 
meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas. 
Pasal 22 
Cukup jelas 
Pasal 23 
Kalimat pengantar dan penutup sumpah/janji bagi calon anggota yang akan 
disumpah/janji disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya. 
Pasal 24 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "menjalani ikatan dinas" adalah suatu kewajiban bagi anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bekerja di lingkungan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia selama kurun waktu tertentu mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan 



Kepolisian yang diperoleh dari Lembaga Pendidikan Pembentukan anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia melalui pengabdiannya kepada bangsa dan negara Republik 
Indonesia dengan patuh serta taat menjalankan pekerjaannya. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 25 
Cukup jelas 
Pasal 26 
Cukup jelas 
Pasal 27 
Cukup jelas 
Pasal 28 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang 
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 
Ayat (2) 
Meskipun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak 
memilih dan dipilih, namun keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai 
sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. 
Pasal 29 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah menyangkut pelaksanaan teknis 
institusional. 
Pasal 30 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Secara umum usia pensiun maksimum anggota Polri 58 tahun, bagi yang mempunyai 
keahlian khusus dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Pasal 31 
Cukup jelas 
Pasal 32 
Ayat (1) 
Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta 
pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu. 
Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan 
pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta berbagai bentuk 
pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. Sedangkan 
pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang penugasan yang diarahkan untuk 
memantapkan kemampuan dan prestasi. 
Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Kepolisian Negara 
Republik Indonesia mengharuskan adanya lembaga pendidikan tinggi kepolisian yang 
menyelenggarakan pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi 
dan pengkajian teknologi kepolisian. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 



Pasal 33 
Cukup jelas 
Pasal 34 
Ayat (1) 
Ayat ini mengamanatkan agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian 
Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik 
Indonesia. Selain itu, untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang 
tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara 
langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap 
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menghayati dan menjiwai etika 
profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian 
tersebut dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasatya 
yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Pasal 35 
Ayat (1) 
Mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan 
erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta 
diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam hal 
seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan 
wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
Ayat ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap 
pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Ayat (2) 
Anggota Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sepenuhnya anggota 
Polri yang masih aktif dan mengenai susunannya disesuaikan dengan fungsi dan 
kepangkatan anggota yang melanggar kode etik. 
Pasal 36 
Ayat (1) 
Tanda pengenal dimaksud guna memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat bahwa 
dirinya berhadapan dengan petugas resmi. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 37 
Cukup jelas 
Pasal 38 
Ayat (1) 
Huruf a 
Arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan Presiden 
merupakan pedoman penyusunan kebijakan teknis Kepolisian yang menjadi lingkup 
kewenangan Kapolri. 
Huruf b 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 



Yang dimaksud dengan "keluhan" dalam ayat ini menyangkut penyalahgunaan 
wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan 
penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi 
mengenai penanganan keluhannya. 
Pasal 39 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "unsur-unsur Pemerintah" ialah pejabat Pemerintah setingkat 
Menteri eks officio. 
Yang dimaksud dengan "pakar kepolisian" ialah seseorang yang ahli di bidang ilmu 
kepolisian. 
Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" ialah pimpinan informal masyarakat yang 
telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Pasal 40 
Cukup jelas 
Pasal 41 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "tugas pemeliharaan perdamaian dunia" (Peace Keeping 
Operation) adalah tugas-tugas yang diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
pada suatu negara tertentu dengan biaya operasional, pertanggungjawaban dan 
penggunaan atribut serta bendera PBB. 
Pasal 42 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain 
dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak 
mencampuri urusan instansi masing-masing. 
Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan 
pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait 
serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "kerja sama multilateral", antara lain kerja sama dengan 
International Criminal Police Organization-Interpol dan Aseanapol. 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Pasal 43 
Cukup jelas 
Pasal 44 
Cukup jelas 
Pasal 45 
Cukup jelas 
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